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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

BAB |
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas
naksimal yang diberikan kepada perangkat daerah umtuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 berdasarkan Peraturan
Meneteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Prioritas belanja daerah isusun berdasarkan urusan pe,erintahan yang menjadi kewajiban
daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas
pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
melaksanakan program/ kegiatan yang terkait dengan nama program. Plafon Anggaran Sementara
disusun berdasarkan urusan pemerintahan, OPD, program/kegiatan dan belanja dengan
mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu
pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan
antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pinrang tahun 2023. Kebijakan
Umum APBD (KUA) tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan
kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD tahun 2023 vyang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).

1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang
memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk
mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/lLembaga

Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Pinrang

BAB | PENDAHULUAN 1



dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan PPAS kabupaten

Pinrang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

10.

Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5587) sebagiamana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan
rencana Kerja Pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;

BAB | PENDAHULUAN
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11.  Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun 2022;

14.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 — 2028 (Lembaran Daera Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

15.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 -2025;

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019 — 2024;

18.  Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Pinrang Tahun 2023 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum
dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2023.

Bab Il. Rencana Menguraikan tentang Rencana Pendapatan Daerah,
Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Tahun Anggaran Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan

2023 Daerah yang Sah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.
Bab IlI. Prioritas Belanja e Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan
Daerah menguraikan Pemerintah ~ Kabupaten ~ Pinrang  terhadap
hal-hal sebagai Pembangunan Nasional dalam bentuk tabulasi;
berikut: e Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
dalam bentuk tabulasi,

e Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan
Prioritas Daerah dalam bentuk tabulasi,

BAB | PENDAHULUAN 3



Bab IV.

Bab V.

Bab VI.

Plafon Anggaran
Sementara

Berdasarkan Urusan
Pemerintahan  dan

Program/Kegiatan
Kabupaten  Pinrang
Tahun 2023

menguraikan hal-hal
sebagai berikut :

Rencana
Pembiayaan Daerah
Tahun 2023

Penutup

pemerintahan
anggaran 2023 dalam bentuk tabulasi.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis
belanja dalam bentuk tabulasi.

Menguraikan
pembiayaan
pembiayaan.

Pemerintah

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan
Indikator Kinerja dalam bentuk tabulasi.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan
kegiatan tahun

rencana penerimaan
rencana pengeluaran

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara
Kabupaten Pinrang dan DPRD
Kabupaten Pinrang terhadap PPAS.

BAB | PENDAHULUAN
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BAB Il
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas:

Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

2.1. Rencana Pendapatan Daerah
Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri
dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan.
Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar
Rp.143.605.257.488,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022 sebesar
138.723.468.320,-. Dari empat komponen pembentukan PAD vyakni Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain
pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan. Pada tahun
2023 diharapkan pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19) sudah mereda sehingga
perekonomian baik di Indonesia maupun di daerah mulai menggeliat membaik
sehingga berdampak adanya kenaikan pendapatan asli daerah.
Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pada tahun 2023 Pajak Daerah mengalami kenaikan yakni sebesar Rp
7.821.362.420,-. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 35.159.864.000,-.
pada tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 42.981.226.420,- Kenaikan tersebut
disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada semua jenis pajak daerah.

b. Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 3,957,880,080,- dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022
yang sebesar Rp. 3.588.000.000,- .

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023
diproyeksikan sebesar sebesar Rp 8,037,963,238,- mengalami kenaikan menjadi
sebesar Rp. 308.860.618,- bila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022.

BAB Il RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2023
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d. Lain — lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 di proyeksikan
sebesar Rp. 97,029,585,000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.783.083.300,-

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

dibandingkan dengan tahun 2022.

Secara rinci pendapatan asli daerah tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut.

4

41

4.1.01

4.1.02

4.1.03

4.1.04

Tabel 2.1.

REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

PP 12/2019
No Rekening

Uraian (Sesuai
PP 12/2019)

Pendapatan
Daerah

Pendapatan Asli
Daerah

Pajak Daerah
Restribusi Daerah

Hasil Pengelolaan
Kekayaan daerah
Yang Dipisahkan

Lain - Lain
Pendapatan Asli
Daerah

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

TA. 2022 dan 2023

Realisasi
2021

1,272,417,859,811.33

134,066,655,485.33

35,439,158,745.00

2,558,134,604.00

8,170,957,229.00

87,898,404,907.33

Rencana Capaian
2022

1,323,728,855,144.00

138,723,468,320.00

35,159,864,000.00

3,588,000,000.00

7,729,102,620.00

92,246,501,700.00

Proyeksi
2023

1,405,014,142,371

143,605,257,488

42,981,226,420
3,957,880,080

8,037,963,238

97,029,585,000

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari
pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer dari tahun 2022
hingga
diprediksikan sebesar Rp. 1.203.848.287.501,-. Proyeksi Pendapatan Transfer pada
tahun 2022 sudah termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik tetapi akan
menyesuaikan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023

tahun

2023 mengalami kenaikan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023.

Berikut rincian pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023

BAB Il RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2023
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Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

PP 12/2019

Realisasi

Rencana Capaian

Proyeksi

No Rekening

Uraian (Sesuai
PP 12/2019)

2021

2022

2023

4.2

Pendapatan
Transfer

1,080,037,744,405.00

1,181,291,942,824.00

1,203,848,287,501

4.2.01

Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat

1,006,479,710,276.00

1,121,086,763,000.00

1,129,243,362,501

4.2.01.01

Dana
Perimbangan

909,026,705,876.00

1,048,374,599,000.00

1,092,207,715,138

4.2.01.01.01

Dana Transfer
Umum

685,331,224,249.00

677,825,338,000.00

707,928,946,964

4.2.01.01.01.01

Dana Bagi Hasil
Pajak/ Bukan
Pajak

23,895,614,249.00

16,389,728,000.00

16,016,802,638

4.2.01.01.01.02

Dana Alokasi
Umum

661,435,610,000.00

661,435,610,000.00

691,912,144,326

4.2.01.01.02

Dana Transfer

Khusus 223,695,481,627.00 370,549,261,000.00 384,278,768,174
4.2.01.01.02.01 | Dana Alokasi

Khusus 89,064,370,665.00 174,850,375,000.00 177,777,330,010
4.2.01.01.02.02 | Dana Alokasi

Khusus Non 134,631,110,962.00 195,698,886,000.00 206,501,438,164

Fisik
4.2.01.02 Dana Insentif

Daerah 27,713,245,000.00 10,730,536,000.00 26,600,000,000
4.2.01.03 Dana Otonomi 0

Khusus
4.2.01.04 Dana 0

Keistimewaan -
4.2.01.05 Dana Desa

69,739,759,400.00 61,981,628,000.00 66,712,733,500

4.2.02 Transfer Antar

Daerah 73,558,034,129.00 60,205,179,824.00 74,604,925,000
4.2.02.01 Pendapatan

Bagi Hasil 59,702,535,129.00 55,962,779,824.00 64,529,225,000
4.2.02.02 Bantuan

Keuangan 13,855,499,000.00 4,242,400,000.00 4,772,700,000

2.1.3. Lain - lain Pendapatan Yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain
Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
fluktuatif. ~ Pada 2023
Rp.53.285.597.382,- dimana pada tahun sebelumnya nilai untuk Lain — lain Pendapatan

Sah kondisinya  sangat tahun diprediksikan  sebesar

Daerah Yang Sah adalah nihil.
Rincian Lain — lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam table 2.3 sebagai
berikut.

BAB Il RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2023 3
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Tabel 2.3
Target dan Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

PP 12/2019 Realisasi Rencana Proyeksi
Capaian
No Uraian (Sesuai PP 2021 2022 2023
Rekening 12/2019)
43 Lain - Lain
Pendapatan Daerah 58,313,459,921.00 3,713,444,000.00 57,560,597,382
Yang Sah
4.3.01 Hibah
58,313,459,921.00 3,713,444,000.00  4,275,000,000
4.3.02 Dana Darurat - -
4.3.03 Lain-lain Pendapatan 0 0
Sesuai dengan 53,285,597,382

Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang
daerah. Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar
Rp.35.000.000.000,-.

Tabel 2.4
TARGET PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Target Tahun
Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Anggaran Dasar
Daerah Berkenaan Hukum

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143,605,257,488

4.1.01 Pajak Daerah 42,981,226,420

4.1.02 Retribusi Daerah 3,957,880,080

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 8,037,963,238

Dipisahkan

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 97,029,585,000

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,203,848,287,501

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,129,243,362,501

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 74,604,925,000
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4.3

4.3.01
43.03

6.1
6.1.01

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
Pendapatan Hibah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

57,560,597,382

4,275,000,000
53,285,597,382

1,405,014,142,371

35.000.000.000
35.000.000.000

35.000.000.000
1.440.014.142.371
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BAB Il
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit
bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan
sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada
kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Tahun 2019. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, hasil evaluasi RKPD tahun 2021, capaian
kinerja RPJMD tahun 2021, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak.
Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperhatikan sasaran pembangunan nasional
yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperhatikan dalam RKP dan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah
dipergunakan dalam rangka mendanai Pendapatan daerah dipergunakan sesuai dengan urusan wajib dan
mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar, Prioritas Pembangunan, serta penyelenggaraan urusan

pemerintahan lainnya.

Dalam menentukan besaran belanja senantiasa mengacu atas pendekatan kinerja yang
berorientasi pada hasil yang direncanakan akan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan
efektivitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala
prioritas. Dengan  demikian setiap dana yang digunakan dalam APBD benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat
tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penentuan

prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat.
2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang

diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD.
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3. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang
diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD.
4. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi.
Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan
Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan
oleh setiap Perangkat Daerah dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan pada tahap

setelahpenetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas

Pembangunan Nasional.

Dalam upaya mencapai Tema Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023 vyaitu Peningkatan
Produktivitas dan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga ada 8 arah kebijakan
prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 antara lain :

1. Percepatanpenghapusan kemiskinan ekstrem
Peningkatan kualias sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan Pendidikan
Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job

Mendorong pemulihan ekonomi dunia

2
3
4
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

8

Pembangunan Ibukota Nusantara

Selanjutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan wakil presiden melalui 8 (Delapan) arahan utama
Presiden tersebut.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 adalah
Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter. Yang mana tema
tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja
Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 diarahkan kepada Penguatan Ekonomi dan
Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia, dengan Prioritas Pembangunan

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
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2. Pemanfaatan llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan
keuangan

3. Penguatan Aksebilitas wilayah dan peningkatan infrastruktur di setiap kecamatan terutama di wilayah
pegunungan dan perbatasan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

4. Pengembangan pariwisata serta produk unggulan daerah dan kewirausahaan sehingga dapat
meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan taraf hidup masyarakat.

5. Peningkatan nilai wawasan kebangsaan dengan optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan,
lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan kaum
perempuan dalam pembangunan daerah.

6. Peningkatan sistem kinerja pengolahan persampahan dan pemukiman layak huni serta penguatan

mitigasi bencana dan kebakaran.

Untuk itu dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
2023 melakukan sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktifdan aman COVID 19 di
berbagai aspek kehidupan. Berikut sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023, meliputi :

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
No | Pembangunan | p,oqram Inc.llkafor SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional Kinerja
2 3 4 5 6

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina

Dinas Sosial

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN
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Persentase Pemulangan WNI Migran

Dinas Sosial

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Dinas Sosial

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

tenaga kerja.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri)
melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

(PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS

Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan

KEMANDIRIAN PANGAN

Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan

Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH
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Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan
beras/jagung sesuai kebutuhan )

Dinas Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan
beras/jagung sesuai kebutuhan)

Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang
tertangani

Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan

Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah
Kabupaten Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah
Kabupaten Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
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Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha

mikro

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha

mikro dalam wilayah kab.Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investasi PMDN dan PMA

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN

MODAL

Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non

perizinan provinsi kabupaten /kota

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH
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Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Volume Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Volume Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Volume Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Volume Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Perikanan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi

Dinas Perikanan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kunjungan Wisatawan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Persentase Zona Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga
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PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi
SDM pariwisata

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per
tahun (Ton)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing
komoditas peternakan dan perkebunan pertahun

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan
daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per
tahun (Ton/Ha)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Presentase Meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing
komoditas peternakan dan perkebunan

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular
strategis (hpms) 4% pertahun

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi
Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)
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Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi
Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman
perkebunan

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Nilai Tukar Petani (NTP)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin
di Kabupaten/Kota

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi
perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
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Persentase Pasar Rakyat ber-SNI

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PENTING

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

waktu

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang
diperdagangkan di Toko Swalayan

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

ditetapkan dalam RPIK

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk
turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

10
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Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi
terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenubhi

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap
air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL

Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan
persampahan regional

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang
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PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL

Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan
persampahan regional

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

BAB Ill PRIORITAS BELANJA DAERAH
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Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Watang Sawitto

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Paleteang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Paleteang

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Tiroang

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Bulu

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam
pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi

Kecamatan Suppa
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Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Suppa

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Sompe

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Lanrisang

ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kecamatan Patampanua

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Patampanua

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam
Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Patampanua

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Duampanua

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Batulappa

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Cempa

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Lembang
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Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan menengah pertama

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam PAUD

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan sekolah dasar

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan
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Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

TFR (Angka Kelahiran Total)

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

TFR(Angka Kelahiran Total)

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
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Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keluarg

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Daerah

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah prestasi olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase keterpenuhan Sarana dan Prasarana olahraga
Kabupaten/Kota

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase keterpenuhan prinsip dasar kepramukaan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan

BAB Ill PRIORITAS BELANJA DAERAH 17



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah

daerah

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang

dikembangkan dan dilestarikan

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang

dikembangkan dan dilestarikan

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kunjungan Wisatawan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jumlah prasarana Zona Kreatif yang tersedia

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF

Persentase tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman
perkebunan

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Sekretariat DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Mattiro Bulu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Mattiro Sompe

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Cempa
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Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Lembang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Watang Sawittodalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Watang Sawitto

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam
pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi

Kecamatan Suppa

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Suppa

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Duampanua

Revolusi Mental

dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Persentase pengelolaan taman makam pahlawan

Dinas Sosial

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indeks Pembangunan Gender

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

persentase perlindungan perempuan
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Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase terlestarikannnya cagar budaya

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan
Kesenian Tradisional

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksi museum

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap
kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA

POLITIK

Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN
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persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOM],
SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan

ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang

terpenuhi

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani

oleh jaringan irigasi

Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Konstruksi

MINUM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap

air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh

kabupaten/kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan

pengolahan air limbah domestik
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Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
kabupaten/Kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota
yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
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Dinas Perhubungan dan
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN DESA

Terselenggaranya penataan Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase kerjasama Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase pengentasan desa tertinggal

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Dinas Perhubungan dan
Pertanahan

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan dan
Pertanahan

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga

Dinas Perhubungan dan
Pertanahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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Kecamatan Lembang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik

Kecamatan Suppa

persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan Lembang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Lembang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Lembang

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa

Kecamatan Suppa

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

PROGRAM PENANGANAN BENCANA
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Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota

Dinas Sosial

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM  PENGENDALIAN  PENCEMARAN  DAN/ATAU  KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase pengelolaan KEHATI

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa
kebutuhan

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup
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Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang
lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah
Kabupaten

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Konstruksi

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat
penegakan hukum perda dan perkada

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Sosial

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Ketahanan Pangan

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang
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terpenuhi

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase penduduk yang terdaftar dalam database

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Persentase data kependudukan yang akurat

Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

persentase penunjang urusan pemerintahan daerah

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Perhubungan dan
Pertanahan
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Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi
public

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase SKPD yang memanfaatan e-government

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah
Kabupaten Pinrang

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

PROGRAM  PENYELENGGARAAN  PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan
informasi
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Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Perikanan

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Presentase Ketercapaian Pelauyanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerrintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Perindustrian,
Perdagangan serta Energi
dan Sumber Daya Mineral

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan,
pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan
tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah
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PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan,
pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas
bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan administrasi
kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD

persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Sekretariat DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase CapaianTugas Fungsi DPRD yang Terlaksana

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang
tersusun secara elektronik

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
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Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah
Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik
daerah selesai tepat waktu dan akurat

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan
memperhatikan keadilan untuk semua

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

BAB Ill PRIORITAS BELANJA DAERAH 34



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional
berbasis Kompetensi

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber

Daya Manusia

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan
diklat pengembangan kompetensi, manejarial dan fungsional

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber

Daya Manusia

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

daerah

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah

Inspektorat

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Inspektorat

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
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Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan
SOP

Inspektorat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Watang Sawitto

persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Kecamatan Paleteang

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi publik sesuai analisa
kebutuhan

Kecamatan Paleteang

presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan

Kecamatan Paleteang

presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Kecamatan Paleteang

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Paleteang

Kecamatan Tiroang

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Mattiro Bulu

Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Suppa

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Suppa

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Mattiro Sompe
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Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Kecamatan Lanrisang

ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kecamatan Patampanua

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Kecamatan Patampanua

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemeritah
daerah

Kecamatan Patampanua

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Duampanua

Kecamatan Batulappa

Kecamatan Cempa

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Lembang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan

Kecamatan Paleteang

Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik

Kecamatan Suppa

persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan Lanrisang

Presentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan
Publik

Kecamatan Patampanua

Persentase Usulan Musrembang Kecamatan DuampanuaYang
terakomodir

Kecamatan Duampanua
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Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dengan baik

Kecamatan Batulappa

persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan Lembang

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa

Kecamatan Mattiro Bulu

Persentase Pengawasan Pengelolaan Anggaran Desa

Kecamatan Suppa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah “Pemantapan Kesejahteraan

Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter ”. Prioritas Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan brdaya saing.
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Peningkatan kualitas insfrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.

Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlidungan sosial.

o~ w0 D~

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan
hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim.

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi
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Prioritas .

No | Pembangunan Program Inc.llka?or SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi Kinerja

1 2 3 4 5 6

61 | 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang

terpenuhi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

332.421.756.243

Persentase la

yanan administrasi perkantoran yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

49.888.126.728

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan

capaian SPM bidang kesehatan

Dinas Kesehatan

24.076.867.836

Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

13.804.823.893

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran
yang terpenuhi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang

12.291.152.410

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah

daerah

Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi

11.725.335.878

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan

daerah

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan

8.260.889.378
Penyelamatan
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 3.084.844.272

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
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Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat
penegakan hukum perda dan perkada

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan 1.487.485.000
Penyelamatan

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 732.988.200

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan 2.239.000.000
Penyelamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Sosial 4.141.397.881

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina

Dinas Sosial 18.720.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan 173.600.000
Transmigrasi

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indeks Pembangunan Gender

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 165 815000
Perempuan dan Perlindungan Anak
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Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 47 650 000
Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

persentase perlindungan perempuan

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 49 900 000
Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Ketahanan Pangan 4.113.621.237

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 7.254.445.400

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang
terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil 4.869.900.654

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase penduduk yang terdaftar dalam database

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil 1.493.000.000

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil 176.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Persentase data kependudukan yang akurat

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil 206.500.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 4.409.508.716

PROGRAM PENATAAN DESA

Terselenggaranya penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 314.973.600

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Persentase kerjasama Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 48.634.000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase pengentasan desa tertinggal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 1.523.773.310

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 981.954.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 1371539680
Perempuan dan Perlindungan Anak

persentase penunjang urusan pemerintahan daerah

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan |3 849712289
Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 50 800.000
Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 6.388.040.593

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian 4.350.924.694

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi
public

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian 1.301.276.000

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Persentase SKPD yang memanfaatan e-government

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian 2.720.250.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.705.014.400

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investasi PMDN dan PMA

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 489.925.000

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Pinrang

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 84.300.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 6.421.808.269
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PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah
Kabupaten Pinrang

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian 76.340.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan
informasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian 61.430.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 4.495.689.308

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 1.347.015.720

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang
dikembangkan dan dilestarikan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 18.564.250

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 139.529.750

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 136.157.530

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang
terpenuhi
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Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 14.350.979.441

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan Perkebunan 395.435.000

Presentase Ketercapaian Pelauyanan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dinas Peternakan dan Perkebunan 225.016.300

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Peternakan dan Perkebunan 16.484.000

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan
Pemerrintahan Daerah

Dinas Peternakan dan Perkebunan 5.851.753.259

Dinas Peternakan dan Perkebunan 32.500.000

Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran
yang terpenuhi

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 6.869.315.914
Mineral

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Sekretariat Daerah 38.881.209.077

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan,
pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan
tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah 9.003.467.930

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan,
pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan
tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah 1.629.575.700

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Sekretariat DPRD 62.402.000

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan 5.351.059.576
Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang
tersusun secara elektronik

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan 902.682.000
Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Persentase Pelaksanaan perencanaan bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan 3.196.348.000
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah
Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah 1.909.053.010

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah 132.655.061.834

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya 5854.618.723
Manusia
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PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

998.656.655

Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional
berbasis Kompetensi

Badan Kepegawaian Dan

Manusia

Pengembangan Sumber Daya 998.656.655
Manusia
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN
Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya 998.656.655

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan
diklat pengembangan kompetensi, manejarial dan fungsional

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

2.416.333.000

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD / Stakeholder

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah

1.710.046.530

PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota

Sekretariat Daerah

102.914.100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

daerah

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah

Inspektorat

8.144.827.627

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Inspektorat

4.739.825.000
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PROGRAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan
SOP

Inspektorat 437.100.000

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kecamatan Paleteang 489.321.000

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Tiroang 10.410.000

Kecamatan Tiroang 956.965.000

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Mattiro Bulu 3.325.308.228

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Mattiro Sompe 2.893.561.396

Kecamatan Mattiro Sompe 350.000

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Kecamatan Lanrisang 2.632.849.308

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Kecamatan Patampanua 175.216.000

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang urusan pemeritah
daerah

Kecamatan Patampanua 8.000.000

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Duampanua 72.088.600
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Kecamatan Batulappa 3.119.952.388

Kecamatan Cempa 1.223.379.800

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Lembang 3.810.972.822

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan Mattiro Bulu 12.151.000

Persentase ketercapaian pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik

Kecamatan Suppa 14.890.000

persentase penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan Lanrisang 11.670.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Bulu 23.188.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Cempa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Cempa 376.151.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran Desa

Kecamatan Mattiro Bulu 31.900.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.055.085.481

62

2. Penguatan infrastruktur wilayah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi
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Dinas Kesehatan 90.559.840.356

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani
oleh jaringan irigasi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi 19.562.554.430

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap
air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 7.441.980.225

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL

Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan
persampahan regional

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 798.236.682

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestik

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 6.702.250.007

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 7.316.224.736

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 390.949.900

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah
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Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang 2.238.377.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
49.446.968.642

Tata Ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

kompetensi

Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifkat

Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi

212.922.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang

840.635.030

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

kabupaten/Kota

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup

2.071.240.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

yang ditangani

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup

1.620.000.000

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup

5.300.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup

3.630.000.000

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
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Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 115.860.000

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 20.800.000

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 1.711.219.043

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 20.800.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 42.379.270

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase pengentasan desa tertinggal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 70.832.757.688

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)J)

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 2.371.850.500

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 2.371.850.500

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga

Dinas Perhubungan dan Pertanahan | 134.736.530
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Kecamatan Lanrisang 174.061.140

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Tiroang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Tiroang 758.832.100

Kecamatan Tiroang 1.460.985.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Bulu 700.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam
pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi

Kecamatan Suppa 350.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Suppa dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Suppa 375.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Sompe 700.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Lanrisang 333.750.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Patampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Patampanua 17.973.000
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Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Duampanua 720.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Batulappa 350.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Lanrisang 1.020.000

3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang 25.000.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per
tahun (Ton)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 2.427.040.700

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per
tahun (Ton/Ha)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 19.712.820.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular
strategis (hpms) 4% pertahun

Dinas Peternakan dan Perkebunan 268.251.250

Dinas Peternakan dan Perkebunan 53.081.880

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
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Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi
Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 501.495.000

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Nilai Tukar Petani (NTP)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 102.958.000

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase kelompoktani penerima bantuan (%)

Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 1.767.398.500

64

4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina

Dinas Sosial 202.461.000

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN

Persentase Pemulangan WNI Migran

Dinas Sosial 6.000.000

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Capaian SPM Bidang Sosial

Dinas Sosial 438.665.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial 40.189.000

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota

Dinas Sosial 191.843.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
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Persentase pengelolaan taman makam pahlawan

Dinas Sosial 184.270.000

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kunjungan Wisatawan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 77.279.000

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten

Dinas Pariwisata Pemuda dan

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi
SDM pariwisata
Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 137.959.000
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi
terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan
Dinas Tenaga Kerja Dan 25.080.000
Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi
Dinas Tenaga Kerja Dan 60.373.000
Transmigrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Bulu dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Bulu 23.182.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Lanrisang dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan
Ekonomi

Kecamatan Lanrisang 17.490.000
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Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Batu Lappa dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Batulappa 20.000.000

65

5. Pembangunan

manusia

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |92.027.719.857

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |92.027.719.857

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
dalam PAUD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |92.027.719.857

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan sekolah dasar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |92.027.719.857

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 507.759.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan

Dinas Kesehatan 109.848.966.260

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan

Dinas Kesehatan 2.503.720.000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman

Dinas Kesehatan 324.213.000
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PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional

Dinas Kesehatan 170.294.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan 490.509.100
Transmigrasi

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

Dinas Tenaga Kerja Dan 157.565.800
Transmigrasi

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak
(PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS

Dinas Tenaga Kerja Dan 12.790.000
Transmigrasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan Pemerintahan
Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 250.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

TFR (Angka Kelahiran Total)

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 130 895000
Perempuan dan Perlindungan Anak

TFR(Angka Kelahiran Total)

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | 14 900.000
Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan | g 175843576
Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB Ill PRIORITAS BELANJA DAERAH

58



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan
daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 5.162.504.091

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah
Kabupaten Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 50.740.000

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah
Kabupaten Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 70.555.000

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 47.581.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

persentase peningkatan kuantitas produk usaha koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 75.450.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha
mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 112.130.000

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha
mikro dalam wilayah kab.Pinrang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 41.176.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
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Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 1.550.665.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah prestasi olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 1.143.575.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase keterpenuhan prinsip dasar kepramukaan

Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga 30.700.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase terlestarikannnya cagar budaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.253.654.240

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan
Kesenian Tradisional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |645.541.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Prosentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan
pemanfaatan koleksi museum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |43.250.000

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 42.008.950

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Meningkatnya Sumber Daya Petani Perkebunan dan Peternakan

Dinas Peternakan dan Perkebunan 400.880.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jumlah Administrasi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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Kecamatan Suppa 8.762.500

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Kecamatan Suppa 25.936.000

Presentase Ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Kecamatan Lanrisang 55.000.000

Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah
daerah

Kecamatan Duampanua 4.368.879.462

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Mattiro Sompe dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Mattiro Sompe 50.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lingkup
Kecamatan Duampanua dalam Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Ekonomi

Kecamatan Duampanua 350.000.000

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap
kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 61.448.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA

POLITIK

Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.287.612.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

persentase Ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.010.044.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
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Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan
ketahanan,ekonomi,sosial dan budaya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 30.669.060

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 299.050.000

69

6. Pemberdayaan

ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan

KEMANDIRIAN PANGAN

Jumlah Infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan

Dinas Ketahanan Pangan 374.950.000

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN

MASYARAKAT

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan
beras/jagung sesuai kebutuhan )

Dinas Ketahanan Pangan 887.750.000

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan
beras/jagung sesuai kebutuhan)

Dinas Ketahanan Pangan 286.775.000

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

tertangani

Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang

Dinas Ketahanan Pangan 135.850.000

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

pangan

Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan

Dinas Ketahanan Pangan 34.804.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

daerah

Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah

Dinas Perikanan 5.816.971.691
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PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Volume Produksi Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan 373.371.500

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Volume Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Perikanan 3.141.952.317

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi

Dinas Perikanan 499.435.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Presentase Meningkatnya Produksi nilai tambah dan daya saing
komoditas peternakan dan perkebunan pertahun

Dinas Peternakan dan Perkebunan 814.851.000

Presentase Meningkatnya Produksi/Produktivitas nilai tambah dan
daya saing komoditas p[eternakan dan perkebunan pertahun

Dinas Peternakan dan Perkebunan 917.964.440

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular
strategis (hpms) 4% pertahun

Dinas Peternakan dan Perkebunan 641.775.400

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman
perkebunan

Dinas Peternakan dan Perkebunan 103.497.600

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin
di Kabupaten/Kota

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 4.490.000
Mineral

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
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Perse

perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

ntase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 26.662.100

Mineral

PROGRAM PEN

INGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pers

entase Pasar Rakyat ber-SNI

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 1.733.499.000

Mineral

PENTING

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar

waktu

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 57.350.000

Mineral

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 224.570.000

Mineral

PROGRAM S

TANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

P

ersentase Pasar Rakyat Tertib Ukur

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 117.017.500

Mineral

PROGRAM

PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang
diperdagangkan di Toko Swalayan

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 5.340.000

Mineral

PROGRAM

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk
turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang

ditetapkan dalam RPIK
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Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 1.514.190.000
Mineral

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 16.950.000
Mineral

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini

Dinas Perindustrian, Perdagangan
serta Energi dan Sumber Daya 10.800.000
Mineral

70

7. Pelestarian lingkungan hidup

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota
yang ditangani

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 500.000.000

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 201.775.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 4.208.687.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase pengelolaan KEHATI

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 400.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa
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kebutuhan

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 50.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN
DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 125.000.000

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 250.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang
lingkungan hidup

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 30.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah
Kabupaten

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup 7.761.815.000
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3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Rencana prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja disajikan pada table berikut ini ;

Tabel 3.4

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan
N Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
0 Program Hasil Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub |  Target KSup Ke
: ) : . A egiat | t.
Program | Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian an
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01 Persentase 1.01.01.2.01 Persentase laporan dan 1.01.01.2.01.01 Jumlah Dokumen 0 Dokumen| Semua
PROGRAM kebutuhan layanan | Perencanaan, dokumen 100 % Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG 100% |Penganggaran, | perencanaan yang Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN administrasi dan berkualitas dan tepat waktu | Perencanaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen| Kab.
PEMERINTAHAN | perkantoran yang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH terpenuhi Perangkat Daerah g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
1.01.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
1.01.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen| Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
1.01.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 2 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
1.01.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen| Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
1.01.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian5 Lapiein
Koordinasi dan | Kinerja dan Ikhtisar Pinran
Penyusunan Realisasi g
Laporan Kinerja SKPD dan Laporan
Capaian Kinerja dan | Hasil Koordinasi
Ikhtisar Penyusunan
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja
SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.01.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi3 Lapkien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pinran
Kinerja Perangkat g
Daerah
1.01.01.2.02 Persentase serapan 1.01.01.2.02.01 Jumlah Orang yang3394 Orandfbblan
Administrasi anggaran 97 % |Penyediaan Menerima Gaji dan Pinran
Keuangan secara tepat waktu dan Gaji dan Tunjangan | Tunjangan ASN g
Perangkat sesuai aturan ASN
Daerah
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1.01.01.2.02.02

Jumlah Dokumen Hasil12 DokiBesmua

Penyediaan Penyediaan Administrasi Kab/K

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ota

Pelaksanaan Kab.

Tugas ASN Pinran
9

1.01.01.2.02.03

Jumlah Dokumen12 Dokumen

Semua

Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K

Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota

Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.

Keuangan SKPD Pinran
9

1.01.01.2.02.05

Jumlah Laporan Keuangan1 Ldfaivan

Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan Pinran
Penyusunan Laporan g
Laporan Keuangan | Hasil Koordinasi
Akhir Tahun SKPD | Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
1.01.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan12|\Sgroran
Koordinasi  dan | Bulanan/ Triwulanan/ Kab/K
Penyusunan Semesteran SKPD dan ota
Laporan Keuangan | Laporan Koordinasi Kab.
Bulanan/ Penyusunan Laporan Pinran
Triwulanan/ Keuangan g
Semesteran Bulanan/Triwulanan
SKPD /Semesteran SKPD
1.01.01.2.03 Persentase barang milik 1.01.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Administrasi daerah 100 % yang Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Barang tercatat dalam daftar Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Milik Daerah pengguna barang tersusun | Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
pada tepat waktu Milik Daerah pada SKPD
Perangkat SKPD
Daerah
1.01.01.2.05 Persentase sumber daya 1.01.01.2.05.02 Jumlah  Paket  Pakaian | Kab.
Administrasi aparatur 100 % yang Pengadaan Dinas 150 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian mencapai nilai SKP baik Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
1.01.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 3 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
1.01.01.2.05.05 Jumlah Dokumen12 Dokumer) Kab.
Monitoring, Monitoring, Evaluasi, dan Pinran
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |g
Penilaian
Kinerja Pegawai
1.01.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti 22 Orang| Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
1.01.01.2.06 Persentase kebutuhan 1.01.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen12 Pakeb.
Administrasi layanan 100 % Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan | Pinran
Umum administrasi umum Komponen Instalasi | Bangunan Kantor yang g
Perangkat perangkat daerah yang Listrik/Penerangan | Disediakan
Daerah terpenuhi Bangunan Kantor

1.01.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan10Kdket
Penyediaan Perlengkapan Kantor yang | Pinran
Peralatan dan Disediakan g
Perlengkapan

Kantor

1.01.01.2.06.05 Jumlah  Paket Barang | Kab.
Penyediaan Cetakan 12 Paket dan |Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang |g
Penggandaan Disediakan

1.01.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan45 Dokiatnen
Penyediaan Bacaan dan Peraturan Pinran
Bahan Bacaan dan | Perundang-Undangan yang |g
Peraturan Disediakan

Perundangundanga
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1.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan 12 Laporan| Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
1.01.01.2.07 Persentase kebutuhan 1.01.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan sarana dan 100 % Pengadaan Dinas 10 Unit| Pinran
Barang prasarana aparatur yang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah terpenuhi Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
1.01.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang50 UHiab.
Pengadaan Disediakan Pinran
Mebel g
1.01.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 55 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
1.01.01.2.07.08 Jumlah  Unit Aset Tak|Kab.
Pengadaan Berwujud 1 Unit yang|Pinran
Aset Tak Berwujud | Disediakan g
1.01.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana7 Unit Pinran
Sarana dan | Gedung Kantor atau g
Prasarana Bangunan
Pendukung Lainnya yang Disediakan
Gedung  Kantor | Jumlah Unit Sarana dan
atau  Bangunan |Prasarana0 Unit
Lainnya Pendukung Gedung Kantor
atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1.01.01.2.08 Persentase kebutuhan 1.01.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa |layanan100 % Penyediaan 12 Laporan Pinran
Penunjang jasa penunjang urusan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Urusan pemerintahan  daerah Sumber Daya Air dan Listrik yang
Pemerintahan yang Daya Air dan Listrik | Disediakan
Daerah terpenuhi
1.01.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
1.01.01.2.09 Persentase kebutuhan 100 % | 1.01.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas10 | Kab.
Pemeliharaan pemeliharaan Penyediaan Unit Pinran
Barang barang milik Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah daerah penunjang Biaya Lapangan yang
Penunjang urusan Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan pemerintahan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan daerah yang Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah terpenuhi Dinas
Operasional atau
Lapangan
1.01.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 0 Unit Pinran
Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara g
Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin
47 Unit
Lainnya yang Dipelihara
1.01.01.2.09.08 Jumlah Aset Tak Berwujud | Kab.
Pemeliharaan Aset |[yang 0 Unit Pinran
Tak Dipelihara g
Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud
yang 1 Unit Dipelihara
1.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 4 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
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1.01.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 12 Unit | Pinran
bilitasi Gedung Kantor atau g
Sarana dan Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.01.02 Angka partisipasi | 1.01.02.2.01 Persentase SD Yang 1.01.02.2.01.02 Jumlah Ruang Kelas Baru | Kab.
PROGRAM usia 7-18 99,31 % |Pengelolaan Terakreditasi 87 | Penambahan yang 8 Ruang Pinran
PENGELOLAAN | tahun yang belum | Pendidikan % Minimal B Ruang Kelas Baru | Bertambah g
PENDIDIKAN menyelesaikan Sekolah
pendidikan  dasar | Dasar
dan menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan
kesetaraan
Tingkat partisipasi
warga98,01 %
negara usia
13-15 tahun
yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
menengah
pertama
Tingkat partisipasi
warga98,20 %
negara usia 5-6
tahun yang
berpartisipasi dalam
PAUD
Tingkat partisipasi
warga98,82 %
negara usia
7-12  tahun
yang
berpartisipas
i dalam
pendidikan
sekolah
dasar
1.01.02.2.01.03 Jumlah Ruang Guru/Kepala |Kab.
Pembangunan 0 Ruang Pinran
Ruang Sekolah/TU yang Telah g
Guru/Kepala Dibangun
Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala
3 Ruang
Sekolah/TU yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.01.05 Jumlah Perpustakaan | Kab.
Pembangunan Sekolah 3 Ruang yang | Pinran
Perpustakaan Telah Dibangun g
Sekolah
1.01.02.2.01.06 Jumlah Sarana, Prasarana | Kab.
Pembangunan dan 10 Unit Pinran
Sarana, Utilitas Sekolah yang Telah |g
Prasarana dan Dibangun
Utilitas
Sekolah
1.01.02.2.01.07 Jumlah Rumah Dinas Kab.
Pembangunan Kepala1 Unit Pinran
Rumah Dinas Sekolah, Guru, Penjaga g
Kepala Sekolah yang Telah
Sekolah/Guru Dibangun
/Penjaga Sekolah
1.01.02.2.01.08 Jumlah Ruang Kelas yang | Kab.
Rehabilitasi 30 Ruang Pinran
Sedang/Berat Ruang | Direhabilitasi Sedang/Berat |g
Kelas
1.01.02.2.01.11 Jumlah Perpustakaan Kab.
Rehabilitasi Sekolah4 Ruang Pinran
Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi g
Perpustakaan Sedang/Berat
Sekolah
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1.01.02.2.01.12 Jumlah Sarana, Prasarana | Kab.
Rehabilitasi dan 11 Unit Pinran
Sedang/Berat Utilitas Sekolah yang Telah |g
Sarana, Direhabilitasi
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah
1.01.02.2.01.13 Jumlah Rumah Dinas Kab.
Rehabilitasi Kepala3 Unit Pinran
Sedang/Berat Sekolah, Guru, Penjaga g
Rumah Dinas Sekolah yang Telah
Kepala DiRehabilitasi
Sekolah/Guru Sedang/Berat
[Penjaga Sekolah
1.01.02.2.01.14 Jumlah Mebel sekolah yang | Kab.
Pengadaan 17 Paket Pinran
Mebel Sekolah Tersedia g
1.01.02.2.01.23 Jumlah Satuan Pendidikan | Kab.
Penyelenggaraan 327 Satuan Pinran
Proses yang Menyelenggarakan g
Belajar dan Ujian Pendidikan
bagi Proses Belajar dan Ujian
Peserta Didik
1.01.02.2.01.24 JJumlah Satuan | Kab.
Penyiapan dan | Pendidikan 327 Satuan |Pinran
Tindak Lanjut | Dasar yang Siap |g
Evaluasi ~ Satuan | Dievaluasi Pendidikan dan
Pendidikan Dasar Melaksanakan

Rekomendasi

Jumlah Satuan

Pendidikan 0  Satuan

Dasar yang Siap

Dievaluasi Pendidikan dan

Melaksanakan

Rekomendasi
1.01.02.2.01.25 Jumlah Siswayang 160 | Kab.
Pembinaan Peserta Pinran
Minat, Bakat dan Mengikuti Ajang  Didik g
Kreativitas Kompetisi/Lomba
Siswa Akademik dan Non

Akademik
1.01.02.2.01.26 Jumlah Pendidik dan Kab.
Penyediaan Tenaga100 Orang Pinran
Pendidik dan Kependidikan yang g
Tenaga Tersedia pada
Kependidikan bagi | Satuan Pendidikan
Satuan Sekolah Dasar
Pendidikan Sekolah
Dasar
1.01.02.2.01.27 Jumlah Pendidik dan Kab.
Pengembangan Tenaga0 Orang Pinran
Karir Kependidikan yang g
Pendidik dan Mendapatkan Fasilitasi
Tenaga Kenaikan
Kependidikan pada | Pangkat/Golongan,
Satuan Pendidikan | Pemberian Promosi,
Sekolah Dasar Peningkatan Kompetensi

dan

Kualifikasi

Jumlah Pendidik dan

Tenaga100 Orang

Kependidikan yang

Mendapatkan Fasilitasi

Kenaikan

Pangkat/Golongan,

Pemberian Promosi,

Peningkatan Kompetensi

dan

Kualifikasi
1.01.02.2.01.28 Jumlah Sekolah Menengah | Kab.
Pembinaan 327 Satuan Pinran
Kelembagaan dan | Dasar yang Dilaksanakan g

Manajemen Sekolah

Pendidikan
Pembinaan
Kelembagaan dan
manajemen
sekolah
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1.01.02.2.01.29 Jumlah Sekolah Dasar | Kab.
Pengelolaan 327  Satuan  yang Pinran
Dana BOS Sekolah | Mengelola Dana g
Dasar Pendidikan BOS
1.01.02.2.01.30 Jumlah Tenaga Pengelola | Kab.
Peningkatan yang 0 Orang Pinran
Kapasitas Meningkat g
Pengelolaan Kapasitasnya
Dana BOS Sekolah | dalam Pengelolaan
Dasar Dana BOS Sekolah
Dasar
Jumlah Tenaga Pengelola
yang 327 Orang
Meningkat
Kapasitasnya
dalam Pengelolaan
Dana BOS
Sekolah Dasar
1.01.02.2.02 Persentase SMP Yang73.68 |1.01.02.2.02.05 Jumlah Perpustakaan | Kab.
Pengelolaan % Pembangunan Sekolah 2 Ruang yang | Pinran
Pendidikan Terakreditasi Minimal B Perpustakaan Telah Dibangun g
Sekolah Sekolah
Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.06 Jumlah Ruang Laboratorium | Kab.
Pembangunan 5Ruangyang |Pinran
Laboratorium Telah Dibangun g
1.01.02.2.02.12 Jumlah Sarana, Prasarana | Kab.
Pembangunan dan 8 Unit Pinran
Sarana, Utilitas Sekolah yang Telah |g
Prasarana dan Dibangun
Utilitas
Sekolah
1.01.02.2.02.14 Jumlah Ruang kelas sekolah | Kab.
Rehabilitasi 15 Ruang Pinran
Sedang/Berat Ruang | yang Telah Direhabilitasi g
Kelas Sedang/Berat
Sekolah
1.01.02.2.02.17 Jumlah Perpustakaan Kab.
Rehabilitasi Sekolah7 Ruang Pinran
Sedang/Berat yang Telah Direhabilitasi g
Perpustakaan Sedang/Berat
Sekolah
1.01.02.2.02.24 Jumlah Sarana, Prasarana | Kab.
Rehabilitasi dan 5 Unit Pinran
Sedang/Berat Utilitas Sekolah yang Telah |g
Sarana, Direhabilitasi Sedang/Berat
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah
1.01.02.2.02.25 Jumlah Mebel Sekolah yang | Kab.
Pengadaan 8 Paket Pinran
Mebel Sekolah Tersedia g
1.01.02.2.02.27 Jumlah Perlengkapan | Kab.
Pengadaan Sekolah 9 Paket yang|Pinran
Perlengkapan Tersedia g
Sekolah
1.01.02.2.02.36 Jumlah  Peserta Didik |Kab.
Penyelenggaraan 40499 Peserta yang |Pinran
Proses Mengikuti Proses Didik |g
Belajar dan Ujian Belajar dan Ujian
bagi
Peserta Didik
1.01.02.2.02.37 Jumlah Satuan Pendidikan | Kab.
Penyiapan dan 58 Satuan Pinran
Tindak Lanjut | Menengah Pertama yang g
Evaluasi ~ Satuan Pendidikan
Pendidikan Sekolah | Siap Dievaluasi dan
Menengah Pertama | Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.2.02.38 Jumlah Siswayang 160 | Kab.
Pembinaan Peserta Pinran
Minat, Bakat dan Mengikuti Ajang  Didik g
Kreativitas Kompetisi/Lomba
Siswa Akademik dan Non

Akademik
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1.01.02.2.02.39 Jumlah Pendidik dan Kab.
Penyediaan Tenaga100 Orang Pinran
Pendidik dan | Kependidikan g
Tenaga yang  Tersedia
Kependidikan bagi | pada Satuan
Satuan Pendidikan
Pendidikan Sekolah | Sekolah
Menengah Pertama | Menengah

Pertama
1.01.02.2.02.41 Jumlah Sekolah Menengah | Kab.
Pembinaan 58 Satuan Pinran
Kelembagaan dan  |Pertamayang  Pendidikan | g
Manajemen Sekolah | Dilaksanakan Pembinaan
1.01.02.2.02.42 Jumlah Sekolah | Kab.
Pengelolaan Menengah 58 Satuan | Pinran
Dana BOS Sekolah | pertama yang Mengelola |g
Menengah Pertama | Pendidikan Dana BOS
1.01.02.2.02.43 Jumlah Tenaga yang Kab.
Peningkatan Meningkat 58 Orang Pinran
Kapasitas Kapasitasnya dalam g
Pengelolaan Pengelolaan Dana BOS
Dana BOS Sekolah | Sekolah

Menengah Pertama

Menengah Pertama

1.01.02.2.03 Persentase PAUD Yang 1.01.02.2.03.01 Jumlah Gedung/Ruang3 Unit | Kab.
Pengelolaan terakreditasi 95 % Pembangunan Kelas/Ruang Guru PAUD | Pinran
Pendidikan Anak Gedung/Ruang yang g
Usia Kelas/Ruang Telah Dibangun
Dini (PAUD) Guru PAUD
1.01.02.2.03.02 Jumlah Sarana, Prasarana |Kab.
Pembangunan dan 3 Unit Utilitas PAUD | Pinran
Sarana, yang Telah Dibangun g
Prasarana dan
Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.03 Jumlah Gedung/Ruang3 Unit | Kab.
Rehabilitasi Kelas/Ruang Guru PAUD | Pinran
Sedang/Berat yang g
Gedung/Ruang Telah Direhabilitasi
Kelas/Ruang Sedang/Berat
Guru PAUD
1.01.02.2.03.12 Jumlah Alat Praktik dan |Kab.
Pengadaan Peraga 5 Paket PAUD yang | Pinran
Alat Praktik dan Tersedia g
Peraga
Siswa PAUD
1.01.02.2.03.16 Jumlah Pendidik dan Kab.
Pengembangan Tenaga0 Orang Pinran
Karir Kependidikan yang g
Pendidik dan Mendapatkan Fasilitasi
Tenaga Kenaikan
Kependidikan pada | Pangkat/Golongan,
Satuan Pemberian Promosi,
Pendidikan PAUD Peningkatan Kompetensi
dan
Kualifikasi
Jumlah Pendidik dan
Tenaga100 Orang
Kependidikan yang
Mendapatkan Fasilitasi
Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan
Kualifikasi
1.01.02.2.03.17 Jumlah PAUD yang 223 Kab.
Pembinaan Satuan Pinran
Kelembagaan dan | Dilaksanakan Pembinaan g
Manajemen PAUD Pendidikan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.2.03.18 Jumlah PAUDyang 223 | Kab.
Pengelolaan Satuan Mengelola Dana Pinran
Dana BOP PAUD BOP Pendidikan g
1.01.02.2.04 Angka Melek Huruf (AMH) | 1.01.02.2.04.11 Jumlah Alat Praktik dan Kab.
Pengelolaan 15-24 100 % Pengadaan Peraga0 Paket Pinran
Pendidikan Alat Praktik dan Siswa Nonformal/ g
Nonformal/Keset Peraga Kesetaraan yang
araan Siswa Nonformal / | Tersedia
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Kesetaraan

Jumlah Alat Praktik dan
Peraga3 Paket

Siswa Non Formal/
Kesetaraan yang
Tersedia

1.01.02.2.04.13 Jumlah Satuan Pendidikan | Kab.
Penyiapan dan 0 Satuan Pinran
Tindak Lanjut | Nonformal/Kesetaraan Siap | g
Evaluasi Pendidikan
Satuan Pendidikan | Dievaluasi dan
di Melaksanakan
Pendidikan Rekomendasi
Nonformal/Kesetara
an
Jumlah Satuan Pendidikan
22 Satuan
Non Formal/Kesetaraan
Siap Pendidikan
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.2.04.16 Jumlah Sekolah 0 Satuan | Kab.
Pembinaan Nonformal/Kesetaraan yang | Pinran
Kelembagaan dan Pendidikan
Manajemen Sekolah | Dilaksanakan Pembinaan
Nonformal/Kesetara | Kelembagaan dan
an Manajemen
Jumlah Sekolah Non 22
Satuan
Formal/Kesetaraan yang
Pendidikan
Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.2.04.17 Jumlah Sekolah 21 Satuan | Kab.
Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan yang | Pinran
Dana BOP Sekolah | Pendidikan
Nonformal/Kesetara | Mengelola Dana BOP
an
1.01.04 Persentase ~ Guru|1.01.04.2.01 Persentase Tenaga | 1.01.04.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
PROGRAM yang memiliki 50 % | Pemerataan Kependidikan 90 % yang | Perhitungan  dan | Dokumen Pinran
PENDIDIK DAN | sertifikat pendidik Kuantitas dan lulus pelatihan untuk bidang | Pemetaan Pendidik | Perhitungan dan Pemetaan |g
TENAGA Kualitas Pendidik | tugasny dan Tenaga | Pendidik dan Tenaga
KEPENDIDIKAN dan Tenaga Kependidikan Kependidikan Satuan
Kependidikan Satuan Pendidikan | Satuan
bagi Dasar, Pendidikan Dasar, PAUD,
Satuan PAUD, dan dan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Dasar, PAUD, Nonformal/Kesetara | Nonformal/Kesetaraan
dan an Jumlah Dokumen Hasil 4
Pendidikan Dokumen
Nonformal/Keset Perhitungan dan Pemetaan
araan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan
Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD,
dan
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02 Jumlah Laporan Hasil 0 Kab.
Penataan Laporan Pinran
Pendistribusian Pelaksanaan Penataan g
Pendidik dan | Pendistribusian Pendidik
Tenaga dan
Kependidikan bagi | Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan | Satuan
Dasar, PAUD, dan | Pendidikan Dasar, PAUD,
Pendidikan dan
Nonformal/Kesetara | Pendidikan
an Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Laporan Hasil 12
Laporan
Pelaksanaan Penataan
Pendistribusian Pendidik
dan
Tenaga Kependidikan
Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD,
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dan
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 Persentase layanan |1.02.01.2.01 Persentase Dokumen | 1.02.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM administrasi Perencanaan, Perencanaan 100 % yang | Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG 100% |Penganggaran, | terselesaikan Tepatwaktu | Dokumen Daerah ota
URUSAN perkantoran yang dan Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | terpenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
1.02.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
1.02.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
1.02.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
1.02.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
1.02.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan lkhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Capaian5
Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.02.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi3
Laporan
Kinerja Perangkat Daerah
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1.02.01.2.02 Persentase Jasa |1.02.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 348 Kab.
Administrasi Administrasi 100 % | Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan keuangan yang terbayarkan | Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat tepat waktu ASN Tunjangan ASN
Daerah Jumlah Orang yang 650
Orang/bulan
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
1.02.01.2.02.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikas ota
Penguijian/Verifikasi | i Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD | jumlah Dokumen2 Dokumen | Pinran
Penatausahaan dan 9
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.02.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
1.02.01.2.02.06 Jumlah Dokumen Bahan1 | Kab.
Pengelolaan  dan | Dokumen Pinran
Penyiapan  Bahan | Tanggapan Pemeriksaan g
Tanggapan dan
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
1.02.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
1.02.01.2.03 Jumlah Dokumen Asset 1 1.02.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Administrasi laporan Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 1 Laporan dan | Pinran
Barang terselesaikan tepat waktu Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Milik Daerah Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
pada Milik Daerah pada | SKPD
Perangkat SKPD Jumlah Laporan
Daerah Rekonsiliasi 2 Laporan dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD
1.02.01.2.05 Jumlah dokumen 2 dokumen | 1.02.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi kepegawaian dibuat Pengadaan Dinas 200 Paket beserta | Pinran
Kepegawaian tepat waktu Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
1.02.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 2 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan ~ Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Jumlah Dokumen
Pendataan 4 Dokumen dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.02.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 3 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
1.02.01.2.05.10 Jumlah Orang yang Kab.
Sosialisasi Mengikuti100 Orang Pinran
Peraturan Sosialisasi Peraturan g
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PerundangUndanga | Perundang-Undangan
n
1.02.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti12 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti15 Orang
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
1.02.01.2.06 Persentase kebutuhan 1.02.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi layanan 100 % Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum administrasi umum yang Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat terpenuhi Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.06.03 Jumlah  Paket Peralatan | Kab.
Penyediaan Rumah 1 Paket Tangga |Pinran
Peralatan Rumah yang Disediakan g
Tangga
1.02.01.2.06.04 Jumlah  Paket  Bahan |Kab.
Penyediaan Logistk 1 Paket Kantor|Pinran
Bahan Logistik yang Disediakan g
Kantor
1.02.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan dan 1 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang g
Penggandaan Disediakan
1.02.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan30 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n Jumlah Dokumen Bahan40
Dokumen
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.02.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 1 Paket | Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
1.02.01.2.06.09 Jumlah Laporan 1 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Jumlah Laporan 20 Laporan | Pinran
SKPD Penyelenggaraan Rapat |9
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.02.01.2.07 Persentase Pengadaan |1.02.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan Kendaraan 100 % dinas, | Pengadaan Dinas 2 Unit Pinran
Barang Peralatan  dan  Mesin | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah lainnya Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan Jumlah Unit Kendaraan
Pemerintah Dinas 18 Unit
Daerah Operasional atau Lapangan
yang
Disediakan
1.02.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang4 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
Jumlah Paket Mebel yang10
Unit
Disediakan
1.02.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 1 Unit Pinran
Peralatan dan Mesin | Lainnya yang Disediakan g

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin 9 Unit
Lainnya yang Disediakan
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1.02.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana 10 Unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
1.02.01.2.08 Persentase Jasa Pelayanan | 1.02.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | Umum 100 % kantor | Penyediaan Penyediaan 2 Laporan Jasa | Pinran
Penunjang terpenuhi Jasa Surat Menyurat | Surat Menyurat g
Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.02.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 2 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik | Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
1.02.01.2.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Peralatandan | Jasa Peralatan dan g
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
1.02.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
1.02.01.2.09 Persentase Pemeliharaan | 1.02.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas19 | Kab.
Pemeliharaan Barang 100 % yang Penyediaan Unit Pinran
Barang terpelihara Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas Jumlah Kendaraan Dinas50
Operasional atau Unit
Lapangan Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.02.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 5 Unit Pinran
Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara g
Mesin Lainnya
1.02.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.02.01.2.10 Persentase  meningkatnya | 1.02.01.2.10.01 Jumlah BLUD yang Kab.
Peningkatan 100 % pelayanan BLUD Pelayanan Menyediakan 1 Unit Pinran
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang |g
BLUD Pelayanan BLUD Kerja
Pelayanan
1.02.02 Peningkatan capaian |1.02.02.2.01 Persentase  terwujudnya |1.02.02.2.01.01 Jumlah Rumah Sakit Baru | Kab.
PROGRAM SPM 100 % Penyediaan tata 100 % kelola pelayanan | Pembangunan yang 1 Unit Pinran
PEMENUHAN bidang kesehatan Fasilitas kesehatan yang baik Rumah Sakit | Memenuhi Rasio Tempat  |g
UPAYA Persentase capaian | Pelayanan beserta Sarana dan | Tidur
KESEHATAN pelaksanaan 100 % | Kesehatan untuk Prasarana Terhadap Jumlah Penduduk
PERORANGAN | kegiatan pelayanan | UKM dan UKP Pendukungnya Minimal 1:1000
DAN kesehatan Kewenangan
UPAYA Daerah
KESEHATAN Kabupaten/Kota
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MASYARAKAT

1.02.02.2.01.02
Pembangunan
Puskesmas

Jumlah Pusat Kesehatan 1
Unit

Masyarakat (Puskesmas)
yang

Dibangun

Kab.
Pinran

9

1.02.02.2.01.03
Pembangunan
Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan
Lainnya 1 Unit yang
Dibangun

Kab.
Pinran

9

1.02.02.2.01.04
Pembangunan
Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan

Jumlah Rumah  Dinas
Tenaga 1 Unit Kesehatan
yang Dibangun

Kab.
Pinran

9

1.02.02.2.01.05
Pengembangan
Rumah

Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang0
Unit

Ditingkatkan Sarana,
Prasarana,

Alat Kesehatan dan SDM
agar

Setiap Standar Jenis
Pelayanan

Rumah Sakit berdasarkan
Kelas

Rumah Sakit yang
Memenuhi Rasio

Tempat Tidur Terhadap
Jumlah

Penduduk Minimal 1:1000
Jumlah Rumah Sakit yang1
Unit

Ditingkatkan Sarana,
Prasarana,

Alat Kesehatan dan SDM
agar

Setiap Standar Jenis
Pelayanan

Rumah Sakit berdasarkan
Kelas

Rumah Sakit yang
Memenuhi Rasio

Tempat Tidur Terhadap
Jumlah

Penduduk Minimal 1:1000

Kab.
Pinran

1.02.02.2.01.06
Pengembangan
Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang 5
Unit

Ditingkatkan Sarana,
Prasarana,

Alat Kesehatan dan SDM
agar

Sesuai Standar

1.02.02.2.01.07
Pengembangan
Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan
Lainnya 2 Unit yang
Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat Kesehatan
dan

SDM agar Sesuai Standar

Kab.
Pinran

9

1.02.02.2.01.08
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Rumah

Sakit

Jumlah Sarana, Prasarana
dan 3 Gedung

Alat Kesehatan
yang Telah
Dilakukan Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh
Rumah Sakit

Kab.
Pinran

9

1.02.02.2.01.09
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Puskesmas

Jumlah Sarana, Prasarana
dan Alat 5 Unit

Kesehatan yang Telah
Dilakukan

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

Oleh Puskesmas

Kab.
Pinran

9
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1.02.02.2.01.10 Jumlah Sarana , Prasarana | Kab.
Rehabilitasi dan | dan Alat 2 Unit Pinran
Pemeliharaan Kesehatan yang Telah g
Fasilitas Dilakukan
Kesehatan Lainnya | Rehabilitasi dan

Pemeliharaan oleh

Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.11 Jumlah Sarana dan Kab.
Rehabilitasi ~ dan |Prasarana 1 Unit | Pinran
Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga g
Rumah Dinas | Kesehatan yang Telah
Tenaga Kesehatan | Dilakukan Rehabilitasi

dan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.12 Jumlah Sarana di Fasilitas3 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang |g
Pelayanan Disediakan
Kesehatan
1.02.02.2.01.13 Jumlah Prasarana Fasilitas | Kab.
Pengadaan 1 Paket Pinran
Prasarana dan Pelayanan Kesehatan yang |g
Pendukung Disediakan
Fasilitas Pelayanan | Jumlah Prasarana Fasilitas
Kesehatan 5 Unit

Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan
1.02.02.2.01.14 Jumlah Alat Kesehatan/Alat | Kab.
Pengadaan 1 Paket Pinran
Alat Kesehatan/Alat | Penunjang Medik Fasilitas | g
Penunjang Medik Pelayanan Kesehatan yang
Fasilitas Disediakan
Pelayanan Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan 17 Unit

Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang

Disediakan
1.02.02.2.01.15 Jumlah Penyediaan dan 17 | Kab.
Pengadaan dan | Unit Pinran
Pemeliharaan Alat | Pemeliharaan Alat Ujidan |g
Kalibrasi Kalibrasi Pada Unit

Pemeliharaan

Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional

Maintainance Center
1.02.02.2.01.16 Jumlah Obat dan Vaksin Kab.
Pengadaan yang 1 Paket Pinran
Obat, Vaksin Disediakan g
1.02.02.2.01.17 Jumlah Bahan Habis Pakai | Kab.
Pengadaan yang 1 Paket Pinran
Bahan Habis Pakai | Disediakan g
1.02.02.2.01.18 Jumlah Sarana Fasilitas Kab.
Pemeliharaan Pelayanan1 Unit Pinran
Sarana Kesehatan Yang Dilakukan |g
Fasilitas Pelayanan | Pemeliharaan
Kesehatan
1.02.02.2.01.19 Jumlah Prasarana Fasilitas | Kab.
Pemeliharaan 3 Unit Pinran
Prasarana dan Pelayanan Kesehatan yang |g
Pendukung Fasilitas | Dilakukan Pemeliharaan
Pelayanan
Kesehatan
1.02.02.2.01.20 Jumlah Alat Kesehatan/Alat | Kab.
Pemeliharaan Rutin 1 Paket Pinran
dan Penunjang Medik Fasilitas | g
Berkala Alat Layanan Kesehatan yang
Kesehatan/Alat Terpelihara Sesuai Standar
Penunjang Medik | Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Fasilitas 10 Unit
Pelayanan Penunjang Medik Fasilitas
Kesehatan Layanan Kesehatan yang

Terpelihara Sesuai Standar
1.02.02.2.01.21 Jumlah Distribusi Alat Kab.
Distribusi Kesehatan,1 Paket Pinran
Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis | g
Obat, Habis

Vaksin, Bahan

Pakai (BMHP), Makanan
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Medis Habis dan
Pakai (BMHP), | Minuman yang
Makanan dan | Didistribusikan ke
Minuman ke | Puskesmas serta Fasilitas
Puskesmas Kesehatan Lainnya
serta Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02 Persentase  Terlaksananya | 1.02.02.2.02.01 Jumlah Ibu Hamil yang7215 | Kab.
Penyediaan kegiatan 100 % penyediaan | Pengelolaan Orang Pinran
Layanan layanan kesehatan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan untuk | UKM & UKP Rujukan Kesehatan Ibu Kesehatan Sesuai Standar
UKM dan UKP Hamil
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.02 Jumlah Ibu Bersalin yang Kab.
Pengelolaan 6726 Orang Pinran
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan Ibu Kesehatan Sesuai Standar
Bersalin
1.02.02.2.02.03 Jumlah Bayi Baru Lahir yang | Kab.
Pengelolaan 6740 Orang Pinran
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan Bayi Kesehatan Sesuai Standar
Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Jumlah Balitayang 12587 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan Balita Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.05 Jumlah Anak Usia 69404 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Pendidikan Dasar yang g
Kesehatan pada Mendapatkan Pelayanan
Usia Pendidikan Kesehatan Sesuai Standar
Dasar
1.02.02.2.02.06 Jumlah Penduduk Usia Kab.
Pengelolaan 232011 Orang Pinran
Pelayanan Produktif yang g
Kesehatan pada Mendapatkan Pelayanan
Usia Produktif Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 Jumlah Penduduk Usia Kab.
Pengelolaan 54247 Orang Pinran
Pelayanan Lanjut yang Mendapatkan | g
Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan
Usia Lanjut Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.08 Jumlah Penderita Hipertensi | Kab.
Pengelolaan 69870 Orang yang Pinran
Pelayanan Mendapatkan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi | Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.09 Jumlah Penderita Diabetes | Kab.
Pengelolaan 9078 Orang Pinran
Pelayanan Melitus yang Mendapatkan | g
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes | Sesuai
Melitus Standar
1.02.02.2.02.10 Jumlah Orang yang 1037 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan ~ Orang | Kesehatan Orang dengan
dengan Gangguan | Gangguan Jiwa Berat
Jiwa Sesuai
Berat Standar
1.02.02.2.02.11 Jumlah Orang Terduga629 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Menderita Tuberkulosis g
Kesehatan Orang yang
Terduga Mendapatkan Pelayanan
Tuberkulosis Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 Jumlah Orang Terduga7531 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Menderita HIV yang g
Kesehatan  Orang | Mendapatkan Pelayanan
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dengan Risiko

Terinfeksi HIV

Sesuai Standar

1.02.02.2.02.13 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Pengelolaan g
Kesehatan bagi Pelayanan
Penduduk pada Kesehatan  bagi
Kondisi Penduduk pada
Kejadian Luar Biasa | Kondisi Kejadian
(KLB) Luar Biasa (KLB)

Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan g
Kesehatan Gizi Kesehatan Gizi Masyarakat
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan g
Kesehatan  Kerja | Kesehatan Kerja dan
dan Olahraga Olahraga
1.02.02.2.02.17 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan g
Kesehatan Kesehatan Lingkungan
Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Promosi | Pengelolaan Pelayanan g
Kesehatan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.19 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan g
Kesehatan Kesehatan
Tradisional, Tradisional,
Akupuntur, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, dan | Asuhan  Mandiri
Tradisional Lainnya | dan  Tradisional

Lainnya
1.02.02.2.02.20 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Surveilans Pengelolaan Surveilans g
Kesehatan Kesehatan
1.02.02.2.02.21 Jumlah Orang dengan1037 | Kab.
Pengelolaan Orang Pinran
Pelayanan Masalah g
Kesehatan ~ Orang | Kejiwaan
dengan  Masalah | (ODMK)  yang
Kesehatan Mendapatkan
Jiwa (ODMK) Pelayanan

Kesehatan
1.02.02.2.02.22 Jumlah Penyalahguna Kab.
Pengelolaan NAPZA  0Orangyang |Pinran
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan g
Kesehatan Jiwa dan | Kesehatan
NAPZA terselenggaranya pelayanan

1 Paket kesehatan jiwa dan

NAPZA
1.02.02.2.02.23 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Upaya Kesehatan Pengelolaan Pelayanan g
Khusus Kesehatan Khusus
1.02.02.2.02.25 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pelayanan Dokumen Pinran
Kesehatan Penyakit | Pelayanan Kesehatan g
Menular dan Tidak | Penyakit Menular dan Tidak
Menular Menular
1.02.02.2.02.26 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Jaminan Kesehatan | Pengelolaan Jaminan g
Masyarakat Kesehatan Masyarakat
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1.02.02.2.02.27 Jumlah Orang yang0 Orang | Kab.
Deteksi Dini Menerima Layanan Pinran
Penyalahgunaan Deteksi Dini g
NAPZA di Penyalahgunaan
Fasyankes dan NAPZA di Fasilitas
Sekolah Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes) dan
Sekolah
terselenggaranya  deteksi
485 Sekolah dini
penyalahgunaan NAPZA di
fasyankes dan sekolah
1.02.02.2.02.29 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Penyelenggaraan Dokumen Pinran
Kabupaten/Kota Penyelenggaraan
Sehat Kabupaten/Kota Sehat
1.02.02.2.02.31 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Penelitian Pengelolaan Penelitian g
Kesehatan Kesehatan
1.02.02.2.02.32 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Operasional Operasional Pelayanan Pinran
Pelayanan Rumah | Rumah Sakit g
Sakit
1.02.02.2.02.33 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Operasional Operasional Pelayanan Pinran
Pelayanan Puskesmas g
Puskesmas
1.02.02.2.02.34 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Operasional Operasional Pelayanan Pinran
Pelayanan Fasilitas | Fasilitas Kesehatan Lainnya |g
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan | Kab.
Pelaksanaan yang 18 Unit Terakreditasi | Pinran
Akreditasi Fasilitas | di Kabupaten/Kota g
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.38 Jumlah Public Safety Center | Kab.
Penyediaan ~ dan |(PSC 1 Unit Pinran
Pengelolaan Sistem | 119) Tersediaan, g
Penanganan Gawat | Terkelolaan dan
Darurat Terintegrasi Dengan Rumah
Terpadu (SPGDT) | Sakit
Dalam Satu Sistem
Penanganan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
1.02.02.2.02.39 Jumlah Keluarga Yang87286 | Kab.
Pengelolaan Keluarga Pinran
Pelayanan Sudah Dikunjungi dan g
Kesehatan Dasar Diintervensi Masalah
Melalui Pendekatan | Kesehatannya Oleh
Keluarga Tenaga Kesehatan
Puskesmas
1.02.02.2.03 Dokumen Standarisasi data | 1.02.02.2.03.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Penyelenggaraan 1 dokumen Pengelolaan Dokumen Pinran
Sistem Informasi | informasi pelayanan Data dan Informasi | Pengelolaan Data dan g
Kesehatan kesehatan yang disusun Kesehatan Informasi Kesehatan
Secara tepat waktu
Terintegrasi
1.02.02.2.03.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Sistem Informasi Pengelolaan Sistem g
Kesehatan Informasi
Kesehatan
1.02.02.2.03.03 Jumlah Alat/Perangkat Kab.
Pengadaan Sistem 1 Unit Pinran
Alat/Perangkat Informasi Kesehatan dan g
Sistem Jaringan

Informasi Kesehatan
dan
Jaringan Internet

Internet yang Disediakan
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1.02.02.2.04 Tersedianya dokumen Izin | 1.02.02.2.04.01 Jumlah Rumah Sakit Kelas | Kab.
Penerbitan 18 PKM/RS Pengendaliandan  |C,D dan 1 RS Pinran
Izin Rumah Sakit | Rumah sakit Kelas Pengawasan serta | Fasilitas Pelayanan g
Kelas Cdan Ddan Tindak Kesehatan yang
C, D dan Fasilitas | fasilitas kesehatan Lanjut Pengawasan | Dikendalikan, Diawasi dan
Pelayanan tingkat kabupaten Perizinan Rumah Ditindaklanjuti Perizinannya
Kesehatan Sakit Kelas
Tingkat Daerah C, D dan Fasilitas
Kabupaten/Kota Pelayanan
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.04.03 Jumlah Fasilitas Kesehatan | Kab.
Peningkatan yang 1 Unit Pinran
Mutu Pelayanan Dilakukan g
Fasilitas Pengukuran
Kesehatan Indikator  Nasional
Mutu (INM)
Pelayanan
kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang 17 Unit
Dilakukan
Pengukuran
Indikator  Nasional
Mutu (INM)
Pelayanan
kesehatan
1.02.03 Persentase 1.02.03.2.01 Terlaksananya kegiatan 12 | 1.02.03.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
PROGRAM Peningkatan ~ Mutu | Pemberian kecamatan Pengendalian Dokumen Pinran
PENINGKATAN | 100 % dan kualitas | Izin Praktik pemberian izin Perizinan Pengendalian Perizinan g
KAPASITAS Tenaga Kesehatan | Tenaga praktik tenaga Praktik Tenaga Praktik Tenaga Kesehatan
SUMBER Kesehatan di kesehatan Kesehatan
DAYA MANUSIA Wilayah
KESEHATAN Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02 Terlaksananya perencanaan | 1.02.03.2.02.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Perencanaan 17 PKM kebutuhan dan|Perencanaan dan | Dokumen Pinran
Kebutuhandan | pendayagunaan Distribusi serta | Perencanaan dan g
Pendayagunaan | SDMK Pemerataan Distribusi ~ serta
Sumber  Daya Sumber Daya Pemerataan
Manusia Manusia Kesehatan | Sumber ~ Daya
Kesehatan untuk Manusia
UKP dan UKM di Kesehatan
Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 Jumlah Sumber Daya Kab.
Pemenuhan Manusia 550 Orang Pinran
Kebutuhan Sumber | Kesehatan yang Memenuhi |g
Daya Standar di Fasilitas
Manusia Kesehatan | Pelayanan
Sesuai Kesehatan (Fasyankes)
Standar
1.02.03.2.02.03 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pembinaan dan | Dokumen Pinran
Pengawasan Pembinaan dan g
Sumber Pengawasan
Daya Manusia Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
1.02.03.2.03 Terlaksananya 1.02.03.2.03.01 Jumlah Sumber Daya Kab.
Pengembangan | pengembangan 17 PKM |Pengembangan Manusia50 Orang Pinran
Mutu dan | mutu dan peningkatan | Mutu dan Kesehatan Tingkat Daerah | g
Peningkatan kompetensi teknis SDMK Peningkatan Kabupaten/Kota yang
Kompetensi Kompetensi Ditingkatkan Mutu dan
Teknis Teknis Sumber Daya | Kompetensinya
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Manusia Tingkat
Kesehatan Daerah
Tingkat Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.04 Persentase 1.02.04.2.01 Terlaksananya  Pemberian | 1.02.04.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
PROGRAM Pengawasan Pemberian 12 kecamatan izin | Pengendalian dan | Dokumen Pinran
SEDIAAN Sediaan 100 % Izin Apotek, Toko | apotek, Toko Pengawasan serta | Pengendalian dan g
FARMASI, Farmasi, Alat Obat, Toko Alat | Obat,Toko Alat Tindak Pengawasan serta Tindak
ALAT Kesehatan dan Kesehatan dan | Kesehatan dan Lanjut Pengawasan | Lanjut Pengawasan
KESEHATAN Makanan Minuman | Optikal, Usaha Optikal, UMOT Perizinan  Apotek, | Perizinan
DAN MAKANAN Mikro Toko Obat, Toko | Apotek, Toko Obat, Toko
MINUMAN Obat Tradisional Alat  Kesehatan, | Alat
(UMQT) dan Optikal, Usaha | Kesehatan, dan Optikal,
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Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Usaha Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)

1.02.04.2.01.02 Jumlah Apotek, Toko Obat, | Kab.
Penyediaan  dan 103 Sarana Pinran
Pengelolaan  Data | Toko Alat Kesehatan,dan |g
Perizinan dan | Optikal, Usaha Mikro Obat
Tindak Lanjut Tradisional
Pengawasan lzin (UMOT) yang
Apotek, Dikendalikan  dan
Toko Obat, Toko Diawasi dalam
Alat rangka Penerbitan
Kesehatan, dan dan Tindak Lanjut
Optikal, Penerbitan Izin
Usaha Mikro Obat | Apotek, Toko Obat, Toko
Tradisional (UMOT) | Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02.04.2.01.03 Jumlah Apotek, Toko Obat, | Kab.
Fasilitasi 103 Sarana Pinran
Pemenuhan Toko Alat Kesehatan,dan | g
Komitmen Izin Optikal, Usaha Mikro Obat
Apotek, Toko Obat, | Tradisional (UMOT) yang
Toko Memenuhi Komitmen Izin
Alat Kesehatan, dan
Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.02 Tersedianya sertifikat 12 | 1.02.04.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pemberian kecamatan produksi untuk | Pengendalian dan | Dokumen Pinran
Sertifikat sarana produksi alat Pengawasan serta | Pengendalian dan g
Produksi  untuk | kesehatan Tindak Pengawasan serta Tindak
Sarana Produksi Lanjut Pengawasan | Lanjut Pengawasan
Alat  Kesehatan Perbekalan Perbekalan Kesehatan
Kelas 1 tertentu Kesehatan Rumah
dan Rumah Tangga Tangga Kelas 1 Tertentu
Perbekalan Kelas 1 Perusahaan Rumah Tangga
Kesehatan Tertentu
Rumah Tangga Perusahaan Rumah
Kelas 1 Tangga
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
1.02.04.2.03 Terlaksananya kegiatan 12 |1.02.04.2.03.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Penerbitan kecamatan penerbitan | Pengendalian dan | Dokumen Pinran
Sertifikat sertifikat produksi pangan | Pengawasan serta | Pengendalian dan g
Produksi industri rumah tangga dan | Tindak Pengawasan serta Tindak
Pangan Industri | nomor P-IRT sebagai izin |Lanjut Pengawasan | Lanjut Pengawasan
Rumah Tangga | produksi  untuk  produk | Sertifikat Produksi Sertifikat
dan makanan minuman Pangan Produksi Pangan Industri
Nomor P-IRT tertentu yang dapat Industri Rumah Rumah Tangga dan Nomor
sebagai diproduksi oleh Tangga dan P-IRT  sebagai
Izin Produksi, industri rumah Nomor P-IRT Izin Produksi,
untuk tangga sebagai lzin untuk Produk
Produk Produksi, untuk | Makanan
Makanan Produk  Makanan | Minuman
Minuman Minuman  Tertentu | Tertentu yang
Tertentu yang yang Dapat | Dapat Diproduksi oleh

Dapat

Diproduksi oleh

Industri Rumah Tangga

Diproduksi Industri Rumah

oleh Tangga

Industri Rumah

Tangga

1.02.04.2.05 Terlaksananya kegiatan 12 | 1.02.04.2.05.01 Jumlah Dokumen Hasil 0

Penerbitan Stiker
Pembinaan pada
Makanan Jajanan
dan Sentra
Makanan
Jajanan

kecamatan

Penerbitan Stiker
Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak

Lanjut Penerbitan
Stiker

Pembinaan pada
Makanan

Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

Dokumen

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra
Makanan

Jajanan
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terlaksananya
pengendalian 94  Unit
dan pengawasan serta
tindak lanjut penerbitan
stiker

pembinaan pada
makanan jajanan

dan sentra
makanan jajanan
1.02.04.2.06 Persentase kegiatan 12 1.02.04.2.06.01 Jumlah Produk dan Sarana | Kab.
Pemeriksaan dan | kecamatan Pemeriksaan 0 Unit Pinran
Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tindak Post Market pada Produksi  Makanan- g
Hasil Lanjut Hasil Pemeriksaan Produk Minuman Industri
Pemeriksaan Post Market pada Makanan-Minuman | Rumah Tangga
Post Market | Produksi dan Produk Industri Beredar yang
pada Produksi | Makanan Minuman Rumah Tangga | Dilakukan
dan Produk | Industri Rumah Tangga yang Beredar dan | Pemeriksaan Post
Makanan Pengawasan Market dalam rangka Tindak
Minuman Industri serta Tindak Lanjut | Lanjut Pengawasan
Rumah Tangga Pengawasan terselenggaranya post
market 1 Paket pada
produk makanan-minuman
industri rumah tangga yang
beredar dan pengawasan
serta tindak lanjut
pengawasan
1.02.05 Peningkatan 1.02.05.2.01 Persentase terlaksananya |1.02.05.2.01.01 Jumlah Dokumen Promosi | Kab.
PROGRAM Jaminan Pelayanan | Advokasi, kegiatan 100 % | Peningkatan 1 Dokumen Pinran
PEMBERDAYAA | 100 % Kesehatan | Pemberdayaan, | advokasi,pemberdayaan, Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, g
N Nasional Kemitraan, kemitraan, peningkatan | Kesehatan, Kemitraan dan
MASYARAKAT Peningkatan peran serta masyarakat dan | Advokasi, Kemitraan | Pemberdayaan Masyarakat
BIDANG Peran serta | lintas sektor tingkat daerah |dan
KESEHATAN Masyarakat dan | kabupaten kota Pemberdayaan
Lintas Sektor Masyarakat
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01 Persentase 1.03.01.2.01 Jumlah laporan 1.03.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM kebutuhan 82 Pérémcanaan, perencanaan yang 9 0 Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG penunjang layanan | Penganggaran, | diselesaikan Dokumen Daerah ota
URUSAN kegiatan perkantoran | dan Persentase dokumen 100 % | Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | yang terpenuhi Evaluasi Kinefia | perencanaan, Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Presentase Perangkat penganggaran,  dan g
KABUPATEN/KO | ketercapaian 100 |Daerah evaluasi kinerja
TA % pelayanan perangkat daerah yang
penunjang urusan terpenuhi
pemerintah daerah
1.03.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
1.03.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
1.03.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA- | Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
1.03.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen
Perubahan
DPASKPD
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1.03.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian17 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan lkhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan dokumen
1 dokumen
yang diselesaikan
1.03.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah Jumlah laporanyang 2
laporan diselesaikan
1.03.01.2.02 Jumlah laporan keuangan 1.03.01.2.02.01 Jumlah laporan 12 Laporan |Kab.
Administrasi 2 laporan Penyediaan penyediaan Pinran
Keuangan yang diselesaikan Gaji dan Tunjangan | gaji dan g
Perangkat Jumlah pegawai yang 107 |ASN tunjangan
Dagrah pegawai menerima gaji dan ASN  yang
tunjangan tersusun
Persentase ATK dan honor tepat waktu
2 item yang Jumlah orang yang 103
dibayarkan orang menerima  gaji
Persentase terpenuhinya dan tunjangan ASN
99 % Jumlah Orangyang 73
laporan Orang/bulan
administrasi Menerima Gaji dan
keuangan sesuai Tunjangan ASN
target dan
berkualitas
1.03.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil12 | Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Jumlah item ATK yang 38 | Pinran
item diadakan
Jumlah tenaga teknis yang
3 orang
dipekerjakan
SPPD ASN UPTD 160 kali
1.03.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 | Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Penguijian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
Jumlah jasa pelaksanaan g
14 jasa
transaksi keuangan
Persentase
terpenuhinya 98.2 %
laporan  administrasi
keuangan sesuai target
dan berkualitas
1.03.01.2.02.05 Jumlah laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
1 Laporan

Akhir Tahun SKPD dan

Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

SKPD
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1.03.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
17 Laporan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
1.03.01.2.03 Persentase laporan barang | 1.03.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi milik 100 % daerah | Penyusunan 2 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang yang tercatat dalam daftar | Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah pengguna barang sesuai Kebutuhan
pada analisa jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah
Perangkat SKPD
Daerah
1.03.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
1.03.01.2.05 Jumlah laporan 1.03.01.2.05.02 Jumlah pakaian olahraga | Kab.
Administrasi kepegawaian 6 Pengadaan 160 pasang yang diadakan | Pinran
Kepegawaian laporan perangkat daerah | Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas | 9
Perangkat Persentase pelaksanaan beserta 3 Paket
Daerah 100 % Atribut beserta Atribut Kelengkapan
administrasi Kelengkapannya Jumlah  Paket Pakaian
kepegawaian sesuai Dinas 120 pasang beserta
aturan Atribut Kelengkapan
1.03.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 6 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan g
Administrasi Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Jumlah Dokumen
Pendataan 12 Dokumen
dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
1.03.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 1 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
1.03.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti15 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti30 Orang
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
1.03.01.2.06 Jumlah bahan bacaan dan | 1.03.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen | Kab.
Administrasi 32 bahan Penyediaan Instalasi 1 Paket Pinran
Umum peraturan per-UU-an yang | Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat bacaan Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah diadakan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
Persentase Jumlah Paket Komponen
pelaksanaan Instalasi 81 buah
100 % Listrik/Penerangan
administrasi umum Bangunan
sesuai rencana Kantor yang Disediakan
kebutuhan
Persentase penyediaan 100
persen peralatan dan
BAB Il PRIORITAS BELANJA DAERAH 88




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

perlengkapan kantor yang
diselesaikan

1.03.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 1 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor Jumlah Paket Peralatan dan
34 buah
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.03.01.2.06.05 Jumlah  Paket Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan 6 Paket dan |Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang |g
Penggandaan Disediakan
Jumlah  Paket  Barang
Cetakan 21 buah dan
Penggandaan yang
Disediakan
1.03.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan2 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n Jumlah Dokumen Bahan32
Dokumen
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.03.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 1  Paket| Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
1.03.01.2.06.09 Jumlah Laporan 94 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Jumlah perjalanan dinas Pinran
SKPD yang 30 sppd dilaksanakan |9
1.03.01.2.06.11 Jumlah Dokumen Dukungan | Kab.
Dukungan 1 Dokumen Pinran
Pelaksanaan Sistem | Pelaksanaan Sistem g
Pemerintahan Pemerintahan Berbasis
Berbasis Elektronik pada SKPD
Elektronik pada
SKPD
1.03.01.2.07 Persentase pelaksanaan100 |1.03.01.2.07.02 Jumlah kendaraan dinas 1 | Kab.
Pengadaan % Pengadaan kendaraan operasional | Pinran
Barang pengadaan barang milik | Kendaraan Dinas yang tersedia  sesuai |g
Milik Daerah daerah sesuai rencana | Operasional atau analisa kebutuhan
Penunjang kebutuhan Lapangan Jumlah Unit Kendaraan 1
Urusan Unit
Pemerintah Dinas Operasional atau
Daerah Lapangan yang Disediakan
Jumlah Unit Kendaraan 3
Unit
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1.03.01.2.07.05 Jumlah mebel yang Kab.
Pengadaan diadakan 16 unit sesuai | Pinran
Mebel analisa kebutuhan g
Jumlah Paket Mebel yang4
Unit
Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang16
Unit
Disediakan
1.03.01.2.07.06 Jumlah pengadaan AC, Kab.
Pengadaan printer 5 unit dsb Pinran
Peralatan dan Mesin | jumlah Unit Peralatan dan |9

Lainnya

Mesin 2 Unit Lainnya yang
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Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin 28 Unit
Lainnya yang Disediakan

1.03.01.2.07.09 Jumlah Unit Gedung Kantor | Kab.
Pengadaan atau 1 Unit Bangunan |Pinran
Gedung Kantor atau | Lainnya yang Disediakan g
Bangunan Lainnya
1.03.01.2.07.10 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana2 Unit Pinran
Sarana dan Gedung Kantor atau g
Prasarana Bangunan
Gedung Kantor atau | Lainnya yang Disediakan
Bangunan Lainnya
1.03.01.2.07.11 Jumlah prasarana dan Kab.
Pengadaan sarana2 Sarana Pinran
Sarana dan | pendukung gedung g
Prasarana kantor atau
Pendukung bangunan lainnya
Gedung Kantor | yang diadakan
atau Bangunan | sesuai analisa
Lainnya kebutuhan
Jumlah Unit Sarana dan2
Unit
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
1.03.01.2.08 Jumlah peralatan |1.03.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | kebersihan 25 unit dan |Penyediaan Penyediaan 12 Laporan | Pinran
Penunjang bahan pembersih Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat g
Urusaq Jumlah surat yang Jumlah surat terdistribusi
Pemerintahan 2500 surat 1056 Surat
Daerah didistribusikan secara efektif dan efisien
Persentase jasa komunikasi, Jumlah surat yang
100 persen 6601 surat
SDA dan listrik yang terdistribusi
disediakan
Persentase pemenuhan
jasa 100 % penunjang
urusan  pemerintahan
daerah sesuai rencana
kebutuhan
1.03.01.2.08.02 Jumlah jasa komunikasi dan | Kab.
Penyediaan 7 Bangunan Pinran
Jasa Komunikasi, listrik sesuai kebutuhan g
Sumber Jumlah Laporan Penyediaan
Daya Air dan Listrik 12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah tagihan telepon dan
12 bulan listrik  setiap
bulannya
1.03.01.2.08.04 Jumlah jasa telepon dan Kab.
Penyediaan 4 item listrik Pinran
Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan |9
Umum 0 Laporan

Kantor

Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan

Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Jumlah pemenuhan jasa 32
laporan pelayanan umum
kantor  sesuai  analisa
kebutuhan
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1.03.01.2.09 Jumlah pengadaan 25 unit| 1.03.01.2.09.02 BBM 12000 liter | Kab.
Pemeliharaan peralatan,mesin dan sarpras | Penyediaan Jumlah Kendaraan Dinas Pinran
Barang yang diadakan Jasa Pemeliharaan, 31 Unit g
Milik Daerah Persentase pelaksanaan100 | Biaya Operasional atau
Penunjang % Pemeliharaan, Pajak | Lapangan yang
Urusan pemeliharaan dan Dipelihara  dan
Pemerintahan barang milik Perizinan Kendaraan | dibayarkan Pajak
Daerah daerah penunjang Dinas dan Perizinannya
urusan Operasional atau Jumlah laporan pemenuhan
pemerintahan Lapangan 12 Laporan jasa
daerah sesuai pemeliharaa  n,  biaya
rencana kebutuhan pemeliharaa n, pajak, dan
perizinan kendaraan dinas
operasiona
pemeliharaan kendaraan 2
unit dinas pejabat
STNK escavator 3 unit
STNK kendaraan dinas39
unit
1.03.01.2.09.06 Jumlah laporan peralatan Kab.
Pemeliharaan dan 2 Laporan Pinran
Peralatan dan mesin lainnya yang g
Mesin Lainnya dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin
20 Unit Lainnya yang
Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin
122 Unit Lainnya vyang
Dipelihara
Jumlah servis AC dan
komputer 20 unit
1.03.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 4 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.03.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 4 Unit | Pinran
bilitasi Gedung Kantor atau g
Sarana dan Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.03.02 Rasio luas daerah |1.03.02.2.01 Persentase pengelolaan &95 |1.03.02.2.01.04 Jumlah Pola dan Rencana | Kab.
PROGRAM irigasi 93,80 % | Pengelolaan SDA | % Penyusunan 2 Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | kewenangan dan pembangunan sungai dan | Pola dan Rencana | Pengelolaan SDA WS g
SUMBER DAYA | kabupaten/kota Bangunan Pantai Pengelolaan SDA Kewenangan
AR yang dilayani oleh | Pengaman WS Kabupaten/Kota yang
(SDA) jaringan irigasi Pantai pada Kewenangan Disusun
Wilayah Kabupaten/Kota
Sungai (WS)
dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.06 Jumlah Embung  dan|Kab.
Pembangunan Penampung 3 Unit Air|Pinran
Embung dan Lainnya yang Dibangun g
Penampung Air
Lainnya
1.03.02.2.01.08 Jumlah unit air baku yang | Kab.
Pembangunan Unit 2 paket Pinran
Air Baku terbangun g
Panjang Unit Air Baku yang
440 M Dibangun
1.03.02.2.01.09 Panjang Tanggul Sungai Kab.
Pembangunan yang 100 M Dibangun | Pinran
Tanggul g
Sungai
1.03.02.2.01.10 Panjang Bangunan Kab.
Pembangunan Perkuatan 200 M Tebing | Pinran
Bangunan yang Dibangun g
Perkuatan Tebing
1.03.02.2.01.21 Jumlah Embung dan Kab.
Rehabilitasi Penampung 2 Unit | Pinran
Embung dan Air Lainnya yang g
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Penampungan Direhabilitasi
Air Lainnya
1.03.02.2.01.24 Panjang Tanggul Sungai Kab.
Rehabilitasi yang 150 m Pinran
Tanggul Sungai Direhabilitasi g
1.03.02.2.01.31 Jumlah Check Dam yang 1 |Kab.
Rehabilitasi Unit Pinran
Check Dam Direhabilitasi g
1.03.02.2.01.43 Panjang Seawall dan Kab.
Peningkatan Bangunan100 M Pinran
Seawall dan Pengaman Pantai Lainnya |g
Bangunan yang
Pengaman Pantai Ditingkatkan
Lainnya
1.03.02.2.01.46 Panjang Sungaiyang 130 |Kab.
Normalisasi/Restora | KM Pinran
si Dinormalisasi/Direstorasi g
Sungai
1.03.02.2.01.60 Jumlah Dokumen Hasil 2 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Hidrologi dan Pengelolaan Sistem g
Kualitas Air Hidrologi dan
WS Kewenangan Kualitas  Air yang
Kabupaten/Kota Dilaksanakan pada
WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.61 Jumlah Peserta yang Kab.
Pembinaan  dan | Mengikuti50 Orang Pinran
Pemberdayaan Pembinaan dan g
Kelembagaan Pemberdayaan
Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan
SDA Kewenangan | SDA
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.62 Jumlah Dokumen Hasil 3 | Kab.
Evaluasi dan dokumen Pinran
Rekomendasi Teknis | Evaluasi dan Rekomendasi |g
(Rekomtek) Teknis (Rekomtek)
Pemanfaatan Pemanfaatan SDA
SDA WS WS  Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Disusun
1.03.02.2.01.63 Jumlah  peserta  yang | Kab.
Koordinasi ~ dan | mengkuti 75  Orang |Pinran
Sinkronisasi peningkatan kapasitas | g
Peningkatan kelembagaan pengelolaan
Kapasitas SDA kewenangan
Kelembagaan kabupaten/kota.asitas
Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan
SDA Kewenangan | SDA
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02 persentase pengelolaan dan | 1.03.02.2.02.02 Panjang Jaringan Irigasi 500
Pengembangan 100 % Pembangunan M
dan pengembangan Sistem Jaringan Permukaan yang Dibangun
Pengelolaan Irigasi Irigasi Permukaan
Sistem  Irigasi
Primer dan
Sekunder pada
Daerah
Irigasi yang
Luasnya di
Bawah 1000 Ha
dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.08 Panjang Jaringan Irigasi 2.6 | Kab.
Peningkatan KM Pinran
Jaringan Irigasi Permukaan yang g
Permukaan Ditingkatkan
1.03.02.2.02.11 Panjang Jaringan Irigasi Kab.
Peningkatan Tambak 400 M yang Pinran
Jaringan Irigasi Tambak | Ditingkatkan g
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1.03.02.2.02.14 Panjang Jaringan Irigasi 3.2 | Kab.
Rehabilitasi KM Pinran
Jaringan Irigasi Permukaan yang g
Permukaan Direhabilitasi
1.03.02.2.02.15 Jumlah Bendung Irigasi Kab.
Rehabilitasi yang 3 Bendung Pinran
Bendung Irigasi Direhabilitasi g
1.03.02.2.02.16 Panjang Jaringan Irigasi Semua
Rehabilitasi Rawa 2000 KM yang | Kab/K
Jaringan Irigasi Rawa | Direhabilitasi ota
1.03.02.2.02.17 Panjang Jaringan Irigasi
Rehabilitasi Tambak 0 KM yang
Jaringan Irigasi Tambak | Direhabilitasi
1.03.02.2.02.20 Jumlah Kawasan Rawa Kab.
Koordinasi, yang 1 Kawasan Pinran
Sinkronisasi dan Dipelihara g
Pelaksanaan
Konservasi
Kawasan Rawa
1.03.02.2.02.23 Panjang Jaringan Irigasi | Kab.
Operasi dan Rawa 800 M yang|Pinran
Pemeliharaan Jaringan | Dioperasikan dan Dipelihara | g
Irigasi Rawa
1.03.02.2.02.27 Jumlah Unit Pengelola Kab.
Operasional Irigasi yang4 Unit Pinran
Unit Pengelola Irigasi | Beroperasi g
1.03.02.2.02.28 Jumlah Daerah Irigasi yang2 | Kab.
Pengelolaan DI Pinran
dan Pengawasan Mengelola Pengukuran Data | g
Alokasi Air Realisasi Alokasi Air
Irigasi
1.03.02.2.02.29 Jumlah Kawasan Rawa Semua
Koordinasi, yang 1 Kawasan Kab/K
Sinkronisasi dan Dipelihara ota
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Kawasan Rawa
1.03.03 Persentase 1.03.03.2.01 Presentase rumah tangga |1.03.03.2.01.01 Jumlah dokumen | Kab.
PROGRAM jumlah rumah Pengelolaan dan | yang 100 % menggunakan | Penyusunan JAKSTRADA 1 Dokumen | Pinran
PENGELOLAAN | tangga 100 % Pengembangan | layanan air minum yang | Rencana, Kebijakan, yang tersusun g
DAN yang Sistem dikelola secara aman Strategi dan Teknis Jumlah dokumen 1 Dokumen
PENGEMBANGA | mendapatkan | Penyediaan Air | proporsi rumah  tangga | SPAM perencanaan teknis SPAM
N akses terhadap air [Minum (SPAM) di | dengan 100 % akses Jumlah Rencana, Kebijakan,
SISTEM minum melalui Daerah berkelanjutan terhadap air 2 Dokumen
PENYEDIAAN SPAM jaringan Kabupaten/Kota | minum layak, perkotaan Strategi dan Teknis
AIR MINUM perpipaan dan dan perdesaan SPAM yang
bukan jaringan disusun
perpipaan
terlindungi
terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota
1.03.03.2.01.02 Jumlah izin yang diberikan | Kab.
Supervisi 1 1zin kepada badan usaha | Pinran
Pembangunan/Peningk | Jumlah kerjasama 1 |9
atan/ Perjanjian
Perluasan/Perbaikan penye|enggaran
SPAM SPAM dengan

pemerintah Pusat
dan Pemerintah
daerah lain

Jumlah kerja sama
Perjanjian
penyelenggaran
SPAM dengan
pemerintah Pusat
dan Pemerintah
daerah lain

Jumlah Konsultasi Supervisi

3 Dokumen
Pembangunan/Peningkatan
[Perluasan/Optimalisasi
SPAM

17
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1.03.03.2.01.03 Kapasitas SPAM 40 | Kab.
Pembangunan SPAM | Liter/Detik Pinran
Jaringan Perpipaan di | IKK/Perkotaan atau g
Kawasan Perkotaan SPAM Tematik
Tertentu yang
terbangun
1.03.03.2.01.04 Jumlah sambungan rumah |Kab.
Pembangunan SPAM | yang 900 SR terlayani |Pinran
Jaringan Perpipaan di | melalui  Kegiatan Padat | g
Kawasan Perdesaan Karya/lSPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit distribusi yang
17 Unit
dibangun
1.03.03.2.01.05 Peningkatan Kapasitas10 Kab.
Peningkatan Liter/Detik Pinran
SPAM Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau | g
Perpipaan di SPAM Tematik Tertentu
Kawasan Perkotaan
1.03.03.2.01.06 Jumlah sambungan rumah | Kab.
Peningkatan yang 2241 SR Pinran
SPAM Jaringan dibangun g
Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
1.03.03.2.01.07 Jumlah Penambahan | Kab.
Perluasan sambungan 150 SR rumah | Pinran
SPAM Jaringan yang terlayani  melalui |g
Perpipaan di Pemanfaatan Idle Capacity
Kawasan Perkotaan dengan penambahan
jaringan  perpipaan pada
SPAM
IKK/Perkotaan atau SPAM
Tematik Tertentu
1.03.03.2.01.17 Jumlah Rumah Tangga yang | Kab.
Pembangunan Baru 75 Rumah Pinran
SPAM Terlayani melalui  Tangga |g
Bukan Jaringan Pembangunan Baru SPAM
Perpipaan di Bukan Jaringan Perpipaan
Kawasan Perdesaan
1.03.04 Persentase TPA | 1.03.04.2.01 Luas lahan TPA Regional | 1.03.04.2.01.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, | Kab.
PROGRAM regional yang 75 |Pengembangan | sesuai 9.31 Ha kriteria | Penyusunan 1 Dokumen Pinran
PENGEMBANGA | % dibangun | Sistem dan pengelolaan persampahan | Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem | g
N sesuai kriteria | Pengelolaan regional Strategi, dan Teknis Pengelolaan Persampahan
SISTEM DAN pengelolaan Persampahan di Sistem TPA/TPST/SPA/TPS-
PENGELOLAAN | persampahan Daerah Pengelolaan 3R/TPS
PERSAMPAHAN | regional Kabupaten/Kota Persampahan Kewenangan
REGIONAL TPA/TPST/SPA/TPS- | Kabupaten/Kota yang
3RTPS Disusun
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Jumlah Rumah Tangga |Kab.
Pembangunan 36953 Rumah  yang |Pinran
TPA/TPST Terlayani TPA/TPST |g
ISPAITPS-3R/TPS Tangga ISPAITPS-
3RTPS
Luas TPA Regional yang
11 Ha
dibangun direhabilitasi
1.03.04.2.01.04 Jumlah Kab.
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- Pinran
TPA/TPST/SPA/TPS- | 3RTPS 1 Unit yang|g
3RMPS Direhabilitasi
1.03.05 Persentase 1.03.05.2.01 Persentase rumah tangga | 1.03.05.2.01.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, | Kab.
PROGRAM jumlah rumah | Pengelolaan dan | yang 8742 % Penyusunan Rencana, 1 Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | tangga 99 % yang | Pengembangan | memiliki akses terhadap Kebijakan, Strategi dan | Strategi dan g
DAN memperoleh Sistem Air sanitasi layak Teknis Sistem Teknis  SPALD
PENGEMBANGA | layanan Limbah Persentase rumah tangga | Pengelolaan Air Limbah | dalam  Daerah
N pengolahan  air | Domestik dalam | yang 6.3 % terlayani | Domestik dalam Kabupaten/Kota
SISTEM AIR limbah domestik | Daerah sistem pengelolaan Daerah yang
LIMBAH Kabupaten/Kota | Jumpur tinja Kabupaten/Kota Disusun
Persentase rumah tangga
yang 0.44 %
tersambung dengan
SPALD-T
Persentase rumah tinggal
99.42 %
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bersanitasi

1.03.05.2.01.04 Jumlah penambahan rumah | Kab.
Rehabilitasi/Peningkata | 5 Rumah tangga yang |Pinran
n terlayani melalui Tangga g
[Perluasan Sistem optimalisasi SPALD-T Skala
Pengelolaan Air Limbah | Kota
Domestik Terpusat
Skala
Kota
1.03.05.2.01.05 Jumlah penambahan | Kab.
Rehabilitasi/Peningkata | rumah 5 Rumah tangga |Pinran
n yang terlayani melalui |g
[Perluasan Sistem Tangga optimalisasi
Pengelolaan Air Limbah | SPALD-T Skala
Domestik Terpusat Permukiman
Skala
Permukiman
1.03.05.2.01.06 Jumlah Rumah Tangga 100 |Kab.
Pembangunan/Penyedi | Rumah Pinran
aan yang memiliki TangkiTangga | g
Sub Sistem Septik
Pengolahan
Setempat
1.03.05.2.01.10 Jumlah  rumah dengan |Kab.
Operasi dan akses 650 Rumah unit | Pinran
Pemeliharaan pengolahan setempat untuk | g
Sistem kegiatan pemenuhan
Pengelolaan Air pelayanan dasar
Limbah menggunakan SPALD S
Domestik Jumlah Unit Sistem 14 Unit
Pengelolaan  Air
Limbah Domestik
yang Diperasikan
dan Dipelihara
1.03.05.2.01.12 Jumlah rumah dengan Kab.
Pembangunan/Peny | akses 450 Rumah Pinran
ediaan unit pengolahan setempat | g
Sistem Pengelolaan | dan data jumlah rumah
Air dengan akses sambungan
Limbah Terpusat rumah untuk kegiatan
Skala pemenuhan pelayanan
Permukiman dasar menggunakan
SPALD S dan SPALD T
Jumlah Rumah Tangga yang
450 Rumah
Tersambung dengan Sistem
Tangga
Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman
1.03.05.2.01.14 Jumlah Rumah Tangga |Kab.
Penyediaan 5520 Rumah yang | Pinran
Jasa Penyedotan Terlayani Penyedotan |g
Lumpur Tangga Lumpur Tinja
Tinja

Jumlah rumah yang sudah
5520 Rumah menerima
pelayanan jasa
pengolahan lumpur tinja
Jumlah rumah yang sudah
5520 Rumah menerima
pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
Kinerja penyediaan100 %
prasarana pengolahan
lumpur tinja

Kinerja penyediaan sarana
100 %  pengangkutan
lumpur tinja
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1.03.06 Persentase drainase | 1.03.06.2.01 Daerah yang Tidak terjadi | 1.03.06.2.01.01 Jumlah Rencana, Kebijakan, | Kab.
PROGRAM dalam 3,30 % |Pengelolaan dan 80.98 % Penyusunan 1 Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | kondisi baik/ | Pengembangan | genangan > 2 kali setahun | Rencana, Kebijakan, | Strategi dan Teknis Sistem |g
DAN pembuangan aliran | Sistem Drainase Strategi dan Teknis | Drainase Perkotaan yang
PENGEMBANGA | air tidak tersumbat | yang Terhubung Sistem Drainase Disusun
N Langsung Perkotaan
SISTEM dengan Sungai
DRAINASE dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.05 Panjang Saluran Drainase | Kab.
Pembangunan 56950 M Pinran
Sistem Perkotaan yang Dibangun | g
Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.07 Panjang Saluran Drainase | Kab.
Rehabilitasi 207000 M Pinran
Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan |g
Perkotaan Rehabilitasi
1.03.06.2.01.09 Panjang Saluran Drainase | Kab.
Operasi dan yang 500 M Dioperasikan | Pinran
Pemeliharaan dan Dipelihara g
Sistem
Drainase
1.03.07 Rasio infrastruktur0,06 R8i67.2.01 Persentase permukiman di | 1.03.07.2.01.01 Jumlah Dokumen teknis 1 | Kab.
PROGRAM permukiman  di Penyelenggaraan | kawasan 70 % strategis | Pembangunan dan | Dokumen infastruktur | Pinran
PENGEMBANGA | kawasan Infrastruktur pada | daerah yang telah tertata Pengembangan permukiman di kawasan |g
N strategis Permukiman di Infrastruktur strategis
PERMUKIMAN daerah Kawasan Kawasan daerah
Strategis Permukiman di Jumlah permukiman di 1
Daerah Kawasan Strategis | Permukiman
Kabupaten/Kota Daerah Kawasan strategis daerah
Kabupaten/Kota yang dibangun
Jumlah Sistem Jaringan 3
Sistem
Prasarana dan Sarana
Jaringan
Permukiman yang
Dibangun di Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.08 Rasio kepatuhan IMB 10M3:08.2.01 Rasio bangunan ber-IMB | 1.03.08.2.01.01 Jumlah  IMB  yang Kab.
PROGRAM kabupaten/ kota Penyelenggaraan | per 0.075 Rasio satuan | Penyelenggaraan diberikan 250 IMB oleh Pinran
PENATAAN Bangunan bangunan Penerbitan Izin Pemerintah  Kab/Kota g
BANGUNAN Gedung di Mendirikan dalam tahun eksisting
GEDUNG Wilayah Daerah Bangunan (IMB), Jumlah Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota, Sertifikat 3 Dokumen
Pemberian Izin Laik Fungsi (SLF), | Penerbitan Persyaratan
Mendirikan Peran Bangunan Gedung (PBG),
Bangunan Tenaga Ahli Sertifikat Laik
(IMB) dan Bangunan Fungsi (SLF),
Sertifikat Gedung (TABG), peran Tim Profesi
Laik Fungsi Pendataan Ahli (TPA),
Bangunan Bangunan Gedung, | Pendataan
Gedung serta Bangunan Gedung, serta
Implementasi Implementasi SIMBG
SIMBG Rasio bangunan gedung
0.00083 Rasio
(kecuali  rumah
tinggal  tunggal
dan rumah deret
sederhana) yang
laik fungsi
1.03.08.2.01.03 Jumlah Regulasi Terkait 1 Kab.
Penyusunan Dokumen Pinran
Regulasi Terkait Bangunan Gedung g
Bangunan Kabupaten/Kota yang
Gedung Disusun
Kabupaten/Kota Penetapan Keputusan
Bupati 18K
tentang Tim Ahli
Bangunan/Gedung
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1.03.08.2.01.05 Jumlah bangunan gedung | Kab.
Monitoring dan| 624 Gedung negara milik | Pinran
Evaluasi Pemerintah Kab/Kota g
Penyelenggaraan | Jumlah bangunan gedung
Bangunan 16 Gedung
Gedung Negara yang ditetapkan oleh
Daerah Bupati untuk
Kabupaten/Kota dilindungi dan
dilestarikan
Jumlah Dokumen
Monitoring 1 Dokumen dan
Evaluasi
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.09 Rasio penataan 1.03.09.2.01 Persentase bangunandan | 1.03.09.2.01.01 Jumlah Dokumen Rencana, |Kab.
PROGRAM bangunan 0,0192 Penyelenggaraa 80.58 % Penyusunan 1 Dokumen Pinran
PENATAAN Rasio dan n Penataan | lingkungannya yang tertata | Rencana, Kebijakan, | Kebijakan, Strategi g
BANGUNAN DAN | lingkungannya di Bangunan dan | di Strategi dan Teknis | dan Teknis Sistem
LINGKUNGANNY | daerah Lingkungannya | Daerah Sistem  Penataan | Penataan
A di Bangunan dan | Bangunan dan
Daerah Lingkungan di | Lingkungan di
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.03 Jumlah bangunan gedung | Kab.
Penataan Bangunan 3 Gedung Pinran
dan Lingkungan yang dibangun g
Jumlah Penataan
Bangunan 2 Kawasan dan
Lingkungan di Kawasan
Cagar Budaya dan
Tradisional
Bersejarah, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
Jumlah Penerangan jalan
624 Unit umum yang
terpasang
1.03.09.2.01.04 Jumlah bangunan dan 2 Kab.
Pemeliharaan Bangunan Pinran
Bangunan dan lingkungannya yang g
Lingkungan dipelihara
Jumlah Pemeliharaan 1
Kawasan
Bangunan dan Lingkungan
di
Kawasan Cagar Budaya
dan
Tradisional Bersejarah,
Kawasan
Pariwisata,
Kawasan ~ Sistem
Perkotaan
Nasional dan
Kawasan Strategis
Lainnya
Jumlah penerangan jalan
2671 Unit umum yang
dipelihara
1.03.10 Tingkat Kemantapan |1.03.10.2.01 Persentase jalan kabupaten |1.03.10.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
PROGRAM Jalan 98 % Penyelenggaraan 942 % Penyusunan Dokumen Pinran
PENYELENGGA | Kabupaten / Kota Jalan dalam kondisi baik ( > Rencana, Kebijakan, | pelaksanaan Advis g
RAAN Kabupaten/Kota | 40 KM/Jam) dan dan Layanan
JALAN Persentase kawasan Strategi Teknis, Kajian
pemukiman0 % yang yang | Pengembangan Kebijakan, Bantuan Teknis,

belum dapat dilalui
kendaraan roda 4
Proporsi panjang jaringan
jalan 94.2 % dalam
kondisi baik

Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan
Jalan dan

Jembatan

Bimbingan Teknis,
Pengelolaan Pengendalian
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1.03.10.2.01.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Pengelolaan Pengelolaan Leger Jalan Pinran
Leger Jalan Jumlah dokumen teknis g
leger 1 Dokumen jalan
Persentase jalan yang52.83
%
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Persentase sempadan
jalan 0.58 % yang
dipakai pada bangunan
rumah liargang kaki lima
atau
1.03.10.2.01.04 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Survey 2 Dokumen Pinran
Kondisi Terkait Kondisi g
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan
Panjang jaringan jalan
dalam 846.72 Km kondisi
baik dan sedang
Panjang jembatan dalam
8.044 Km
kondisi baik
1.03.10.2.01.05 Panjang Jalan yang Kab.
Pembangunan Jalan | Dibangun20 KM Pinran
9
1.03.10.2.01.08 Panjang Jalan yang Kab.
Rekonstruksi Dilakukan0.1 KM Pinran
Jalan Rekonstruksi Jalan g
1.03.10.2.01.09 Panjang Jalan yang Kab.
Rehabilitasi Direhabilitasi 70 KM | Pinran
Jalan g
1.03.10.2.01.10 Panjang Jalan yang Kab.
Pemeliharaan Dilakukan 8.82 KM Pinran
Berkala Jalan Pemeliharaan Secara g
Berkala
Panjang jalan yang
dipelihara5 Km
1.03.10.2.01.11 Panjang Jalan yang Kab.
Pemeliharaan Rutin | Dilakukan 3.5 KM Pinran
Jalan Pemeliharaan Secara Rutin |g
Panjang jalan yang
ditingkatkan 35.39 Km
(struktur/fungsi)
1.03.10.2.01.12 Panjang Jembatan yang Kab.
Pembangunan Dibangun70 M Pinran
Jembatan g
1.03.10.2.01.16 Panjang Jembatan yang Kab.
Penggantian Dilakukan 15M Pinran
Jembatan Penggantian g
1.03.10.2.01.18 Panjang Jembatan yang Kab.
Rehabilitasi Dilakukan 430 M Pinran
Jembatan Rehabilitasi g
1.03.10.2.01.20 Panjang Jembatan yang Kab.
Pemeliharaan Dilakukan 100 M Pinran
Berkala Pemeliharaan Secara g
Jembatan Berkala
1.03.11 Rasio tenaga 1.03.11.2.01 Persentase pelatihan tenaga |1.03.11.2.01.04 Jumlah Tenaga Kerja Kab.
PROGRAM operator/tehnisi Penyelenggaraan 100 % Pelaksanaan Konstruksi30 Pinran
PENGEMBANGA | 95100 % Pelatihan Tenaga | trampil konstruksi Pelatihan Tenaga Kualifikasi Jabatan Operator | g
N [analisis yg memiliki | Terampil Terampil dan  Orang
JASA sertifkat Konstruksi Konstruksi Teknisi atau Analis yang
KONSTRUKSI kompetensi Mengikuti Pelatihan
1.03.11.2.01.08 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pemantauan  dan | Dokumen Pinran
Evaluasi Kegiatan | Pemantauan dan Evaluasi |g
Pelatihan  Tenaga | Kegiatan Pelatihan Tenaga
Terampil Terampil Konstruksi
Konstruksi
1.03.11.2.02 Persentase 1.03.11.2.02.08 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan 100 % | Penyusunan 2 Dokumen Pinran
Sistem Informasi | sistem informasi  jasa | Data dan Informasi | Profil Pekerjaan Konstruksi | g
Jasa konstruksi cakupan daerah | Profil
Konstruksi kab/kota Pekerjaan
Cakupan Konstruksi
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Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.11.2.03 Persentase Penerbitan Izin | 1.03.11.2.03.03 Jumlah Peserta yang Kab.
Penerbitan Usaha 100 % Pembinaan dan | Mengikuti30 Orang Pinran
Izin Usaha Jasa | Jasa Konstruksi Peningkatan Pembinaan dan g
Konstruksi Nasional (Non kecil & Kapasitas Peningkatan
Nasional kecil)i Badan Usaha Jasa | Kapasitas Badan Usaha
(Non Kecil dan Konstruksi Jasa
Kecil) Konstruksi
1.03.11.2.03.04 Jumlah Peserta yang Kab.
Pembinaan ~ dan | Mengikuti50 Orang Pinran
Peningkatan Pembinaan dan g
Kapasitas Lembaga | Peningkatan
Sertifikasi Badan Kapasitas Lembaga
Usaha Pemantauan | Sertifikasi
dan Badan Usaha Pemantauan
Evaluasi Terkait dan
IUJK Evaluasi Terkait LUJK
Nasional Nasional
1.03.11.2.04 Persentase Pengawasan 1.03.11.2.04.02 Jumlah Peserta yang Kab.
Pengawasan Tertib 100 % Bimbingan Mengikuti50 Orang Pinran
Tertib Usaha, Tertib Teknis tentang Bimbingan Teknis Tentang | g
Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib | Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan | Tertb ~ Pemanfaatan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, dan
dan Jasa dan Tertib Tertib
Tertib Konstruksi Pemanfaatan Pemanfaatan Jasa
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Konstruksi
Jasa Konstruksi
1.03.12 Persentase 1.03.12.2.01 Persentase kebijakan 1.03.12.2.01.02 Jumlah Dokumen Kab.
PROGRAM pemanfaatan ruang | Penetapan penataan 80 % ruang Pelaksanaan Persetujuan 1 Dokumen Pinran
PENYELENGGA 100% |Rencana Tata yang diterbitkan sesuai Persetujuan Substansi, Evaluasi dan g
RAAN sesuai Ruang Wilayah | aturan Substansi, Penetapan RRTR
PENATAAN peruntukannya (RTRW) dan Evaluasi, Konsultasi | Kabupaten/Kota
RUANG Rencana Rinci Evaluasi dan
Tata Penetapan  RRTR
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Penetapan Kebijakan Pinran
Kebijakan dalam Perda/Perkada g
rangka selain RTRW
Pelaksanaan Kabupaten/Kota
Penataan Jumlah rekomendasi 4
Ruang Rekomendasi
TKPRD yang dikeluarkan
1.03.12.2.01.04 Jumlah Dokumen Sosialisasi | Kab.
Sosialisasi 3 Dokumen Pinran
Kebijakan dan Kebijakan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-undangan
Perundang- Bidang
undangan Penataan ruang
Bidang Penataan
Ruang
1.03.12.2.02 Persentase dokumen tata 1.03.12.2.02.01 Jumlah Dokumen | Kab.
Koordinasi  dan | guna 77 % lahan Koordinasi dan | Koordinasi 1 Dokumen dan | Pinran
Sinkronisasi sesuai RTRW yang disusun | Sinkronisasi Sinkronisasi  Penyusunan |g
Perencanaan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Tata RTRW Jumlah Dokumen Tata Guna
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen
Kabupaten/Kota Lahan sesuai RTRW
1.03.12.2.03 Rasio luas kawasan 1.03.12.2.03.01 Jumlah Dokumen | Kab.
Koordinasi  dan 0.2305 Rasio Koordinasi dan | Koordinasi 1 Dokumen dan | Pinran
Sinkronisasi tertutup pepohonan Sinkronisasi Sinkronisasi g
Pemanfaatan berdasarkan hasil Pemanfaatan Ruang | Pemanfaatan Ruang untuk
Ruang Daerah pemotretan citra satelit dan | untuk Investasi dan Pembangunan
Kabupaten/Kota | survei foto udara terhadap | Investasi dan Daerah
luas daratan Pembangunan
Daerah
1.03.12.2.03.02 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Sistem 1 Dokumen yang Dihasilkan | Pinran
Informasi Penataan | dari ~ Sistem  Informasi | g

Ruang

Penataan Ruang
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1.03.12.2.04 Ruang publik yang berubah | 1.03.12.2.04.02 Jumlah Dokumen | Kab.
Koordinasi  dan 0% Koordinasi dan | Koordinasi 1 Dokumen dan | Pinran
Sinkronisasi peruntukannya Sinkronisasi Sinkronisasi Penertiban dan |g
Pengendalian Penertiban dan | Penegakan Hukum Bidang
Pemanfaatan Penegakan Hukum | Penataan Ruang
Ruang Bidang  Penataan | Jumlah penertiban dan
Daerah Ruang 4 Kasus
Kabupaten/Kota penegakan hukum
pelanggaran bidang
penataan ruang
1.03.12.2.04.04 Jumlah Dokumen Koordinasi | Kab.
Koordinasi 1 Dokumen Pinran
Pelaksanaan Pelaksanaan Penataan g
Penataan Ruang
Ruang Jumlah ruang publik yang
OHa
berubah fungsi
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 Penyediaan dan | 1.04.02.2.01 Persentase Penyediaan dan |1.04.02.2.01.04 Jumlah Dokumen data 1 Kab.
PROGRAM rehabilitasi 100 % | Pendataan 100 % Pendataan Dokumen Pinran
PENGEMBANGA | rumah layak huni | Penyediaan dan | Rehabilitasi rumah Tingkat Kerusakan | Rumah yang Terkena g
N bagi korban | Rehabilitasi korban bencana atau Rumah Bencana
PERUMAHAN bencana Rumah relokasi program Akibat Bencana Kabupaten/Kota
kabupaten/Kota Korban Bencana | Kabupaten/Kota sesuai berdasarkan
atau analisi kebutuhan Tingkat Kerusakan Rumah
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01.06 Jumlah Dokumen Data 1 Kab.
Pendataan Dokumen Pinran
Rumah Sewa Milik | Rumah  Sewa g
Masyarakat, Milik
Rumah Susun dan | Masyarakat,
Rumah Khusus Rumah  Susun,
dan Rumah
Khusus
1.04.02.2.03 Persentase Pembangunan | 1.04.02.2.03.01 Jumlah Rumah Korban 800
Pembangunan  |dan 100 % Rehabilitasi Unit Bencana
dan Rehabilitasi rumah bagi Rumah bagi Korban | Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Korban Bencana Rumah
Rumah Bencana atau Relokasi yang Terehabilitasi
Korban Bencana | Program
atau Kabupaten/Kota
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.06 Jumlah Rumah pada Lokasi | Kab.
Operasional ~ dan 50 Unit Pinran
Pemeliharaan Relokasi Program  Rumah | g
Lingkungan Kabupaten/Kota yang
Perumahan pada | Dilaksanakan Operasional
Relokasi Program dan
Kabupaten/Kota Pemeliharaan
1.04.02.2.05 Persentase Pembinaan 100 |1.04.02.2.05.01 Jumlah Laporan Hasil Kab.
Pembinaan % Fasilitasi Fasilitasi 1 Laporan Pinran
Pengelolaan Pengelolaan Rumah Susun | Pengelolaan Pengelolaan g
Rumah Umum dan/atau Rumah Kelembagaan dan | Kelembagaan bagi
Susun Umum Khusus Pemilik/Penghuni Pemilik/Penghuni
dan/atau Rumah Susun Rumah
Rumah Khusus Susun
1.04.02.2.06 Persentase pemenuhan 1.04.02.2.06.03 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Penerbitan  1zin | dokumen100 % Koordinasi Laporan Pinran
Pembangunan terkait Penerbitan izin dan Sinkronisasi Koordinasi  dan g
dan Pembangunan dan Pengendalian Sinkronisasi
Pengembangan | Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan | Pengendalian
Perumahan yang tersusun  sesuai | Pengembangan Pembangunan
analisa kebutuhan Perumahan dan
Pengembangan
Perumahan
1.04.02.2.06.04 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Sinkronisasi  Kerja| Koordinasi dan g
Sama Sinkronisasi  Kerja
Pemerintah Daerah | Sama  Pemerintah
dengan Daerah dengan
Badan Usaha Badan Usaha
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(KPDBU) (KPDBU)
Perumahan Perumahan Umum/Rumah
Umum/Rumah Susun Umum
Susun Umum
1.04.03 Persentase kawasan39404£3.2.01 Persentase pemenuhan 1.04.03.2.01.01 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
PROGRAM permukiman Penerbitan  Izin | dokumen100 % Fasilitasi Kesepakatan dengan Pinran
KAWASAN kumuh Pembangunan terkait Penerbitan izin Pemenuhan Pengembang/Pelaku g
PERMUKIMAN dibawah 10 dan Pembangunan dan Komitmen Pembangunan
ha di kab/ Pengembangan | Pengembangan kawasan Penerbitan Izin Rumah untuk
kota  yang Kawasan Permukiman yang tersusun | Pembangunan dan | Penerbitan lzin
ditangani Permukiman sesuai analisa kebutuhan Pengembangan Pembangunan dan
Kawasan Pengembangan
Permukiman Kawasan
Terintegrasi Secara | Permukiman Terintegrasi
Elektronik Secara Elektronik
1.04.03.2.01.03 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Koordinasi Laporan Pinran
dan Sinkronisasi Koordinasi dan g
Pengendalian Sinkronisasi
Pembangunan dan | Pengendalian
Pengembangan Pembangunan dan
Kawasan Pengembangan
Permukiman dan Kawasan
Permukiman Kumuh | Permukiman  dan
Permukiman
Kumuh
1.04.03.2.02 Persentase pemenuhan 1.04.03.2.02.02 Jumlah Dokumen Rencana | Kab.
Penataan dan |dokumen100 % Penyusunan 1 Dokumen Pinran
Peningkatan rencana strategis Rencana Pencegahan dan g
Kualitas peningkatan  kualitas Pencegahan dan Peningkatan
Kawasan kawasan permukiman Peningkatan Kualitas Perumahan
Permukiman dengan luas di bawah Kualitas Kumuh dan
Kumuh dengan 10Ha sesua analisa Perumahan Kumuh | Permukiman Kumuh
Luas di Bawah kebutuhan dan
10 (Sepuluh) Ha Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.05 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Koordinasi  dan |Laporan Pinran
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi | g
Pengendalian Pengendalian Penataan
Penataan Pemugaran/Peremajaan
Pemugaran/Peremaj | Permukiman Kumuh
aan
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03 Persentase  peningkatan | 1.04.03.2.03.01 Jumlah Rencana Tapak (Site | Kab.
Peningkatan kualitas 100 % kawasan |Penyusunan 1 Dokumen Pinran
Kualitas permukiman kumuh dengan |Rencana  Tapak | Plan) dan Detail g
Kawasan luas di bawah 10Ha sesuai | (Site  Plan) dan | Engineering
Permukiman analisa kebutuhan Detail Engineering | Design (DED)
Kumuh dengan Design (DED) Peremajaan/Pemugaran
Luas di Peremajaan/Pemug | Permukiman Kumuh
Bawah 10 aran
(Sepuluh) Permukiman Kumuh
Ha
1.04.03.2.03.02 Jumlah Rumah Tidak Layak
Perbaikan 0 Unit Huni yang Diperbaiki
Rumah Tidak Layak | Rumah
Huni
1.04.03.2.03.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Kerja Sama Kesepakatan Kerja Pinran
Perbaikan Rumah Sama dalam g
Tidak Perbaikan Rumah
Layak Huni Beserta | Tidak Layak Huni
PSU Beserta PSU
1.04.03.2.03.04 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Koordinasi Laporan Pinran
dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi | g
Pengendalian Pengendalian
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremaj | Pemugaran/Peremajaan
aan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.07 Jumlah Dokumen Data 1 Kab.
Pendataan dan | Dokumen Pinran
Verifikasi Permukiman Kumuh yang | g
Penyelenggaraan Terverifikasi
Kawasan
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Permukiman Kumuh
1.04.04 Berkurangnya 1.04.04.2.01 Persentase pemenuhan 100 | 1.04.04.2.01.01 Jumlah Rumah Tidak Layak | Kab.
PROGRAM jumiah unit RTLH | Pencegahan % Perbaikan ~ Rumah | Huni 50 Unit untuk Pinran
PERUMAHAN 1,59 % (Rumah|Perumahandan | peningkatan kualitas Tidak Layak Huni | Pencegahan Terhadap g
DAN Tidak Layak Huni) | Kawasan rumah sesuai analisa untuk Pencegahan Rumah
KAWASAN Permukiman kebutuhan Terhadap Tumbuh dan
PERMUKIMAN Kumuh pada Tumbuh dan Berkembangnya
KUMUH Daerah Berkembangnya Permukiman
Kabupaten/Kota Permukiman Kumuh | Kumuh di  Luar
di Luar Kawasan
Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh  dengan
Kumuh dengan Luas | Luas di Bawah 10
di (Sepuluh) Ha yang
Bawah 10 (Sepuluh) | Diperbaiki
Ha
1.04.04.2.01.02 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
Kerja Sama Kesepakatan Kerja Pinran
Perbaikan Rumah Sama dalam g
Tidak Perbaikan Rumah
Layak Huni Beserta | Tidak Layak Huni
PSU di Beserta PSU di
Luar Kawasan Luar Kawasan
Permukiman Permukiman
Kumuh dengan Luas | Kumuh dengan Luas di
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Bawah 10 (Sepuluh)
Ha
1.04.05 Persentase Jumlah | 1.04.05.2.01 Persentase Penyelenggaran | 1.04.05.2.01.01 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Kab.
PROGRAM Perumahan 100 % | Urusan PSU 100 % Perencanaan Perencanaan Penyediaan | Pinran
PENINGKATAN | yang sudah | Penyelenggaraan | Perumahan Penyediaan PSU PSU g
PRASARANA, dilengkapi PSU |PSU Perumahan Perumahan
SARANA DAN (Prasarana, Sarana | Perumahan
UTILITAS UMUM | dan Utilitas
(PSU) Umum)
1.04.05.2.01.02 Jumlah Lokasi Perumahan | Kab.
Penyediaan yang 46 Lokasi Pinran
Prasarana, Sarana, | Disediakan g
dan Prasarana, Sarana,
Utilitas Umum di dan Utilitas Umum
Perumahan untuk yang  Menunjang
Menunjang Fungsi | Fungsi Hunian
Hunian
1.04.05.2.01.03 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Koordinasi  dan |Laporan Pinran
Sinkronisasi dalam | Koordinasi dan g
rangka Sinkronisasi dalam
Penyediaan rangka Penyediaan
Prasarana, Prasarana, Sarana, dan
Sarana, dan Utilitas
Utilitas Umum Umum Perumahan
Perumahan
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Persentase 1.05.01.2.01 persentase dokumen 100 % | 1.05.01.2.01.01 Jumlah DokumenQ Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@r¥ncanaan, perencanaan, Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | penganggaran dan kinerja | Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan yang tersusun tepat waktu | Perencanaan Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintahan Evaluasi Kinerja | sesuai aturan Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH daerah Perangkat Persentase Tersedianya Daerah g
KABUPATEN/KO Daerah Dokumen100 %
TA Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
1.05.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
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Perubahan
RKASKPD
1.05.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
1.05.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
1.05.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian3 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.05.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
1.05.01.2.02 jumlah jasa administrasi12 | 1.05.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 11 Kab.
Administrasi bulan keuangan yang Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan terbayarkan Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat tepat waktu ASN Tunjangan ASN
Daerah Persentase Pelayanan100 % Jumlah Orang yang 86
Administrasi Keuangan yang Orang/bulan
Akuntabel Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 4 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil55 | Pinran
Dokumen g
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
1.05.01.2.02.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Jumlah Dokumen 12 | Pinran
Dokumen g
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.05.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
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1.05.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
2 Laporan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
1.05.01.2.03 jumlah laopran rekonsiliasi 5 | 1.05.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi laporan dan penyusunan | Penyusunan 1 Dokumen Pinran
Barang barang milik Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD | g
Milik Daerah daerah pada SKPD Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan
pada Persentase Laporan Barang | Barang Milik Daerah 2 Dokumen
Perangkat 100 % SKPD Barang Mili Daerah SKPD
Daerah Milik Daerah yang tersedia
1.05.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan | g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
1.05.01.2.05 jumlah pengelolaan 12 bulan | 1.05.01.2.05.02 Jumlah Paket Pakaian Dinas | Kab.
Administrasi administrasi kepegawaian | Pengadaan 2 Paket Pinran
Kepegawaian Persentase Sumberdaya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | g
Perangkat 100 % beserta Jumlah  Paket Pakaian
Daerah Aparatur yang mencapai Atribut Dinas 50 Paket beserta
Nilai Kelengkapannya | Atribut Kelengkapan
SKP baik
1.05.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 4 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Jumlah Dokumen
Pendataan 5 Dokumen dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.05.01.2.05.05 Jumlah Dokumen 11 |Kab.
Monitoring, Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi,dan | g
Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
1.05.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti10 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti11 Orang
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
1.05.01.2.06 Jumlah Administrasi Umum | 1.05.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi 12 bulan Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum perangkat daerah Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat Persentase Kebutuhan Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Layanan 100 % Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Komponen
yang terpenuhi Instalasi9 Paket
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor yang Disediakan
BAB Il PRIORITAS BELANJA DAERAH 104




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

1.05.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 4 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang |g
Perlengkapan Disediakan
Kantor Jumlah Paket Peralatan dan
15 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.05.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan6 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n Jumlah Dokumen Bahan20
Dokumen
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.05.01.2.06.09 Jumlah Laporan 12 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Jumlah Laporan 30 Laporan | Pinran
SKPD Penyelenggaraan Rapat |9
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.05.01.2.07 jumlah pengadaan barang | 1.05.01.2.07.01 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan milik 3 unit daerah Pengadaan Perorangan 1 Unit Pinran
Barang Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan g
Milik Daerah Barang 95 % Perorangan Dinas
Penunjang Milik Daerah yang tersedia | Dinas atau Jabatan yang Disediakan
Urusan sesuai analisa kebutuhan | Kendaraan Dinas | Jumlah Unit Kendaraan
Pemerintah Jabatan Perorangan 2 Unit
Dagerah Dinas atau Kendaraan
Dinas
Jabatan yang Disediakan
1.05.01.2.07.02 Jumlah Kendaraan Dinas Kab.
Pengadaan Yang 1 Unit Pinran
Kendaraan Dinas Sesuai Analisa Kebutuhan | g
Operasional atau Diadakan
Lapangan Jumlah Unit Kendaraan
Dinas 0 Unit
Operasional atau Lapangan
yang
Disediakan
1.05.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 3 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
1.05.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 2 Unit Pinran
Peralatan dan Mesin | Lainnya yang Disediakan g
Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin 3 Unit
Lainnya yang Disediakan
1.05.01.2.08 jumlah jasa penunjang 7|1.05.01.2.08.01 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa | org/bulan urusan | Penyediaan 10 Laporan Pinran
Penunjang pemerintahan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat g
Urusan daerah Jumlah Laporan Penyediaan
Pemerintahan Persentase Layanan Jasa 30 Laporan
Daerah 100 % Jasa Surat Menyurat
Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah
yang tersedia
1.05.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 3 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik | Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
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1.05.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 8 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
1.05.01.2.09 jumlah barang milik daerah | 1.05.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas6 | Kab.
Pemeliharaan yang 12 unit terpelihara Penyediaan Unit Pinran
Barang Persentase Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Barang 95 % Biaya Lapangan yang
Penunjang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas Jumlah Kendaraan Dinas12
Operasional atau Unit
Lapangan Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1.05.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 0 Unit Pinran
Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara g
Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin
10 Unit
Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin
17 Unit
Lainnya yang Dipelihara
1.05.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan
2 Unit
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.05.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 1 Unit| Pinran
bilitasi Gedung Kantor atau g
Sarana dan Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan
Prasarana 8 Unit
Gedung Kantor atau
Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.05.02 Persentase  warga | 1.05.02.2.01 Persentase Penanganan 1.05.02.2.01.01 Jumlah Kasus Gangguan10
PROGRAM negara yang 95 % |Penanganan Gangguan 95 % trantibum | Pencegahan Kasus
PENINGKATAN | memperoleh Gangguan dalam Wilayah Gangguan Ketenteraman dan
KETENTERAMA | layanan akibat | Ketenteraman Kab.Pinrang Ketenteraman dan | Ketertiban
N penegakan hukum |dan  Ketertiban Ketertiban Umum Umum yang Dicegah
DAN perda dan perkada | Umum dalam 1 Melalui Deteksi Dini | Melalui
KETERTIBAN (Satu) Daerah dan Deteksi Dini dan Cegah
UMUM Kabupaten/Kota Cegah Dini, Dini,
Pembinaan dan Pembinaan dan
Penyuluhan, Penyuluhan,
Pelaksanaan Pelaksanaan Patroli,
Patroli, Pengamanan, dan
Pengamanan, dan | Pengawalan
Pengawalan
1.05.02.2.01.02 Jumlah Kasus Gangguan0 | Kab.
Penindakan Kasus Pinran
Atas Gangguan Ketenteraman dan g
Ketenteraman  dan | Ketertiban
Ketertban ~ Umum | Umum berdasarkan Perda

berdasarkan Perda
dan Perkada Melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk
Rasa dan

dan

Perkada Melalui Penertiban
dan

Penanganan Unjuk Rasa
dan
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Kerusuhan Massa Kerusuhan Massa yang
Dilakukan Penindakan
Jumlah Kasus Gangguan10
Kasus
Ketenteraman dan
Ketertiban
Umum berdasarkan Perda
dan
Perkada Melalui Penertiban
dan
Penanganan Unjuk Rasa
dan
Kerusuhan Massa yang
Dilakukan Penindakan
1.05.02.2.01.03 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Koordinasi Dokumen Pinran
Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi g
Ketentraman dan Penyelenggaraan
Ketertiban Ketenteraman, Ketertiban
Umum serta Umum dan Perlindungan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Masyarakat Tingkat | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Jumlah Dokumen yang 0 Kab.
Pemberdayaan Dokumen Pinran
Perlindungan Memuat Hasil g
Masyarakat dalam | Pemberdayaan
rangka Perlindungan
Ketentraman  dan | Masyarakat dalam
Ketertiban Umum rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen yang 1
Dokumen
Memuat Hasil
Pemberdayaan
Perlindungan
Masyarakat dalam
rangka
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.06 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Kerja Sama antar Dokumen Pinran
Lembaga dan Pelaksanaan Kerja g
Kemitraan dalam Sama antar
Teknik Lembaga dan
Pencegahan dan Kemitraandalam
Penanganan Teknik
Gangguan Pencegahan Kejahatan
Ketentraman dan
Ketertiban
Umum
1.05.02.2.02 Persentase Penegakkan | 1.05.02.2.02.02 Jumlah Laporan Hasil 4 | Kab.
Penegakan Peraturan 100 % Daerah | Pengawasan Laporan Pinran
Peraturan dalam Wilayah Kab. Atas Kepatuhan Pelaksanaan Pengawasan |g
Daerah Pinrang Terhadap yang
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Dilakukan Terhadap
dan Peraturan Kepatuhan
Peraturan Daerah dan Terhadap Pelaksanaan
Bupati/Wali Peraturan Peraturan Daerah dan
Kota Bupati/Wali Kota Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03 Jumlah Laporan Kab.
Penanganan Pelaksanaan 4 Laporan | Pinran
Atas Pelanggaran Penanganan Atas g
Peraturan Pelanggaran
Daerah dan Peraturan Daerah dan
Peraturan Peraturan Gubernur yang
Bupati/Wali Kota Dapat Ditangani Sesuai
SOP
1.05.03 Persentase Jumlah | 1.05.03.2.01 jumlah daerah rawan 12 | 1.05.03.2.01.01 Jumlah Dokumen Kajian5
PROGRAM Warga100 % Pelayanan kecamatan bencana yg Penyusunan Dokumen
PENANGGULAN | Negara Yang Informasi Rawan | memperoleh layanan Kajian Risiko Risiko Bencana yang
GAN Memperoleh Bencana informasi rawan bencana Bencana Dilegalisasi
BENCANA Layanan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
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Bencana
1.05.03.2.02 jumlah daerah yang 12 1.05.03.2.02.02 Jumlah Warga Negara dan
Pelayanan kecamatan Pelatihan 50 Orang
Pencegahan dan | mendapatkan Pencegahan dan Aparatur yang Mengikuti
Kesiapsiagaan layanan Mitigasi Pelatihan Pencegahan dan
Terhadap pencegahan dan Bencana Mitigasi Bencana
Bencana kesiapsigaan Kabupaten/Kota
terhadap bencana
1.05.03.2.02.04 Jumlah Peralatan Kab.
Penyediaan Penyelamatan 5 Unit | Pinran
Peralatan Diri bagi Individu Warga g
Perlindungan dan Negara,
Kesiapsiagaan Keluarga, maupun Petugas
Terhadap
Bencana
1.05.03.2.02.07 Jumlah Penanganan 12 | Kab.
Penanganan bulan Pinran
Pascabencana Pascabencana yang g
Kabupaten/Kota terlaksana
1.05.03.2.02.08 Jumlah Personil TRC yang | Kab.
Pengembangan 15 Orang Pinran
Kapasitas Dikembangkan g
Tim Reaksi Cepat Kapasitas Teknis dan
(TRC) Manajerialnya
Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03 jumlah wilayah yang 12 |1.05.03.2.03.02 Jumlah Dokumen SK 12 | Kab.
Pelayanan kecamatan ~ mendapatkan | Respon Dokumen Pinran
Penyelamatan layanan penyelamatan dan | Cepat Darurat Penetapan Status Darurat | g
dan evakuasi korban Bencana Bencana dan SKPDB yang
Evakuasi Korban Kabupaten/Kota Ditetapkan Paling Lama
Bencana 1x24 Jam berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan Kaji
Cepat
1.05.03.2.03.03 Jumlah Korban yang 12 Kab.
Pencarian, kecamatan Pinran
Pertolongan dan Berhasil Ditemukan, g
Evakuasi Ditolong, dan Dievakuasi
Korban Bencana Per Jenis Kejadian Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.04 Jumlah Korban Bencana 12 | Semua
Penyediaan kecamatan yang | Kab/K
Logistik Mendapatkan ota
Penyelamatan dan | Distribusi Logistik
Evakuasi Korban Penyelamatan dan
Bencana Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.04 Persentase 1.05.04.2.01 Persentase Layanan 1.05.04.2.01.01 Jumlah Dokumen NSPM1 | Kab.
PROGRAM pelayanan Pencegahan, Pencegahan, 95 % | Pencegahan Dokumen Pinran
PENCEGAHAN, | penyelamatan Pengendalian, Pengendalian, Pemadaman, | Kebakaran dalam Pencegahan/Penanggulang |g
PENANGGULAN | dan evakuasi Pemadaman, Penyelematan dan Daerah an
GAN, korban Penyelamatan, | Penanganan Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Daerah
PENYELAMATAN | Kebakaran dan Bahan Berbahaya dan Kabupaten/Kota Setiap
KEBAKARAN Penanganan Beracun Tahunnya
DAN Bahan Kebakaran Dalam Daerah
PENYELAMATAN Berbahaya dan | Kabupaten Kota
NON Beracun
KEBAKARAN Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kot
a
1.05.04.2.01.02 Jumlah Laporan Hasil 12 | Kab.
Pemadaman  dan |Laporan Pinran
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan g
Kebakaran dalam | Kesiapsiagaan
Daerah Petugas Piket dan
Kabupaten/Kota Pemadaman
Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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1.05.04.2.01.06 Jumlah Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana 5 Unit | Pinran
Sarana dan Untuk Pencegahan dan g
Prasarana Penanggulangan Kebakaran
Pencegahan, dan
Penanggulangan Alat Pelindung Diri yang
Kebakaran dan Alat| Sah dan
Pelindung Diri Legal Sesuai Standar
Teknis Terkait
1.05.04.2.01.07 Jumlah Aparatur Pemadam
Pembinaan 24 Orang
Aparatur Pemadam | Kebakaran yang Memiliki
Kebakaran Sertifikasi
Keterampilan ~ Teknis
dan Analis Dalam
Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01 Persentase 1.06.01.2.01 Persentase dokumen 100 % | 1.06.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
PROGRAM ketercapaian P@éncanaan, perencanaan, Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | penganggaran  dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
URUSAN penunjang urusan | dan kinerja yang tersusun Dokumen Penyusunan
PEMERINTAHAN | Pemerintahan Evaluasi Kinerja | tepat waktu dansesuai RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
DAERAH Daerah Perangkat aturan
KABUPATEN/KO Daerah
TA
1.06.01.2.01.03 Jumlah Dokumen RKA- Kab.
Koordinasi dan |SKPD1 Dokumen Pinran
Penyusunan yang tersusun sesuai aturan | g
Dokumen
Perubahan  RKA-
SKPD
1.06.01.2.01.04 Jumlah Dokumen DPA- Semua
Koordinasi dan | SKPD1 Dokumen Kab/K
Penyusunan  DPA-| yang tersusun sesuai aturan | ota
SKPD Kab.
Pinran
9
1.06.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
Hasil Target Keluaran Target Keluaran Sub | Target
Program | Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.06.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian2 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.06.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi1 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
1.06.01.2.02 Persentase ketercapaian100 |1.06.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 32 Kab.
Administrasi % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan pengelolaan Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat administrasi keuangan ASN Tunjangan ASN
Daerah SKPD
1.06.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil12 | Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
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1.06.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 |Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Penguijian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
9
1.06.01.2.02.05 Jumlah laporan keuangan | Kab.
Koordinasi dan akhir 1 Laporan tahun yang | Pinran
Penyusunan tersusun tepat waktu g
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 4 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
Semesteran SKPD
1.06.01.2.03 Persentase ketercapaian100 | 1.06.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi % Penyusunan 1 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang pengelolaan barang milik Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah daerah SKPD Kebutuhan
pada Barang Milik Daerah
Perangkat SKPD
Daerah
1.06.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
1.06.01.2.05 Persentase ketercapaian100 |1.06.01.2.05.03 Jumlah Dokumen |Kab.
Administrasi % Pendataan dan | Pendataan 7 Dokumen dan | Pinran
Kepegawaian pengelolaan administrasi Pengolahan Pengolahan ~ Administrasi | g
Perangkat kepegawaian SKPD Administrasi Kepegawaian
Daerah Kepegawaian
1.06.01.2.05.05 Jumlah Dokumen 12 |Kab.
Monitoring, Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi, dan g
Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
1.06.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti12 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
1.06.01.2.06 Persentase ketercapaian100 | 1.06.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi % Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum pelayanan administrasi Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat umum SKPD Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
1.06.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 3 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang |g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
1.06.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang | Kab.
Penyediaan Cetakan dan 1 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
1.06.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan10 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
1.06.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 1 Paket| Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
1.06.01.2.06.09 Jumlah Laporan 80 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
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Konsultasi Pinran
SKPD g
1.06.01.2.07 Persentase ketercapaian100 |1.06.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan % Pengadaan Dinas 1 Unit Pinran
Barang pengadaan Barang MiliK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah Daerah Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
1.06.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 5 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
1.06.01.2.07.08 Jumlah  Unit Aset Tak|Kab.
Pengadaan Berwujud 1 Unit yang|Pinran
Aset Tak Berwujud | Disediakan g
1.06.01.2.08 Persentase ketercapaian 1.06.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa |jasa 100 % Penyediaan 12 Laporan Pinran
Penunjang Penunjang urusan | Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Urusan pemerintahan daerah | Sumber Daya Air dan Listrik yang
Pemerintahan SKPD Daya Air dan Listrik | Disediakan
Daerah
1.06.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
1.06.01.2.09 Persentase ketercapaian100 | 1.06.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan Kab.
Pemeliharaan % Penyediaan Perorangan 11 Unit | Pinran
Barang pemeliharaan  barang Jasa Pemeliharaan, | Dinas atau g
Milik Daerah milik daerah SKPD Biaya Kendaraan Dinas
Penunjang Pemeliharaan, dan | Jabatan yang
Urusan Pajak Dipelihara  dan
Pemerintahan Kendaraan dibayarkan
Daerah Perorangan Pajaknya
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
1.06.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 15 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
1.06.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
1.06.02 Cakupan Tenaga 1.06.02.2.03 Persentase Pemberdayaan | 1.06.02.2.03.01 Jumlah Orang Mendapat12 | Kab.
PROGRAM Kesejahteraan Pengembangan | Sosial 100 % yang Peningkatan Orang Pinran
PEMBERDAYAA 100 % |Potensi Sumber | dilaksanakan Kemampuan Potensi | Peningkatan Kapasitas g
N Sosial Yang Dibina | Kesejahteraan Pekerja Pekerja
SOSIAL Sosial Sosial Masyarakat | Sosial Masyarakat
Daerah Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02 Jumlah Tenaga Kab.
Peningkatan Kesejahteraan 12 Orang | Pinran
Kemampuan Potensi | Sosial Kecamatan g
Tenaga Kewenangan
Kesejahteraan Kabupaten/Kota yang
Sosial Meningkat Kapasitasnya
Kecamatan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Persentase Tenaga 100 %
Kesejahteraan yang
potensinya dikembangkan
1.06.02.2.03.03 Jumlah Keluarga yang 40 | Kab.
Peningkatan Keluarga Pinran
Kemampuan Potensi | Meningkat Kapasitasnya g
Sumber Kewenangan
Kesejahteraan Kabupaten/Kota
Sosial Keluarga Persentase Tenaga 100 %
Kewenangan Kesejahteraan yang
Kabupaten/Kota potensinya
dikembangkan
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1.06.02.2.03.04 Jumlah Lembaga 1 Lembaga | Kab.
Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang | Pinran
Kemampuan Potensi | Meningkat Kapasitasnya g
Sumber Kewenangan
Kesejahteraan Kabupaten/Kota
Sosial Kelembagaan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05 Jumlah Sertifikat yang dari | Kab.
Peningkatan 12 Sertifikat Pinran
Kemampuan Hasil Peningkatan Sumber | g
Sumber Daya Daya Manusia dan
Manusia dan Lembaga
Penguatan Konsultasi Kesejahteraan
Lembaga Konsultasi | Keluarga (LK3)
Kesejahteraan Kewenangan
Keluarga Kabupaten/Kota
(LK3)
1.06.03 Persentase 1.06.03.2.01 Persentase Pelaksanaan100 | 1.06.03.2.01.01 Jumlah Warga Negara Kab.
PROGRAM Pemulangan WNI Pemulangan % Fasilitasi Migran5 Orang Pinran
PENANGANAN 100% |Warga pemulangan  warga Pemulangan Warga | Korban Tindak g
WARGA Migran Negara Migran | negara migran korban Negara Kekerasan yang
NEGARA Korban Tindak tindak kekerasan Migran Korban dipulangkan dari Titik
MIGRAN Kekerasan dari | yang dilaksanakan Tindak Debarkasi di Daerah
KORBAN Titik Kekerasan dari Titik | Provinsi untuk
TINDAK Debarkasi di Debarkasi di dipulangkan ke
KEKERASAN Daerah Daerah Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Asal Kewenangan
untuk untuk Kabupaten/Kota
Dipulangkan ke dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
Asal Asal
1.06.04 Persentase Capaian | 1.06.04.2.01 Persentase kegiatan 1.06.04.2.01.01 Jumlah Orangyang 100 |Kab.
PROGRAM SPM Bidang 100 % | Rehabilitasi rehabilitasi 100 % sosial Penyediaan Orang Pinran
REHABILITASI Sosial Sosial dasar penyandang Permakanan Mendapatkan g
SOSIAL Dasar rehabilitas terlantar,anak Pemenuhan Kebutuhan
Penyandang terlantar, lanjut usia Permakanan Sesuai
Disabilitas terlantar,serta gelandangan dengan Standar Gizi
Terlantar, pengemis diluar panti sosial Minimal Kewenangan
Anak Terlantar, | yang dilaksanakan Kabupaten/Kota
Lanjut
Usia Terlantar,
serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti
Sosial
1.06.04.2.01.02 Jumlah Orang yang Kab.
Penyediaan Menerima50 Orang Pinran
Sandang Pakaian dan Kelengkapan |g
Lainnya yang Tersedia
dalam 1
Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.03 Jumlah Orang yang15 Orang | Kab.
Penyediaan Mendapatkan Alat Pinran
Alat Bantu Bantu dan Alat g
Bantu Peraga
Sesuai  kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.04 Jumlah Orang yang10 Orang | Kab.
Pemberian Mendapatkan Pelayanan Pinran
Pelayanan Reunifikasi Keluarga g
Reunifikasi Kewenangan
Keluarga Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.05 Jumlah Peserta Bimbingan | Kab.
Pemberian 100 Orang Pinran
Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan | g

Mental,
Spiritual, dan Sosial

Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.01.06 Jumlah Peserta Bimbingan | Kab.
Pemberian 100 Orang Pinran
Bimbingan Sosial Sosial kepada g
kepada Keluarga Penyandang
Keluarga Disabilitas
Penyandang Terlantar, Anak Terlantar,
Disabilitas Terlantar, | Lanjut Usia Terlantar, serta
Anak Gelandangan Pengemis dan
Terlantar, Lanjut Masyarakat Kewenangan
Usia Kabupaten/Kota
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
1.06.04.2.01.07 Jumlah Orangyang 12 | Kab.
Fasilitasi Kecamata Pinran
Pembuatan Nomor | Terpenuhi Kebutuhan g
Induk Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta | Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Kelahiran, Surat Nikah, dan
Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi
Kartu Identitas Anak | Penyandang Disabilitas
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.08 Jumlah Orang yang 12 Kab.
Pemberian Kecamatan Pinran
Akses ke Layanan | Mendapatkan Akses ke g
Pendidikan dan Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Kesehatan Dasar
Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.09 Jumlah Orangyang 12 Kab.
Pemberian Kecamatan Pinran
Layanan Datadan | Mendapatkan Layanan g
Pengaduan Data dan Pengaduan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.10 Jumlah Orang yang 12 Kab.
Pemberian Kecamatan Pinran
Layanan Mendapatkan Pelayanan g
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.11 Jumlah Orang yang10 Orang | Kab.
Pemberian Mendapatkan Pelayanan Pinran
Pelayanan Penelusuran Keluarga g
Penelusuran Kewenangan
Keluarga Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.12 Jumlah Orang Mendapatkan | Kab.
Pemberian 10 Orang Pinran
Layanan Rujukan Layanan Rujukan g
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02 Persentase kegiatan | 1.06.04.2.02.01 Jumlah Orangyang 12 Kab.
Rehabilitasi rehabilitasi 100 % sosial | Pemberian Kecamatan Pinran
Sosial yang dilaksanakan Layanan Datadan | Mendapatkan Layanan g
Penyandang Pengaduan Data dan Pengaduan
Masalah Kewenangan
Kesejahteraan Kabupaten/Kota
Sosial
(PMKS) Lainnya
Bukan
Korban HIV/AIDS
dan
NAPZA di Luar
Panti
Sosial
1.06.04.2.02.02 Jumlah Orang yang 12 Kab.
Pemberian Kecamatan Pinran
Layanan Mendapatkan Pelayanan g
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.03 Jumlah Orangyang 100 |Kab.
Penyediaan Orang Pinran
Permakanan Mendapatkan

Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
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Minimal Kewenangan

Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.04 Jumlah orang  yang |Kab.
Penyediaan Menerima 50  Orang |Pinran
Sandang pakaian dan kelengkapan |g
lainnya yang Tersedia
dalam 1 tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.05 Jumlah Orang yang 5 Orang | Kab.
Penyediaan Mendapatkan Alat Bantu Pinran
Alat Bantu dan g
Alat Bantu Peraga sesuai
Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.06 Jumlah Orang yang15 Orang | Kab.
Penyediaan Mendapatkan Pemenuhan | Pinran
Perbekalan Kebutuhan Perbekalan g
Kesehatan di Kesehatan di Luar Panti
Luar Panti Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.07 Jumlah Peserta Bimbingan | Kab.
Pemberian 100 Orang Pinran
Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan | g
Mental, Sosial Kewenangan
Spiritual, dan Sosial | Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.08 Jumlah Peserta dalam 100 |Kab.
Pemberian Orang Pinran
Bimbingan Sosial Pemberian
kepada Bimbingan  Sosial
Keluarga kepada Keluarga
Penyandang Penyandang
Masalah Masalah
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial  (PMKS) | Sosial
Lainnya  Bukan (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS Korban
dan NAPZA HIV/AIDS dan NAPZA
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.09 Jumlah Orang yang50 Orang | Kab.
Fasilitasi Membutuhkan Pembuatan | Pinran
Pembuatan Nomor | Nomor Induk g
Induk Kependudukan,
Kependudukan, Akta | Kartu Tanda
Kelahiran, Surat Penduduk,  Akta
Nikah, dan Kelahiran,  Surat
Kartu Identitas Anak | Nikah,  dan/atau
|dentitas Anak bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.10 Jumlah Orang yang 12 Kab.
Pemberian Kecamatan Pinran
Akses ke Layanan | Mendapatkan Akses ke g
Pendidikan dan Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Kesehatan Dasar
Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.12 Jumlah Orang yang 5 Orang | Kab.
Pemberian Mendapatkan Pelayanan Pinran
Pelayanan Reunifikasi Keluarga g
Reunifikasi Kewenangan
Keluarga Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.13 Jumlah Orang 12 Kecamatan | Kab.
Pemberian Mendapatkan Layanan Pinran
Layanan Rujukan Rujukan Kewenangan g

Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.02.14 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Kerja Sama antar Dokumen Pinran
Lembaga dan Koordinasi dan Kerja g
Kemitraan dalam Sama antar
Pelaksanaan Lembaga dan
Rehabilitasi Kemitraan dalam
Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi
Kabupaten/Kota Sosial Kabupaten/Kota
1.06.05 Persentase 1.06.05.2.01 Persentase  pelaksanaan | 1.06.05.2.01.01 Jumlah Anak-Anak Terlantar | Kab.
PROGRAM perindungan  dan | Pemeliharaan kegiatan 100 % | Penjangkauan Anak- 10 Orang yang | Pinran
PERLINDUNGAN | 100 %  jaminan | AnakAnak pemeliharaan  anak-anak | Anak Dijangkau Kewenangan g
DAN sosial Terlantar terlantar yang terlaksana Terlantar Kabupaten/Kota
JAMINAN
SOSIAL
1.06.05.2.01.02 Jumlah Anak-Anak | Kab.
Rujukan Terlantar 10 Orang yang | Pinran
Anak-Anak Terlantar | Mendapat Rujukan |g
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.01.03 Jumlah Anak Terlantar yang | Kab.
Pemantauan 10 Orang Pinran
Terhadap Terpantau dan Terpelihara |g
Pelaksanaan Kewenangan
Pemeliharaan Anak | Kabupaten/Kota
Terlantar
1.06.05.2.02 Persentase  pelaksanaan | 1.06.05.2.02.01 Jumlah Fakir Miskin 12 Kab.
Pengelolaan kegiatan 100 % | Pendataan Fakir Kecamatan Pinran
Data pengelolaan  data  fakir | Miskin Cakupan Cakupan Daerah g
Fakir Miskin miskin  cakupan daerah | Daerah Kabupaten/Kota yang
Cakupan kabupaten/ kota Kabupaten/Kota Didata
Daerah
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Jumlah Keluargayang 5 | Kab.
Pengelolaan Keluarga Pinran
Data Fakir Miskin Mendapatkan Pengentasan | g
Cakupan Fakir Miskin
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.03 Jumlah Keluarga Penerima | Kab.
Fasilitasi 10 Keluarga Pinran
Bantuan Sosial Manfaat (KPM) yang g
Kesejahteraan Mendapatkan Bantuan
Keluarga Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.04 Jumlah Orang Mendapatkan | Kab.
Fasilitasi 5Orang Pinran
Bantuan Bantuan Pengembangan g
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Ekonomi Masyarakat | Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06 Persentase korban | 1.06.06.2.01 Persentase pelaksanaan100 | 1.06.06.2.01.01 Jumlah Orang yang50 Orang | Kab.
PROGRAM bencana alam 100 | Perlindungan % Penyediaan Mendapatkan Permakanan | Pinran
PENANGANAN | % dan sosial yang |Sosial ~ Korban | perlindungan sosial Makanan 3x1 g
BENCANA terpenuhi kebutuhan |Bencana  Alam | korban bencana alam Hari dalam Masa Tanggap
dasarnya pada saat | dan Sosial dan sosial kabupaten / Darurat (Pengungsian)
dan setelah tanggap | Kabupaten/Kota | kota Kewenangan
darurat  bencana Kabupaten/Kota
daerah
kabupaten/kota
1.06.06.2.01.02 Jumlah Orang yang50 Orang | Kab.
Penyediaan Mendapatkan Pakaian dan | Pinran
Sandang Kelengkapan Lainnya yang |g
Tersedia pada Masa
Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.03 Jumlah Tempat | Kab.
Penyediaan Pengungsian 1 Unit | Pinran
Tempat Kewenangan g
Penampungan Kabupaten/Kota
Pengungsi
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1.06.06.2.01.04 Jumlah Orangyang 12 Kab.
Penanganan Kecamatan Pinran
Khusus bagi Mendapatkan Penanganan |g
Kelompok Khusus bagi Kelompok
Rentan Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.05 Jumlah Korban Bencana Kab.
Pelayanan yang 100 Orang Pinran
Dukungan Mendapatkan Layanan g
Psikososial Dukungan Psikososial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02 Persentase 1.06.06.2.02.01 Jumlah Kampung yang 1 Kab.
Penyelenggaraan | penyelenggaraan 100 % |Koordinasi, Kampung Pinran
Pemberdayaan | pemberdayaan masyarakat | Sosialisasi dan Melaksanakan Koordinasi, |g
Masyarakat terhadap  kesiapsiangaan | Pelaksanaan Sosialisasi dan
Terhadap bencana kabupaten / kota | Kampung Siaga Pelaksanaan
Kesiapsiagaan yang terlaksana Bencana Kampung Siaga Bencana
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Jumlah Orang yang50 Orang | Kab.
Koordinasi, Melaksanakan Koordinasi, | Pinran
Sosialisasi dan Sosialisasi dan g
Pelaksanaan Pelaksanaan
Taruna Siaga Taruna Siaga Bencana
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.07 Persentase 1.06.07.2.01 persentase pelaksanaan100 | 1.06.07.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
PROGRAM pengelolaan taman | Pemeliharaan % Rehabilitasi Dokumen Pinran
PENGELOLAAN 100% | Taman pemeliharaan taman Sarana dan Rehabilitasi serta g
TAMAN MAKAM | makam pahlawan Makam makam  pahlawan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan
PAHLAWAN Pahlawan nasional kabupaten / Taman Makam Prasarana Taman Makam
Nasional kota yang terlaksana Pahlawan Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02 Jumlah Makamyang 10 | Kab.
Pemeliharaan Makam Pinran
Taman Terpenuhi g
Makam Pahlawan Pemeliharannya
Nasional pada Taman Makam
Kabupaten/Kota Pahlawan
Kabupaten/Kota
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.01 Persentase 2.07.01.2.01 Persentase tercapainya 100 |2.07.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM Ketercapaian P@r¥ncanaan, % Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG Pelayanan Penganggaran, | Perencanaan dan evaluasi | Dokumen Daerah ota
URUSAN Penunjang dan Kinerja perangkat daerah Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | Pemerintahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Daerah Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.07.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.07.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.07.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.07.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
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Perubahan
DPASKPD
2.07.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.07.01.2.02 Persentase ketercapaian100 |2.07.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 45 Kab.
Administrasi % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan pelayanan administrasi Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat keuangan ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.07.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil12 | Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.07.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 | Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
9
2.07.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.07.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 4 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
2.07.01.2.03 Persentase laporan dan aset | 2.07.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Administrasi yang 100 % akuntabel Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Barang Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Milik Daerah Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
pada Milik Daerah pada SKPD
Perangkat SKPD
Daerah
2.07.01.2.05 Persentase sumberdaya 2.07.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi aparatur 100 % yang Pengadaan Dinas 1 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian mencapai nilai SKP Baik Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat dan Kelengkapa Lainnya beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
2.07.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 3 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan ~ Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.07.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti10 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
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2.07.01.2.06 Persentase tercapainya 2.07.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi pelayanan 100 % Penyediaan Instalasi4 Paket Pinran
Umum administrasi umum Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat perangkat Daerah Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.07.01.2.06.05 Jumlah  Paket Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan 12 Paket dan |Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang |g
Penggandaan Disediakan
2.07.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan12 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
2.07.01.2.06.09 Jumlah Laporan 100 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.07.01.2.07 Persentase kebutuhan | 2.07.01.2.07.01 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan barang 100 % milik daerah | Pengadaan Perorangan 1 Unit Pinran
Barang terpenuhi Kendaraan Dinas atau Kendaraan g
Milik Daerah Perorangan Dinas
Penunjang Dinas atau Jabatan yang Disediakan
Urusan Kendaraan Dinas
Pemerintah Jabatan
Daerah
2.07.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan Dinas 2 Unit Pinran
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Operasional atau yang
Lapangan Disediakan
2.07.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 5 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
2.07.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 7 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.07.01.2.08 Persentase kebutuhan 2.07.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa |layanan100 % Penyediaan Penyediaan 55 Laporan | Pinran
Penunjang administrasi perkantoran Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat g
Urusan yang terpenuhi
Pemerintahan
Daerah
2.07.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik | Disediakan
2.07.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.07.01.2.09 Persentase sarana dan 2.07.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas11 | Kab.
Pemeliharaan prasrana 100 % aparatur | Penyediaan Unit Pinran
Barang yang terpelihara Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.07.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 26 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.07.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
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2.07.02 Persentase kegiatan |2.07.02.2.01 Persentase penyusunan 2.07.02.2.01.02 Jumlah Perusahaan yang |Kab.
PROGRAM yang 1,05 % Penyusunan RTK yang 100 % terpenuhi | Penyusunan 10 Perusahaan Menyusun | Pinran
PERENCANAAN | dilaksanakan yang |Rencana Rencana Tenaga RTK Mikro g
TENAGA KERJA | mengacu ke | Tenaga Kerja Kerja Mikro
rencana  tenaga |(RTK)
kerja.
2.07.03 Persentase tenaga | 2.07.03.2.01 Besaran pelaksanaan | 2.07.03.2.01.01 Jumlah Tenaga Kerjayang | Kab.
PROGRAM kerja2,50 % Pelaksanaan pelatihan 100 % berbasis | Proses 80 Orang Pinran
PELATIHAN bersertifikat Pelatihan kompetensi Pelaksanaan Mendapat Pelatihan g
KERJA kompetensi berdasarkan Unit Pendidikan dan Berbasis
DAN Kompetensi Pelatihan Kompetensi pada Tahun n
PRODUKTIVITAS Keterampilan bagi
TENAGA KERJA Pencari Kerja
berdasarkan
Klaster Kompetensi
2.07.03.2.01.03 Jumlah Pengadaandan 6 |Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Sarana Pelatihan Pemeliharaan Sarana g
Kerja Pelatihan Kerja
Kabupaten/Kota
2.07.03.2.02 Persentase Lembaga 2.07.03.2.02.01 Jumlah Lembaga Pelatihan | Kab.
Pembinaan pelatihan 100 % Kerja Pembinaan 42 Lembaga Pinran
Lembaga swasta yang dibina Lembaga Pelatihan | Kerja Swasta yang Dibina |g
Pelatihan Kerja Kerja
Swasta Swasta
2.07.03.2.03 Persentase lembaga 2.07.03.2.03.01 Jumlah Sumber Daya 10 | Kab.
Perizinan  dan | pelatihan100 % Penyediaan Perizinan Pinran
Pendaftaran Kerja swasta yang Sumber Daya Perizinan Lembaga g
Lembaga mendapatkan ijin Perizinan Pelatihan
Pelatihan Lembaga Pelatihan | Kerja Secara Terintegrasi
Kerja Kerja
Secara Terintegrasi
2.07.03.2.04 Persentase produktivitas 15 |2.07.03.2.04.01 Jumlah Perusahaan Kecil | Kab.
Konsultansi % Pelaksanaan 20  Perusahaan  yang |Pinran
Produktivitas perusahaan kecil yang Konsultasi Mendapat g
pada terdata Produktivitas Konsultansi Peningkatan
Perusahaan Kecil kepada Perusahaan | Produktivitas
Kecil
2.07.03.2.05 Persentase Alumni Lembaga |2.07.03.2.05.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengukuran 55 % Pengukuran Dokumen Pinran
Produktivitas Pelatihan Ketenagakerjaan | Kompetensi dan Pengukuran Produktivitas | g
Tingkat yang Produktivitas dan
Daerah kompoten Tenaga Kerja Daya Saing Tenaga Kerja di
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
2.07.04 Persentase tenaga | 2.07.04.2.01 Persentase pencari kerja 2.07.04.2.01.02 Jumlah Tenaga Kerjayang | Kab.
PROGRAM kerja yang 60 % |Pelayanan antar| yang 100 % terlayani | Pelayanan antar 800 Orang Pinran
PENEMPATAN ditempatkan ( dalam | Kerja di Daerah Kerja Ditempatkan Melalui g
TENAGAKERJA | dan Iluar negeri) | Kabupaten/Kota Layanan
melalui  mekanisme AKAD dan AKL
layanan antar kerja
dalam wilayah
kabupaten.
2.07.04.2.01.03 Jumlah Pencari Kerjayang | Kab.
Penyuluhan  dan 50 Orang Pinran
Bimbingan Jabatan | Mendapatkan Penyuluhan |g
bagi Pencari Kerja | dan
Bimbingan Jabatan
2.07.04.2.01.05 Jumlah Tenaga Kerjayang | Kab.
Perluasan 20 Orang Pinran
Kesempatan Kerja | Diberdayakan Melalui g
program
Perluasan Kesempatan
Kerja
2.07.04.2.02 persentase LPTKS yang100 |2.07.04.2.02.02 Jumlah LPTKS yang Kab.
Penerbitan % Pengawasan  dan | Dilakukan 3 Lembaga Pinran
Izin Lembaga mendapatkan ljin Pengendalian Pengawasan dan g
Penempatan LPTKS Pengendalian Sesuai
Tenaga  Kerja dengan
Swasta (LPTKS) Aturan yang Berlaku
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03 persentase penyebarluasan | 2.07.04.2.03.02 Jumlah Pencari dan Pemberi | Kab.
Pengelolaan 100 % Pelayanan dan 200 Orang Pinran
Informasi informasi pasar kerja Penyediaan Kerja yang Terdaftar dalam |g
Pasar Kerja yang disebarkan secara Informasi Pasar Kerja Melalui Sistem
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online

Pasar Kerja Online

Online (Karir Hub)

2.07.04.2.04 persentase PMI (Pra dan|2.07.04.2.04.03 Jumlah PMI Purna yang 20 | Kab.
Pelindungan puma 80 % Penempatan) | Pemberdayaan Orang Pinran
PMI (Pra dan | yang terlindungi Pekerja Diberdayakan g
Pumna Migran Indonesia
Penempatan) di Puma
Daerah Penempatan
Kabupaten/Kota
2.07.05 Persentase 2.07.05.2.01 Persentase perusahaan | 2.07.05.2.01.01 Jumlah Perusahaan yang Kab.
PROGRAM perusahaan yang 65 | Pengesahan yang 30 % menerapkan PP | Pengesahan 5 Perusahaan Pinran
HUBUNGAN % menerapkan | Peraturan dan PKB Peraturan Melaksanakan Pengesahan | g
INDUSTRIAL tatakelola kerja yang | Perusahaan dan Perusahaan bagi Peraturan Perusahaan yang
layak Pendaftaran Perusahaan Terkait dengan Hubungan
(PP,PKB,LKS,Biparti | Perjanjian Industrial dan Terdaftar di
t Struktur skala upah | Kerja Bersama WLKP Online
dan terdaftar BPJS | untuk
Perusahaan yang
Hanya
Beroperasi dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.02 Jumlah Perusahaan yang Kab.
Pendaftaran 1 Perusahaan Pinran
Perjanjian Kerja Menyusun Perjanjian Kerja | g
Sama bagi Bersama
Perusahaan
2.07.05.2.01.03 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Penyelenggaraan 4 Laporan Pinran
Pendataan dan | Sarana HI (PP/PKB, g
Informasi ~ Sarana | Struktur Skala Upah,
Hubungan Industrial | dan LKS Bipartit)
dan Jaminan Sosial | dan Pekerja yang
Tenaga Kerja serta| Terdaftar sebagai
Pengupahan Peserta Jamsostek
serta Pengupahan
2.07.05.2.02 persentase perselisihan | 2.07.05.2.02.01 Jumlah Perselisihan yang | Kab.
Pencegahan dan | hubungan 100 % industrial | Pencegahan 4 Perkara Pinran
Penyelesaian yang terselesaikan Perselisihan Dicegah g
Perselisihan Hubungan
Hubungan Industrial, Mogok
Industrial, Mogok Kerja, dan
Kerja dan Penutupan
Penutupan Perusahaan yang
Perusahaan di Berakibat/Berdampa
Daerah k pada
Kabupaten/Kota Kepentingan di 1
(Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.02 Jumlah Perkara Kab.
Penyelesaian Perselisihan 2 |Pinran
Perselisihan Perkara yang Terselesaikan |g
Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja, dan
Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampa
k pada
Kepentingan di 1
(satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.05 Terlaksananya Program Kab.
Pengembangan Jaminan 50 Orang Pinran
Pelaksanaan Sosial Tenaga Kerja dan g

Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan
Fasilitas
Kesejahteraan
Pekerja

Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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2.08.02 Indeks 2.08.02.2.01 Lembaga Pemerintah 2.08.02.2.01.04 Jumlah Perangkat Daerah 1 | Kab.
PROGRAM Pembangunan Pelembagaan Tingkat44 OPD Sosialisasi Perangkat yang Mengikuti | Pinran
PENGARUSUTA 97,58 Pengarusutamaa | Daerah Kebijakan Sosialisasi Daerah g
MAAN Indeks Gender n Kabupaten/Kota  yang Pelaksanaan PUG | Kebijakan Pelaksanaan
GENDER DAN Gender (PUG) telah dilatih PUG Termasuk PPRG Pengarustamaan Gender
PEMBERDAYAA pada (PUG) Termasuk Perencaan
N Lembaga Pembangunan Responsif
PEREMPUAN Pemerintah Gender (PPRG)
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02 2.08.02.2.02.02 Jumlah Organisasi 6 Kab.
Pemberdayaan Advokasi Organisasi Pinran
Perempuan Kebijakan dan Masyarakat yang Mendapat | g
Bidang Pendampingan Advokasi dan
Politik, Hukum, Peningkatan Pendampingan Kebijakan
Sosial, dan Partisipasi Peningkatan Partisipasi
Ekonomi  pada Perempuan dan Perempuan di Bidang
Organisasi Politik, Hukum, Politik,
Kemasyarakatan Sosial dan Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03 Organisasi Kemasyarakatan | 2.08.02.2.03.03 Jumlah Dokumen
Penguatan  dan | 5 Kelompok yang bergerak | Pengembangan Komunikasi 1 Dokumen
Pengembangan | dalam Bidang Perempuan | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Lembaga Tingkat Informasi dan Pemberdayaan Perempuan
Penyedia Kabupaten/Kota yang Edukasi (KIE) Kewenangan
Layanan Mendapatkan Pelatihan Pemberdayaan Kabupaten/Kota yang
Pemberdayaan Perempuan Tersedia
Perempuan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.08.03 persentase 2.08.03.2.01 jumlah dokumen kekerasan |2.08.03.2.01.01 Pelaksanaan Kebijakan12 | Kab.
PROGRAM perlindungan Pencegahan 12 bulan terhadap | Koordinasi  dan | Kecamatan Pinran
PERLINDUNGAN 100 Kekerasan perempuan Sinkronisasi Tindak Kekerasan g
PEREMPUAN 100% perempuan Terhadap Pelaksanaan Terhadap Perempuan dan
Perempuan Kebijakan, Anak
Lingkup Daerah Program dan
Kabupaten/Kota Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01 Presentase 2.09.01.2.01 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.01.01 Jumlah DokumenO Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@féncanaan, 100 Persen pelayanan | Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | penunjang urusan | Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan pemerintah daerah Perencanaan Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintah daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH Perangkat Daerah g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.09.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.09.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.09.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.09.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
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Dokumen
Perubahan
DPASKPD
2.09.01.2.02 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.02.01 Jumlah Gaji dan 27 Kab.
Administrasi 100 Persen pelayanan |Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan penunjang urusan | Gaji dan Tunjangan | Tunjangan ASN yang g
Perangkat pemerintah daerah ASN terbayarkan tepat
Daerah waktu
2.09.01.2.02.02 Jumlah Alat Tulis Kantor | Semua
Penyediaan yang 26 Jenis diadakan | Kab/K
Administrasi sesuai analisa kebutuhan | ota
Pelaksanaan Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.09.01.2.02.03 Jumlah jasa admistrasi 12 | Semua
Pelaksanaan Orang  keuangan  dan | Kab/K
Penatausahaan dan | perencanaan yang |ota
Penguijian/Verifikasi | terbayarkan tepat waktu Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.09.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.09.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD Kab.
Bulanan/ Pinran
Triwulanan/ g
Semesteran
SKPD
2.09.01.2.03 Persentase  ketercapaian | 2.09.01.2.03.05 Jumlah jasa pengelolaan Kab.
Administrasi 100 Persen pelayanan | Rekonsiliasi  dan | Barang 2 Orang yang Pinran
Barang urusan pemerintah Penyusunan terbayarkan tepat waktu g
Milik Daerah daerah1 Laporan  Barang
pada Milik Daerah pada
Perangkat SKPD
Daerah
2.09.01.2.05 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi 100 Persen pelayanan | Pengadaan Dinas 50 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian penunjang urusan | Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat pemerintah daerah beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
2.09.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 1 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.09.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 1 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
2.09.01.2.05.11 Jumlah ASN yang mengikuti | Kab.
Bimbingan 15 Orang Pinran
Teknis Implementasi | bimbingan  teknis g
Peraturan implementasi
PerundangUndanga | peraturan perundang
n undangan  sesuai
analisa kebutuhan
2.09.01.2.06 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Administrasi 100 Persen penunjang |Penyediaan 1 Paket Pinran
Umum urusan pemerintah daerah | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | g
Perangkat Perlengkapan Disediakan
Daerah Kantor
2.09.01.2.06.05 Persentase Penggandaan | Kab.
Penyediaan Dokumen 100 % sesuai Pinran
Barang Cetakan dan | analisa kebutuhan g
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Penggandaan
2.09.01.2.06.06 Jumlah Bahan Bacaan Kab.
Penyediaan (Surat24 Buah Pinran
Bahan Bacaan dan | Kabar dan Majalah yang g
Peraturan Disediakan
Perundangundanga
n
2.09.01.2.06.09 Jumlah Perjalanan Dinas27 | Semua
Penyelenggaraan Pegawai Kab/K
Rapat Keluar  Daerah ota
Koordinasi dan yang teregistrasi Kab.
Konsultasi dan terlaksana Pinran
SKPD sesuai  analisa g
kebutuhan
2.09.01.2.07 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.07.06 Persentase Pengadaan Kab.
Pengadaan 100 Persen pelayanan | Pengadaan Peralatan 100 % dan Pinran
Barang penunjang urusan | Peralatan dan Mesin | Mesin Lainnya yang g
Milik Daerah pemerintah daerah Lainnya Diadakan sesuai analisa
Penunjang kebutuhan
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.09.01.2.08 Persentase ketercapaian 2.09.01.2.08.01 Jumlah Perjalanan Dinas |Kab.
Penyediaan Jasa 100 Persen Penyediaan dalam 10 Orang daerah |Pinran
Penunjang pelayanan penunjang Jasa Surat Menyurat | yang dilaksanakan sesuai |g
Urusan urusan daerah analisa kebutuhan
Pemerintahan
Daerah
2.09.01.2.08.02 Jumlah rekening listrik dan | Kab.
Penyediaan 12 Bulan telepon yang |Pinran
Jasa Komunikasi, terbayarkan tepat waktu g
Sumber
Daya Air dan Listrik
2.09.01.2.08.04 Jumlah Jasa Petugas Kab.
Penyediaan Kebersihan 12 Bulan dan Pinran
Jasa Pelayanan Penjaga Malam yang g
Umum tersedia dan
Kantor terbayarkan tepat waktu
2.09.01.2.09 Persentase  ketercapaian |2.09.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan Kab.
Pemeliharaan 100 Persen pelayanan |Penyediaan Perorangan 8 Unit | Pinran
Barang penunjang urusan | Jasa Pemeliharaan, | Dinas atau g
Milik Daerah pemerintah daerah Biaya Kendaraan Dinas
Penunjang Pemeliharaan, dan | Jabatan yang
Urusan Pajak Dipelihara dan
Pemerintahan Kendaraan dibayarkan
Daerah Perorangan Pajaknya
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
2.09.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 13 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.09.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.09.02 Jumlah Infrastruktur | 2.09.02.2.01 Jumlah Infrastruktur Yang 2 | 2.09.02.2.01.01 Jumlah Infrastruktur
PROGRAM yang 2 Unit | Penyediaan Kelompok dibangun Sesuai | Penyediaan Lumbung2 Unit
PENGELOLAAN | dibangun  sesuai | Infrastruktur dan | dengan kebutuhan Infrastruktur Pangan yang Tersedia
SUMBER DAYA | dengan kebutuhan | Seluruh Lumbung Jumlah Lumbung Pangan
EKONOMI Pendukung Pangan yang 0 Unit
UNTUK Kemandirian Tersedia
KEDAULATAN Pangan sesuai
dan Kewenangan
KEMANDIRIAN Daerah
PANGAN Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.04 Jumlah Koordinasi dan 1
Koordinasi dan | Laporan
Sinkronisasi Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Penyediaan Infrastruktur
Infrastruktur Logistik | Logistik
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2.09.03
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
DAN
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT

Persentase
ketersediaan
pangan
(tersedianya
cadangan
pangan
beras/jagung
sesuai
kebutuhan )

y

2.09.03.2.01
Rérfgediaan dan
Penyaluran
Pangan

Pokok atau
Pangan
Lainnya sesuai
dengan
Kebutuhan
Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam
rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan

Jumlah Perjalanan Dinas

16 Pegawai
Dalam  Daerah
Pada  Kegiatan

Perberasan  dan
pemantauan Data
Disetiap
Penggilingan

2.09.03.2.01.01
Penyediaan
Informasi Harga
Pangan dan Neraca
Bahan Makanan

Informasi Harga Pangan
dan 2 Laporan
Neraca Bahan Makanan

2.09.03.2.01.03

Jumlah Koordinasi,

Koordinasi, Sinkronisasi 1 Laporan dan
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi
Pelaksanaan Pangan Pokok dan Pangan
Distribusi Lainnya
Pangan Pokok dan
Pangan
Lainnya
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan
Pemantauan 10 Dokumen dan Harga
Stok, Pasokan dan | Pangan
Harga
Pangan
2.09.03.2.02 Persentase Konsumsi 2.09.03.2.02.03 Jumlah Cadangan Pangan
Pengelolaan dan | Pangan 100 Persen Pengadaan 15 Ton
Keseimbangan Perkapita Pertahun Cadangan Pangan | Pemerintah Kabupaten/Kota
Cadangan Pemerintah
Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.04 Jumlah Cadangan Pangan
Pemeliharaan 15 Ton
Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pangan Pemerintah | yang
Kabupaten/Kota Terpelihara
2.09.03.2.03 Persentase Konsumsi 2.09.03.2.03.01 Jumlah Koordinasi dan 1
Penentuan Pangan 100 Persen Koordinasi dan | Laporan
Harga Minimum | Perkapita Pertahun Sinkronisasi Sinkronisasi Penentuan
Daerah untuk Penentuan Harga
Pangan Harga Minimum Minimum Pangan Pokok
Lokal yang Tidak Pangan Lokal
Ditetapkan oleh Pokok Lokal
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Provinsi
2.09.03.2.04 Skor PPH Konsumsi Pangan |2.09.03.2.04.01 Target Konsumsi Pangan
Pelaksanaan 91 Skor Penyusunan dan Per 1 Dokumen Kapita Per
Pencapaian Perkapita Pertahun Penetapan Target Tahun
Target Konsumsi Pangan
Konsumsi Per Kapita
Pangan Per Tahun
Perkapita/Tahun
sesuai dengan
Angka
Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.02 Jumlah Pemberdayaan 1
Pemberdayaan Laporan
Masyarakat ~dalam | Kelompok Masyarakat
Penganekaragaman | dalam
Konsumsi Pangan | Penganekaragaman
Berbasis Konsumsi
Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber
Daya
Lokal
2.09.03.2.04.03 Jumlah Koordinasi dan 1
Koordinasi dan | Laporan
Sinkronisasi Sinkronisasi Pemantauan

Pemantauan dan
Evaluasi

Konsumsi per Kapita
per

dan

Evaluasi Konsumsi Per
Kapita

Per Tahun
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Tahun
2.09.04 Persentase 2.09.04.2.01 Penyaluran Cadangan 12 2.09.04.2.01.01 Peta dan Analisis
PROGRAM penyaluran Penyusunan Peta | Pegawai Penyusunan, Ketahanan 1 Dokumen dan
PENANGANAN | cadangan 100 % |Kerentanandan | Pangan Pada Suatu Wilayah | Pemutakhiran dan Kerentanan Pangan yang
KERAWANAN pangan pada suatu |Ketahanan Yang Tertangani Analisis Dimutahirkan
PANGAN wilayah yang |Pangan Peta Ketahanan dan
tertangani Kecamatan Kerentanan Pangan
2.09.04.2.02 Penyaluran Cadangan 16 2.09.04.2.02.01 Jumlah Koordinasi dan 1
Penanganan Pegawai Koordinasi dan | Laporan
Kerawanan pangan pada Satu Wilayah | Sinkronisasi Sinkronisasi Penanganan
Pangan Yang tertangani Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan Kerawanan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pangan
Kabupaten/Kota
2.09.05 Persentase 2.09.05.2.01 Persentase Pelaksanaan 2.09.05.2.01.01 Kelembagaan Keamanan
PROGRAM pelaksanaan Pelaksanaan 100 Persen Penguatan 1 Dokumen
PENGAWASAN | pengawasan dan Pengawasan Pengawasan Keamanan Kelembagaan Pangan Segar Daerah
KEAMANAN pembinaan Keamanan Pangan Keamanan Kabupaten/Kota yang
PANGAN keamanan pangan | Pangan Pangan Segar Dibina
Segar Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05 Jumlah Sarana dan
Penyediaan Prasarana 1 Dokumen
Sarana dan Pengujian Mutu dan
Prasarana Keamanan Pangan Segar
Pengujian Mutu dan | Asal Tumbuhan Daerah
Keamanan Pangan | Kabupaten/Kota
Segar
Asal Tumbuhan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.04 Penanganan 2.10.04.2.01 Jumlah Penyelesaian 20 2.10.04.2.01.02 Jumlah Berita Acara Hasil | Kab.
PROGRAM sengketa tanah Penyelesaian Sengketa Mediasi 15 Berita Pinran
PENYELESAIAN | garapan yang Sengketa Sengketa Tanah Garapan | Penyelesaian Mediasi Penyelesaian Kasus | g
SENGKETA dilakukan melalui Tanah Garapan | Terlaksana Sesuai Sengketa Acara
TANAH mediasi dalam Kebutuhan Tanah Garapan Sengketa dan Konflik Tanah
GARAPAN Daerah dalam 1 Garapan dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.10.05 Persentase 2.10.05.2.01 Jumlah Penyelesaian Ganti | 2.10.05.2.01.02 Jumlah Dokumen | Kab.
PROGRAM Penetapan Tanah  G&Brigelesaian 5 Paket Koordinasi dan | Koordinasi 1 Dokumen dan | Pinran
PENYELESAIAN | Untuk Pembangunan | Masalah ~ Ganti | Kerugian dan Santunan Sinkronisasi Sinkronisasi Penyelesaian | g
GANTI Fasilitas Kerugian dan Tanah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
KERUGIAN Umum Santunan Tanah | Terbayarkan Tepat Waktu | Masalah Ganti Santunan Tanah untuk
DAN SANTUNAN untuk Kerugian dan Pembangunan oleh
TANAH UNTUK Pembangunan Santunan Tanah Pemerintah Daerah
PEMBANGUNAN oleh untuk Pembangunan | Kabupaten/Kota
Pemerintah oleh Pemerintah
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.10.10 2.10.10.2.01 2.10.10.2.01.03 Jumlah Dokumen | Kab.
PROGRAM Penggunaan Koordinasi dan | Koordinasi 1 Dokumen dan | Pinran
PENATAGUNAA Tanah  yang Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan  |g
N Hamparannya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
TANAH dalam satu Konsolidasi Kewenangan
Daerah Tanah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota
a
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 Persentase 2.11.01.2.01 Persentase Dokumen 100 % |2.11.01.2.01.01 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian Peréncanaan, Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | Penganggaran  dan Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang urusan | dan Evaluasi Kinerja Yang Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | Pemerintahan Evaluasi Kinerja | disusun sesuai Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Daerah Perangkat Analisa Kebutuhan g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.11.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
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2.11.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.11.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.11.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
2.11.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.11.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi1 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
2.11.01.2.02 Persentase Administrasi 2.11.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 57 Kab.
Administrasi Keuangan 100 % yang Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan terpenuhi Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.11.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.11.01.2.02.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.11.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.11.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 18 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
2.11.01.2.03 Persentase kebutuhan 2.11.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Administrasi sarana dan 100 % Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 1 Laporan dan | Pinran
Barang prasarana aparatur yang Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Milik Daerah terpenuhi Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
pada Milik Daerah pada SKPD
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Perangkat SKPD
Daerah
2.11.01.2.05 Persentase administrasi 100 |2.11.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Administrasi % Pendataan dan | Pendataan 1 Dokumen dan | Pinran
Kepegawaian Kepegawaian yang disusun | Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Perangkat sesuai analisa kebutuhan | Administrasi Kepegawaian
Daerah Kepegawaian
2.11.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti20 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
2.11.01.2.06 Persentase administrasi 2.11.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi umum 100 % yang Penyediaan Instalasi2 Paket Pinran
Umum diadakan sesuai analisa Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat kebutuhan Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 2 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang |g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
2.11.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan dan 3 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
2.11.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan15 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
2.11.01.2.06.09 Jumlah Laporan 0 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.11.01.2.07 Persentase asset yang 2.11.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang10 | Kab.
Pengadaan diadakan 100 % sesuai Pengadaan Unit Pinran
Barang analisa kebutuhan Mebel Disediakan g
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.11.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 10 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.11.01.2.07.09 Jumlah Unit Gedung Kantor | Kab.
Pengadaan atau 1 Unit Bangunan |Pinran
Gedung Kantor atau | Lainnya yang Disediakan g
Bangunan Lainnya
2.11.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana 10 Unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
2.11.01.2.08 Persentase ketercapaian100 {2.11.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | % Penyediaan Penyediaan 1 Laporan Jasa | Pinran
Penunjang pelayanan penunjang | Jasa Surat Menyurat | Surat Menyurat g
Urusan urusan pemerintahan
Pemerintahan daerah
Daerah
2.11.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Sumber Daya
Daya Air dan Listrik | Air dan Listrik yang
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Disediakan

2.11.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.11.01.2.09 Persentase ketercapaian100 |2.11.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas100 | Kab.
Pemeliharaan % Penyediaan Unit Pinran
Barang pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah barang milik Biaya Lapangan yang
Penunjang daerah penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan urusan dan dibayarkan
Pemerintahan pemerintahan Perizinan Kendaraan | Pajak dan Perizinannya
Daerah daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.11.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 10 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.11.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 2 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.11.02 Persentase 2.11.02.2.01 Persentase  ketercapaian | 2.11.02.2.01.01 Jumlah Muatan Hasil 1 | Kab.
PROGRAM ketercapaian Beéfkana 100 % Penyusunan | Penyusunan  dan | Dokumen Pinran
PERENCANAAN | dokumen Perlindungan dan | Dokumen RPPLH Penetapan RPPLH | Penyusunan dan Penetapan | g
LINGKUNGAN Perencanaan Pengelolaan Kabupaten/Kota RPPLH Kabupaten/Kota
HIDUP lingkungan Lingkungan yang
hidup Hidup Disusun
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02 Persentase ketercapaian 2.11.02.2.02.02 Jumlah Dokumen KLHS 0 Kab.
Penyelenggaraan 100 0 Pembuatan dan | Dokumen Pinran
Kajian penyusunan KLHS Pelaksanaan KLHS | RPJPD/RPJMD g
Lingkungan Kabupaten RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang
Hidup Strategis Disusun
(KLHS) Jumlah Dokumen KLHS 1
Kabupaten/Kota Dokumen
RPJPD/RPJMD
Kabupaten/Kota yang
Disusun
2.11.03 Indeks Kualitas | 2.11.03.2.01 Persentase pemantauan 2.11.03.2.01.01 Jumlah Dokumen Uji Kab.
PROGRAM Lingkungan 70,2 % | Pencegahan terhadap 100 % usaha Koordinasi, Kualitas 1 Dokumen Pinran
PENGENDALIAN | Hidup (IKLH) Kab Pencemaran dan/atau kegiatan Sinkronisasi, dan Lingkungan Hidup g
PENCEMARAN dan/atau (tanah,air,udara) Pelaksanaan Dilaksanakan Terhadap
DAN/ATAU Kerusakan Pencegahan Media Tanah, Air, Udara,
KERUSAKAN Lingkungan Pencemaran dan
LINGKUNGAN Hidup Lingkungan Laut
HIDUP Kabupaten/Kota Hidup Dilaksanakan
Terhadap Media
Tanah, Air,
Udara, dan Laut
2.11.03.2.01.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Koordinasi, Dokumen Pinran
Sinkronisasi dan Koordinasi dan g
Pelaksanaan Sinkronisasi
Pengendalian Inventarisasi  Gas
Emisi Gas Rumah Rumah Kaca dari
Kaca, Sektor Lingkungan
Mitigasi dan Hidup yang
Adaptasi Dilaksanakan
Perubahan Iklim
2.11.03.2.01.03 Jumlah Pengambilan Contoh | Kab.
Pengelolaan 1 Dokumen Pinran
Laboratorium Uji, Penguijian Parameter g
Lingkungan Kualitas Lingkungan dan
Hidup Dokumen Mutu yang
Kabupaten/Kota Dilaksanakan
2.11.04 Persentase 2.11.04.2.01 Persentase Ruang terbuka | 2.11.04.2.01.04 Luas RTH yang Dikelola|Kab.
PROGRAM pengelolaan KEHATI | Pengelolaan Hijau 100 % dengan | Pengelolaan Lingkup 8.2 Kewenangan | Pinran
PENGELOLAAN | 100 % Keanekaragaman | kondisi baik Ruang Terbuka Kabupaten/Kota Ha g
KEANEKARAGA Hayati Hijau (RTH)
MAN Kabupaten/Kota
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HAYATI
(KEHATI)
2.11.05 Persentase 2.11.05.2.01 Persentase Penyimpanan | 2.11.05.2.01.02 Jumlah Laporan Kegiatan Kab.
PROGRAM Pengendalian LB3 | Penyimpanan Limbah 100 % B3 yang | Verifikasi 1 Laporan Pinran
PENGENDALIAN 100% |sementara terlaksana Lapangan untuk Verifikasi Lapangan g
BAHAN yang dilakukan Limbah B3 Memastikan Pemenuhan Komitmen
BERBAHAYA sesuai analisa Pemenuhan Persetujuan/Izin
DAN BERACUN | kebutuhan Persyaratan Penyimpanan sementara
(B3) Administrasi dan | dan Pengumpulan
DAN LIMBAH Teknis Limbah B3
BAHAN Penyimpanan
BERBAHAYA sementara
DAN Limbah B3
BERACUN
(LIMBAH
B3)
2.11.05.2.02 Persentase Pengumpulan  |2.11.05.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengumpulan Limbah 100 % B3 yang | Koordinasi dan Dokumen Pinran
Limbah terlaksana Sinkronisasi Koordinasi & g
B3 dalam 1 Pengelolaan Limbah | Sinkronisasi
(Satu) B3 dengan Pengelolaan
Daerah Pemerintah Provinsi | Limbah B3
Kabupaten/Kota dalam rangka dengan
Pengangkutan, Pemerintah  dan
Pemanfaatan, Pemerintah
Pengolahan, Provinsi  dalam
dan/atau rangka
Penimbunan Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan,
dan/atau
Penimbunan yang
Bukan  Menjadi
Kewenangan
Pemda
Kabupaten/Kota
serta Pelaksanaan
Pengumpulan dan
Penyimpanan
sementara Limbah
B3 vyang Sesuai
dengan
Kewenangannya
2.11.06 Ketaatan 2.11.06.2.01 Persentase pembinaan dan |2.11.06.2.01.03 Jumlah Laporan dari usaha | Semua
PROGRAM penanggung jawab | Pembinaan dan 100 0 Pengawasan Usaha | 5  Laporan  dan/atau | Kab/K
PEMBINAAN 100 %  usaha | Pengawasan pengawasan yang dan/atau  Kegiatan | kegiatan yang diawasi izin | ota
DAN dan/atau  kegiatan | Terhadap dilakukan terhadap usaha  |yang Izin | Lingkungan,  Persetujuan
PENGAWASAN | terhadap izin | Usaha dan/atau | dan/atau kegiatan sesuai Lingkungan Hidup, | Lingkungan, Surat
TERHADAP IZIN | lingkungan, izin | Kegiatan yang analisa kebutuhan Izin PPLH yang Kelayakan Operasi Oleh
LINGKUNGAN PPLH dan PUU LH |lzin Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
DAN yang diterbitkan oleh | Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
IZIN Pemerintah Izin Daerah
PERLINDUNGAN | Daerah PPLH Diterbitkan Kabupaten/Kota
DAN kabupaten/kota oleh
PENGELOLAAN Pemerintah
LINGKUNGAN Daerah
HIDUP Kabupaten/Kota
(PPLH)
2.11.07 Persentase 2.11.07.2.01 Persentase terfasilitasinya  |2.11.07.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
PROGRAM keterlibatan MHA Pengakuan MHA, 100 % Koordinasi, Dokumen Pinran
PENGAKUAN 100 % |Kearifan Lokal, | kegiatan peningkatan Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, g
KEBERADAAN dalam pengelolaan | Pengetahuan pengetahuan dan Penyediaan Penyediaan Data dan
MASYARAKAT | lingkungan hidup Tradisional, dan | keterampilan Data, dan Informasi | Informasi Pengakuan
HUKUM  ADAT Hak MHA yang | MHA terkait dengan PPLH | Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan
(MHA), Terkait dengan Keberadaan Lokal atau Pengetahuan
KEARIFAN PPLH MHA Kearifan Lokal | Tradisional dan Hak
LOKAL atau Pengetahuan | Kearifan
DAN HAK MHA Tradisional dan Hak | Lokal atau Pengetahuan
YANG Kearifan Lokal atau | Tradisional dan Hak MHA
TERKAIT Pengetahuan Terkait dengan PPLH
DENGAN Tradisional dan Hak
PPLH MHA Terkait dengan
PPLH
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2.11.08 Persentase 2.11.08.2.01 Persentase 2.11.08.2.01.01 Jumlah Lembaga/kelompok | Kab.
PROGRAM peningkatan Pengelenggaraan | penyelenggaraan 100 % | Peningkatan 1 Lembaga Pinran
PENINGKATAN | pengetahuan Pendidikan, pendidikan, pelatihan dan | Kapasitas dan Masyarakat/Institusi yang | g
PENDIDIKAN, masyarakat  di Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan | Kompetensi Terdaftar yang Meningkat
PELATIHAN DAN | bidang Penyuluhan hidup Sumber Daya | Kapasitas dan
PENYULUHAN lingkungan hidup Lingkungan Manusia ~ Bidang | Kompetensinya
LINGKUNGAN Hidup untuk Lingkungan Hidup | Terkait PPLH
HIDUP Lembaga untuk  Lembaga
UNTUK Kemasyarakatan Kemasyarakatan
MASYARAKAT Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
21111 Persentase 211.11.2.01 Persentase sampah yang100 | 2.11.11.2.01.02 Jumlah Laporan Hasil 12 | Kab.
PROGRAM Penanganan dan P@ngelolaan % Pengurangan Laporan Pinran
PENGELOLAAN | Pengelolaan Sampah ditangani dan tertangani Sampah dengan Pengurangan g
PERSAMPAHAN | Persampahan di Melakukan Sampah dengan
wilayah Pembatasan, Melakukan
Kabupaten Pendauran Pembatasan,
Ulang dan Pendauran
Pemanfaatan Ulang dan Pemanfaatan
Kembali Kembali
2.11.11.2.01.03 Jumlah Sampah yang Kab.
Penanganan 20374.14 ton Pinran
Sampah dengan Dipilah, Dikumpulkan, g
Melakukan Diangkut, Diolah, Diproses
Pemilahan, Akhir di TPA/TPST/SPA
Pengumpulan, Kabupaten/Kota
Pengangkutan,
Pengolahan,  dan
Pemrosesan  Akhir
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.04 Jumlah Masyarakat, 1 Kab.
Peningkatan Peran | Kelompok Pinran
Serta Masyarakat | Kelompok Masyarakat atau |g
dalam Pengelolaan | Para Pihak Lainnya yang
Persampahan Terlibat Aktif dalam
Kegiatan Pengelolaan
Sampah Berbasis
Masyarakat
2.11.11.2.01.07 Jumlah Sarana dan Kab.
Penyediaan Prasarana 3 Unit | Pinran
Sarana dan | Penanganan Sampah untuk | g
Prasarana Kegiatan Pemilahan,
Pengelolaan Pengumpulan,
Persampahan  di | Pengangkutan, Pengolahan,
TPA/TPST/SPA dan Pemrosesan Akhir
Kabupaten/Kota
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01 Persentase 2.12.01.2.01 Persentase penyelesaian100 | 2.12.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM kebutuhan layanan | Perencanaan, % Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG 100% |Penganggaran, | Dokumen Perencanaan Dokumen Daerah ota
URUSAN administrasi dan yang Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | perkantoran yang Evaluasi Kinerja | tersusun sesuai aturan Perangkat Daerah Pinran
DAERAH terpenuhi Perangkat dan tepat waktu g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.12.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.12.01.2.01.03 Jumlah Alat tulis kantor Kab.
Koordinasi dan|yang 5 Jenis tersedia Pinran
Penyusunan sesuai analisa g
Dokumen Kebutuhan
Perubahan RKA- | jumlah Dokumen RKA 1
SKPD Dokumen
Perubahan yang tersusun
sesuai aturan dan tepat
waktu
Jumlah makan minum
lembur 135 Dos
yang tersedia
sesuai aturan dan
tepat waktu
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2.12.01.2.01.04 Jumlah Alat tulis kantor Semua
Koordinasi dan|yang 6 Jenis tersedia Kab/K
Penyusunan  DPA-| sesuai analisa ota
SKPD Kebutuhan Kab.
Jumlah Dokumen DPA yang | Pinran
1 Dokumen
tersusun sesuai aturan dan
tepat waktu
Jumlah makan minum
lembur 135 Dos
yang tersedia
sesuai aturan dan
tepat waktu
2.12.01.2.01.05 Jumlah Alat tulis kantor Kab.
Koordinasi dan|yang 5 Jenis tersedia Pinran
Penyusunan sesuai analisa g
Perubahan Kebutuhan
DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA 1
Dokumen
Perubahan yang tersusun
sesuai aturan dan tepat
waktu
Jumlah makan minum
lembur 135 Dos yang
tersedia sesuai analisa
kebutuhan
2.12.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian6 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.12.01.2.01.07 Jumlah Alat tulis kantor Kab.
Evaluasi yang 5 Jenis tersedia Pinran
Kinerja Perangkat sesuai analisa g
Daerah Kebutuhan
Jumlah Dokumen hasil 1
Dokumen
evaluasi yang
tersusun tepat waktu
dan sesuai aturan
2.12.01.2.02 Persentase pembayaran gaji |2.12.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 32 Kab.
Administrasi 95 % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan pegawai dan Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat pelayanan administrasi ASN Tunjangan ASN
Daerah perkantoran yang
terlaksana tepat waktu
dan sesuai aturan
2.12.01.2.02.02 Jumlah Alat tulis kantor |Semua
Penyediaan yang 15 Jenis tersedia |Kab/K
Administrasi sesuai analisa Kebutuhan | ota
Pelaksanaan Jumlah iuran jaminan 82 | Kab.
Tugas ASN orang kesehatan bagi Non | Pinran
ASN 9
jumlah makan minum rapat
800 dos
yang tersedia sesuai analisa
kebutuhan
jumlah makan minum tamu
250 orang
yang tersedia sesuai
analisa kebutuhan
2.12.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 |Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Penguijian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
9
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2.12.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.12.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 15 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
2.12.01.2.03 Persentase barang dan 2.12.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Administrasi asset 95 % Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Barang daerah yang terinventaris | Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Milik Daerah sesuai  aturan  yang |Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
pada berlaku Milik Daerah pada | SKPD
Perangkat SKPD
Daerah
2.12.01.2.05 Persentase aparatur yang  |2.12.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi disiplin 95 % sesuai Pengadaan Dinas 60 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian aturan yang berlaku Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
2.12.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 3 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.12.01.2.05.05 Jumlah Dokumen 12 |Kab.
Monitoring, Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi,dan | g
Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
2.12.01.2.05.11 Jumlah bimbingan tekhnis | Kab.
Bimbingan yang 5 Bimtek dilaksanakan | Pinran
Teknis Implementasi | sesuai analisa g
Peraturan kebutuhan
PerundangUndanga | Jumlah Orang yang
n MengikutiO Orang
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
2.12.01.2.06 Persentase geding kantor | 2.12.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi dalam 90 % kondisi baik Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.12.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 1 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
2.12.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang|Kab.
Penyediaan Cetakan dan 2 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
2.12.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan26 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
2.12.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 2 Paket| Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
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2.12.01.2.06.09 Jumlah Laporan 100 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.12.01.2.07 Persentase barang milik |2.12.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan daerah 90 % sebagai | Pengadaan Dinas 1 Unit Pinran
Barang penunjang urusan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah pemerintah daerah Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.12.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 7 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
2.12.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 10 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.12.01.2.08 Persentase jasa Penunjang |2.12.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa |urusan 90 % Penyediaan Penyediaan 12 Laporan | Pinran
Penunjang Pemerintah daerah yang Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat g
Urusan terbayarkan tepat wa ktu
Pemerintahan
Daerah
2.12.01.2.08.02 jumlah bangunan Kab.
Penyediaan pemerintah 1 gedung | Pinran
Jasa Komunikasi, yang fasilitasi g
Sumber komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik | daya air, listrik,
internet yang
terpenuhi  sesuai
analisa
kebutuhan
Jumlah Laporan Penyediaan
0 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
2.12.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.12.01.2.09 Persentase barang milik 2.12.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 6 |Kab.
Pemeliharaan daerah 90 % yang Penyediaan Unit Pinran
Barang terpelihara sesuai analisa | Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah kebutuhan Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.12.01.2.09.06 Jumlah aplikasiyang 1 | Kab.
Pemeliharaan Aplikasi Pinran
Peralatan dan terupgrade sesuai versi g
Mesin Lainnya yang
berlaku
Jumlah Pemeliharaan15 Unit
Komputer yang tersedia
sesuai analsia
kebutuhan
2.12.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.12.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 27 Unit| Pinran
bilitasi Pendukung Gedung Kantor |g
Sarana dan | atau
Prasarana Bangunan Lainnya yang
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Pendukung Dipelihara/Direhabilitasi
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
2.12.02 Persentase 2.12.02.2.01 Persentase tertibnya | 2.12.02.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil100 | Kab.
PROGRAM penduduk yang Pel#yanan administrasi 100 % | Pendataan Dokumen Pinran
PENDAFTARAN | terdaftar dalam Pendaftaran kependudukan kepemilikan | Penduduk Non | Pendataan Penduduk Non | g
PENDUDUK database Penduduk KK, Permanen Permanen dan Rentan
KTP , SKPWNI dan Rentan Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
2.12.02.2.01.02 Jumlah Dokumen Hasil100 | Kab.
Pencatatan, Dokumen Pinran
Penatausahaan dan | Pencatatan, g
Penerbitan Penatausahaan dan
Dokumen Atas Penerbitan
Pendaftaran Dokumen
Penduduk Atas Pendaftaran
Penduduk
2.12.02.2.01.03 Jumlah Penduduk yang1000
Penyelesaian Orang
Masalah Mendapatkan Pelayanan
Pendaftaran Penyelesaian Masalah
Penduduk Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.04 Jumlah Laporan Hasil 12 | Kab.
Peningkatan Laporan Pinran
Pelayanan Peningkatan Pelayanan g
Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk
2.12.02.2.01.05 Jumlah Dokumen 10000 | Kab.
Pencatatan, Dokumen Pinran
Penatausahaan dan | Pencatatan, g
Penerbitan Penatausahaan dan
Dokumen Atas Penerbitan Dokumen
Pelaporan Peristiwa | Atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan Kependudukan
2.12.03 Persentase 2.12.03.2.01 Persentase Penduduk yang |2.12.03.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil100 | Kab.
PROGRAM kepemilikan Pél#yanan 100 % memiliki | Pencatatan, Dokumen Pinran
PENCATATAN dokumen catatan Pencatatan Sipil | Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan | Pencatatan, g
SIPIL sipil Sipil Penerbitan Penatausahaan dan
Dokumen Atas Penerbitan
Pelaporan Peristiwa | Dokumen
Penting Atas Pelaporan Peristiwa
Penting
2.12.03.2.01.02 Jumlah Layanan Pencatatan
Peningkatan dalam | 12 Layanan Sipil yang
Pelayanan Ditingkatkan
Pencatatan Sipil
212.04 Persentase data  91,2%42404.2.01 Persentase data 2.12.04.2.01.01 Jumlah Alat tulis kantor
PROGRAM kependudukan yang | Pengumpulan kependudukan 89 |Pengolahan dan |yang 5 Jenis tersedia
PENGELOLAAN | akurat Data % yang akurat Penyajian Data | sesuai analisa Kebutuhan
INFORMASI Kependudukan Kependudukan Jumlah perangkat siak yang
ADMINISTRASI dan 1 aplikasi
KEPENDUDUKA Pemanfaatan dan terpelihara
N Penyajian
Database
Kependudukan
2.12.04.2.01.02 Jumlah Alat tulis kantor
Kerja Sama yang 12 Jenis tersedia
Pemanfaatan Data | sesuai analisa Kebutuhan
Kependudukan Jumlah makan minum
lembur216 dos
yang tersedia sesuai analis
kebutuhan
Jumlah Perjalanan Dinas ke
50 kali
Kecamatan yang
terbayarkan tepat
waktu
2.12.04.2.03 Persentase data 2.12.04.2.03.08 Jumlah Dokumen Data 50
Penyelenggaraan | kependudukan 100 | Penyajian Dokumen
Pengelolaan % yang akurat Data Kependudukan | Kependudukan yang
Informasi yang Akurat dan Dapat
Administrasi Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Kependudukan Dipertanggungjawab
kan
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2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01 Persentase 2.13.01.2.01 Persentase ketercapaian100 |2.13.01.2.01.01 Jumlah Dokumen Semua
PROGRAM ketercapaian P@éncanaan, % Penyusunan Renja,Renja 4 Dokumen Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | pelayanan penunjang Dokumen Perubahan,Rens ota
URUSAN penunjang urusan | dan urusan Perencanaan tra dan Renstra Kab.
PEMERINTAHAN | Pemerintahan Evaluasi Kinerja | Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah | Perubahan yang Pinran
DAERAH Daerah Perangkat tersusun  sesuai g
KABUPATEN/KO Daerah aturan dan
TA Tepat Waktu
2.13.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.13.01.2.01.03 Kab.
Koordinasi dan Pinran
Penyusunan g
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan 0 Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen RKA 1
Dokumen
Perubahan yang tersusun
sesuai aturan dan
tepat waktu
2.13.01.2.01.04 Jumlah Dokumen DPA yang | Semua
Koordinasi dan 1 Dokumen Kab/K
Penyusunan  DPA- | tersusun sesuai ota
SKPD aturan dan tepat Kab.
waktu Pinran
9
2.13.01.2.01.05 Jumlah Dokumen DPA 1 Kab.
Koordinasi dan | Dokumen Pinran
Penyusunan Perubahan yang tersusun | g
Perubahan sesuai aturan dan
DPA- SKPD tepat waktu
2.13.01.2.01.06 Jumlah Dokumen Capaian | Kab.
Koordinasi dan 4 Dokumen Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja dan | SKPD yang tersusun
Ikhtisar sesuai aturan dan Tepat
Realisasi Kinerja Waktu
SKPD
2.13.01.2.01.07 Jumlah Dokumen Renja dan | Kab.
Evaluasi 2 Dokumen Pinran
Kinerja Perangkat Renstra yang tersusun g
Daerah sesuai aturan dan
tepat waktu
2.13.01.2.02 Jumlah jasa Administrasi100 |2.13.01.2.02.01 Jumlah Orangyang 0 Kab.
Administrasi % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan Keuangan yang Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat terbayarkan tepat waktu ASN Tunjangan ASN
Daerah Jumlah Penyediaan Gaji
12 Bulan yang tepat waktu
2.13.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.13.01.2.02.03 Jumlah Bahan Pelaksanaan | Semua
Pelaksanaan 12 Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Verifikasi  yang ota
Penguijian/Verifikasi | tersedia tepat Kab.
Keuangan SKPD waktu Pinran
9
2.13.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
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Penyusunan Akhir Tahun yang g
Laporan Keuangan | tersusun tepat
Akhir Tahun SKPD | waktu
2.13.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 3 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/Triwulan/Sem ota
Laporan Keuangan | esteran yang tersusun Kab.
Bulanan/ tepat waktu Pinran
Triwulanan/ g
Semesteran
SKPD
2.13.01.2.03 Persentase ketercapaian100 |2.13.01.2.03.05 Jumlah Laporan BMD yang | Kab.
Administrasi % Rekonsiliasi  dan 1 Laporan Pinran
Barang pelayanan penunjang | Penyusunan tersusun tepat waktu g
Milik Daerah urusan Pemerintahan | Laporan ~ Barang
pada Daerah Milik Daerah pada
Perangkat SKPD
Daerah
2.13.01.2.05 Persentase ketercapaian100 |2.13.01.2.05.02 Jumlah Pengadaan Pakaian | Kab.
Administrasi % Pengadaan 44 Pasang Olah Raga Pinran
Kepegawaian pelayanan penunjang | Pakaian Dinas g
Perangkat urusan Pemerintahan | beserta
Daerah Daerah Atribut
Kelengkapannya
2.13.01.2.05.03 Jumlah Laporan 3 Dokumen | Kab.
Pendataan dan | ANJAB,EVJAB, dan Pinran
Pengolahan SKJ yang tersusun g
Administrasi sesuai aturan tepat
Kepegawaian waktu
2.13.01.2.05.05 Jumlah Dokumen SKP 1 Kab.
Monitoring, Dokumen Pinran
Evaluasi, dan tersusun sesuai g
Penilaian aturan dan tepat
Kinerja Pegawai waktu
2.13.01.2.05.11 Jumlah ASN yang Kab.
Bimbingan ditingkatkan 20 |Pinran
Teknis Implementasi | Orang Sumber dayanya g
Peraturan Jumlah Orang yang
PerundangUndanga | MengikutiO Orang
n Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
2.13.01.2.06 Persentase kebutuhan 2.13.01.2.06.01 Jumlah Komponen Instalasi | Kab.
Administrasi layanan100 % Penyediaan 1 Paket Pinran
Umum administrasi perkantoran Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat yang terpenuhi Listrik/Penerangan | Bangunan Kantor yang
Daerah Bangunan Kantor diadakan sesuai
analisis kebutuhan
2.13.01.2.06.02 Jumlah Penyediaan Kab.
Penyediaan Peralatan 34 Buah Pinran
Peralatan dan Komputer g
Perlengkapan
Kantor
2.13.01.2.06.03 Jumlah Pengadaan | Kab.
Penyediaan Peralatan 2 Paket Rumah | Pinran
Peralatan Rumah Tangga g
Tangga
2.13.01.2.06.05 Jumlah  Cetakan  dan |Kab.
Penyediaan Pengandaan 4 Paket yang |Pinran
Barang Cetakan dan | diadakan sesuai analisis |g
Penggandaan Kebutuhan
2.13.01.2.06.06 Jumlah Surat Kabar/Majalah | Kab.
Penyediaan dan 45 buah Tabloid Pinran
Bahan Bacaan dan g
Peraturan
Perundangundanga
n
2.13.01.2.06.07 Jumlah bahan/material | Kab.
Penyediaan untuk 4 Paket pameran |Pinran
Bahan/Material pembangunan g
2.13.01.2.06.09 Jumlah perjalanan dinas Semua
Penyelenggaraan Luar 12 Bulan Kab/K
Rapat Daerah ota
Koordinasi dan Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
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2.13.01.2.07 Persentase ketercapaian100 |2.13.01.2.07.02 Jumlah pengadaan Kab.
Pengadaan % Pengadaan kendaraan 2 Unit Dinas Pinran
Barang pelayanan penunjang | Kendaraan Dinas g
Milik Daerah urusan pemerintah daerah | Operasional atau
Penunjang Lapangan
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.13.01.2.07.05 Jumlah pengadaan Meja dan | Kab.
Pengadaan 10 Buah Pinran
Mebel Kursi Kerja g
2.13.01.2.07.06 Jumlah peralatan Kab.
Pengadaan cetak,Komputer 10 Unit PC | Pinran
Peralatan dan Mesin | dan Lattop g
Lainnya Jumlah sarana dan
Prasarana 3 Unit
Pendukung Gedung
Kantor (AC dan Sound
System)
2.13.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasaranat Unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
Pendukung Bangunan Lainnya yang

Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan

Lainnya
2.13.01.2.08 Persentase Ketercapaian100 | 2.13.01.2.08.01 Jumlah Pendistribusian Kab.
Penyediaan Jasa | % Penyediaan Surat 2025 Surat Pinran
Penunjang Pelayanan Penunjang Jasa Surat Menyurat | menyurat terkirim g
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintah Daerah
Daerah
2.13.01.2.08.02 Jumlah rekening layanan Kab.
Penyediaan jasa 12 Bulan Pinran
Jasa Komunikasi, telepon,internet,air g
Sumber dan listrik yang
Daya Air dan Listrik | terbayarkan tepat
waktu
2.13.01.2.08.04 Kab.
Penyediaan Pinran
Jasa Pelayanan g
Umum
Kantor
2.13.01.2.09 Persentase ketercapaian100 |2.13.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 6 |Kab.
Pemeliharaan % Penyediaan Unit Pinran
Barang pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, | Operasional yang dipelihara | g
Milik Daerah barang milik Biaya sesuai analisis Kebutuhan
Penunjang daerah penunjang Pemeliharaan, Pajak
Urusan urusan dan
Pemerintahan pemerintah Perizinan Kendaraan
Daerah daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.13.01.2.09.06 Jumlah pemeliharaan | Kab.
Pemeliharaan Peralatan 18 Unit dan Mesin | Pinran
Peralatan dan g
Mesin Lainnya
2.13.01.2.09.09 Jumlah Kab.
Pemeliharaan/Reha | Pemeliharaan/Rehab 1 |Pinran
bilitasi Paket Gedung Kantor g
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
2.13.02 Terselenggaranya | 2.13.02.2.01 Jumlah Aparatur Desa yang |2.13.02.2.01.01 Jumlah Desa yang akan di
PROGRAM penataan 100% |Penyelenggaraan| 69 Orang ditingkatkan | Pembentukan, 2 Desa
PENATAAN Desa Penataan Desa | Kapasitasnya Penghapusan, mekarkan
DESA Penggabungan, dan | Jumlah Desa yang
Perubahan Status | Melakukan 0 Desa
Desa Pembentukan,
Penghapusan,
Penggabungan, dan
Perubahan

Status Desa

2.13.02.2.01.02 Jumlah Aparatur Desa yang
Fasilitasi Tata 69 Orang
Wilayah Desa mengikuti sosialisasi
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Jumlah Desa yang
Terfasilitasi 0 Desa
Penataan Wilayahnya

2.13.02.2.01.04
Fasilitasi
Penamaan dan
Kode Desa

Jumlah Desa yang
terfasilitasi 1 Dokumen
Jumlah Desa yang 0 Desa
Terfasilitasi Penamaan dan
Kode Desa

2.13.03 Persentase 2.13.03.2.01 Jumlah Desa yang 2.13.03.2.01.03 Jumlah Dokumen Hasil 0
PROGRAM kerjasama Desa  12|[Pesditasi  Kerja | terfasilitasi 12 Desa dalam | Fasilitasi Dokumen
PENINGKATAN Sama antar Desa | kerjasama antar desa Pembangunan Fasilitasi Pembangunan
KERJA Kawasan Kawasan Perdesaan
SAMA DESA Perdesaan Jumlah Kawasan
Perdesaan 3 Kawasan yang
terfasilitasi
2.13.04 Persentase 2.13.04.2.01 Persentase Pembinaan dan |2.13.04.2.01.01 Jumlah Aparatur Desa yang
PROGRAM pengentasan desa | Pembinaan dan 100 % Fasilitasi 612 Orang terdaftar sebagai
ADMINISTRASI 70 % Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Peserta
PEMERINTAHAN | tertinggal Penyelenggaraan | penyelenggaraan Administrasi
DESA Administrasi Administrasi Pemerintahan | Pemerintahan
Pemerintahan Desa Desa
Desa
2.13.04.2.01.02 Jumlah Dokumen Hasil 0
Fasilitasi Dokumen

Penyusunan Produk
Hukum

Fasilitasi Penyusunan
Produk

Desa Hukum Desa

Jumlah Naskah Rancangan

11 Perbub

Perbub yang tersusun dan

tersosialisasi
2.13.04.2.01.03 Jumlah Aparatur Desa dan
Fasilitasi 355 Orang
Penyusunan masyarakat yang dilatih
Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil 0

Pembangunan Desa

Dokumen

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan

Desa

2.13.04.2.01.04
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa

Jumlah Dokumen Hasil 0
Dokumen

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Semua
Kab/K
ota

2.13.04.2.01.07
Evaluasi
Pengawasan
Peraturan Desa

dan

Jumlah Desa yang 69 Desa
dibina/Evaluasi
Pengelolaan,Admini

strasi Keuangan
Desa,Profil Desa

dan administrasi

Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil 0
Dokumen

Evaluasi dan Pengawasan
Peraturan Desa

2.13.04.2.01.08
Pembinaan
Pemberdayaan
BUM Desa dan
Lembaga Kerja
Sama antar Desa

dan

Jumlah Aparatur 69 Orang
Desa/Masyaraka

t yang mengikuti

pelatihan

keterampilan

manajemen

Badan  Usaha

Milik desa

Jumlah Aparatur 24 Orang
Desa/Masyarakat

yang mengikuti
Pelatihan/Penguatan
Administrasi dan Pelaporan
BUNDESMA

Jumlah Desa yang 9
Kecamatan

mengikuti Lomba
BUNDESMA terbaik
tingkat kabupaten
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Jumlah Dokumen Hasil0

Dokumen

Pembinaan dan

Pemberdayaan

BUM Desa dan

Lembaga Kerja

Sama

antar Desa

Jumlah

Kecamatan

BUMDESMA

Jumlah Penerima Bantuan
44 Kelompok

Bagi Kelompok Usaha

Mikro

Monitoring 9
Kawasan

2.13.04.2.01.09 Jumlah Desa yang
Penyelenggaraan melaksanakan 9
Pemilihan, Desa Pemilihan Kepala
Pengangkatandan | Desa

Pemberhentian

Kepala Desa

2.13.04.2.01.11 Jumlah  Aparatur Desa
Fasilitasi yang 142 Orang mengikuti

Penyusunan Profil
Desa

Pelatihan Penyusunan
Profil Desa
Jumlah  Dokumen  Profil

Desa 0 Dokumen yang
tersusun

2.13.04.2.01.13 Jumlah Dokumen Hasil 0

Fasilitasi Dokumen

Pengelolaan Aset Fasilitasi Pengelolaan Aset

Desa Desa

2.13.04.2.01.18 Jumlah Desa yang mengikuti | Kab.
Fasilitasi 13 Desa Pinran
Evaluasi Lomba Desa Tingkat g
Perkembangan Kabupaten

Desa serta Lomba | Jumlah Dokumen Hasil 0

Desa dan Dokumen

Kelurahan Evaluasi

Perkembangan Desa
serta Lomba Desa

dan
Kelurahan
2.13.05 Persentase 2.13.05.2.01 Persentase peningkatan 2.13.05.2.01.03 Jumlah Kader PKK yang100
PROGRAM peningkatan Pemberdayaan | kapasitas 90 % lembaga | Peningkatan Orang
PEMBERDAYAA | kapasitas 90 % Lembaga kemasyarakatan yang Kapasitas mengikuti Pelatihan
N kelembagaan Kemasyarakatan | bergerak dibidang Kelembagaan Jumlah Kader Posyandu
LEMBAGA yang pemberdayaan desa Lembaga yang138 Orang
KEMASYARAKA Bergerak di Kemasyarakatan mengikuti Pelatihan
TAN, Bidang Desa/Kelurahan Jumlah Lembaga Adat yang
LEMBAGA ADAT Pemberdayaan (RT, RW, 100 Orang
DAN Desa dan PKK, Posyandu, mengikuti pelatihan
MASYARAKAT Lembaga Adat LPM, dan
HUKUM ADAT Tingkat Daerah Karang Taruna), ﬁ‘gﬂg&;’:ﬁ;ﬂﬂ 0Lembaga
Kabupaten/Kota Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW.
serta Adat PKK B
Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan POS);an du. LPM. dan
Masyarakat Masyarakat Hukum Karang B
:(lij:tun;n Adat Taruna), Lembaga Adat
Mas érasat Desa/Kelurahan dan
Y Masyarakat Hukum Adat
Pelakunya
Hukum Adat yang .
ang Sama Ditingkatkan Kapasitasnya
Zalam Daerah Jumlah LPM yang mengikuti
Kabupaten/Kota Pelatihan 100 Orang
Jumlah RT/RW yang 100
Orang

mengikuti Pelatihan
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2.13.05.2.01.05
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha

Ekonomi Masyarakat
dan

Pemerintah Desa

Jumlah Dokumen Hasil 0
Dokumen

Fasilitasi
Pengembangan

Usaha  Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa

dalam dalam

Meningkatkan Meningkatkan Pendapatan

Pendapatan Asli Desa

Asli Desa Jumlah peningkatan Desa

100 Orang

yang lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adatnya
melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan
pemberdayaan

2.13.05.2.01.06 Jumlah Kegiatan Gelar TTG

EaS"'t?S' . 1 kali Jumlah

daelr:;nnta esa Laporan Hasil Fasilitasi 0

Pemanfaatan Laporan

Teknologi Pemerintah Desa dalam

Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi

Tepat
Guna

2.13.05.2.01.08
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat Desa

Jumlah Aparatur yang 100
Orang

mengikuti  pelatihan
LINMAS untuk
pengamanan Pilkades

2.13.05.2.01.09
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Tim Pengerak PKK
12 Kecamatan  yang
ditingkatkan
Kapasitasnya

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01 Persentase 2.14.01.2.01 Tersedianya Dokumen 12 |2.14.01.2.01.01 Jumlah Dokumen3 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian Peréncanaan, Dokumen Perencanaan Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang urusan | dan Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.14.01.2.01.02 Jumlah Dokumen DPA yang | Kab.
Koordinasi dan 1 dokumen Pinran
Penyusunan Tersusun g
Dokumen  RKA-
SKPD
2.14.01.2.01.03 Jumlah Dokumen RKPA Kab.
Koordinasi dan | yang 1 dokumen Pinran
Penyusunan Tersusun g
Dokumen
Perubahan  RKA-
SKPD
2.14.01.2.01.04 Jumlah Dokumen DPA yang | Semua
Koordinasi dan 1 dokumen Kab/K
Penyusunan  DPA-| Tersusun ota
SKPD Kab.
Pinran
9
2.14.01.2.01.05 Jumlah Dokumen DPPA Kab.
Koordinasi dan | yang 1 dokumen Pinran
Penyusunan Tersusun g
Perubahan  DPA-
SKPD
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2.14.01.2.01.06 Jumlah Dokumen LPPD, Kab.
Koordinasi dan | LKJIP, 3 dokumen dan Pinran
Penyusunan perjanjian Kinerja yang g
Laporan Tersusun
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
2.14.01.2.01.07 Jumlah Dokumen Evaluasi | Kab.
Evaluasi 2 dokumen Pinran
Kinerja Perangkat renstra dan g
Daerah Evaluasi Renja
yang Tersusun
2.14.01.2.02 jumlah dokumen 5 dokumen |2.14.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 40 Kab.
Administrasi administrasi keuangan Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan yg tersusun Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.14.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 4 | Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.14.01.2.02.03 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD | Jumlah Honorarium PA, Pinran
KPA, 12 bulan 9
PPTK, Honorarium
Administrasi yang
Terbayarkan Tepat Waktu
2.14.01.2.02.05 Jumlah Penyusunan Kab.
Koordinasi dan Laporan1 laporan Pinran
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun yang | g
Laporan Keuangan | Tersusun
Akhir Tahun SKPD
2.14.01.2.02.07 Jumlah Penyusunan laporan | Semua
Koordinasi  dan 1 laporan Kab/K
Penyusunan Keuangan Semesteran yang | ota
Laporan Keuangan | Tersusun Kab.
Bulanan/ Pinran
Triwulanan/ g
Semesteran
SKPD
2.14.01.2.03 Tercapainya peningkatan 2 |2.14.01.2.03.01 Jumlah Penyusunan RKBU | Kab.
Administrasi Dokumen kualitas | Penyusunan 1 dokumen yang Tersusun | Pinran
Barang pengelolaan Aset yang lebih | Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan |9
Milik Daerah transparan dan akuntabilitas | Kebutuhan 0 Dokumen
pada Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah SKPD
Perangkat SKPD
Daerah
2.14.01.2.03.05 Jumlah Laporan |Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 0 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD Jumlah Penyusunan
Laporan1 dokumen
Aset yang Tersusun
2.14.01.2.05 Mewujudkan Managemen 2.14.01.2.05.02 Jumlah Paket Pakaian Dinas | Kab.
Administrasi 12 Bulan Pengadaan 0 Paket Pinran
Kepegawaian Kepegawaian yang Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | g
Perangkat Berkualitas beserta Jumlah Pengadaan Pakaian
Daerah Atribut 152 pasang
Kelengkapannya Olahraga
2.14.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 0 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Jumlah Dokumen
Penyusunan 2 dokumen
ANJAB dan EVJAB yang
Tersusun
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2.14.01.2.05.11 Jumlah Bimbingan Teknis | Kab.
Bimbingan Yang 12 bulan Pinran
Teknis Implementasi | Terlaksana g
Peraturan
PerundangUndanga
n
2.14.01.2.06 Meningkatkan jasa 12 Bulan |2.14.01.2.06.01 Jumlah Komponen Listrik | Kab.
Administrasi Administrasi dalam Penyediaan Kantor 4 Jenis Yang|Pinran
Umum Penyelenggaraan Komponen Instalasi | Tersedia g
Perangkat Managemen dan Listrik/Penerangan
Daerah Operasional Kantor Bangunan Kantor
2.14.01.2.06.03 Jumlah Pengadaan Alat Kab.
Penyediaan Kebersihan 7 unit Pinran
Peralatan Rumah g
Tangga
2.14.01.2.06.06 Jumlah Examplar Minat Kab.
Penyediaan Baca 13 Examplar Aparatur | Pinran
Bahan Bacaan dan g
Peraturan
Perundangundanga
n
2.14.01.2.06.09 Jumlah Koordinasi dan 12 | Semua
Penyelenggaraan bulan Kab/K
Rapat Konsultasi yang ota
Koordinasi dan Terintegritas dan Kab.
Konsultasi sesuai Analisa Pinran
SKPD Kebutuhan Yang g
Terlaksana
Jumlah Laporan 0 Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.14.01.2.07 Meningkatkan Sarana dan2 |2.14.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 0 | Kab.
Pengadaan Unit Pengadaan Unit Pinran
Barang Prasarana Bagi Aparatur Mebel Disediakan g
Milik Daerah Jumlah Pengadaan Meja
Penunjang Kerja 2 unit
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.14.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 2 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.14.01.2.08 Meningkatkan Dukungan12 |2.14.01.2.08.02 Jumlah Jasa Komunikasi, | Kab.
Penyediaan Jasa | Bulan Penyediaan Sumber 12 bulan Pinran
Penunjang Administrasi dalam Jasa Komunikasi, Daya Air, dan Listrik Yang | g
Urusan Penyelenggaraan Sumber Tersedia
Pemerintahan Managemen dan Daya Air dan Listrik
Daerah Operasional Kantor
2.14.01.2.08.04 Jumlah Honorarium Tenaga | Kab.
Penyediaan 12 bulan Pinran
Jasa Pelayanan Pembersih, Satpam, Jasa |g
Umum Kebersihan Kantor, dan
Kantor Retribusi
Sampah Yang Tersedia
2.14.01.2.09 Terpeliharanya Kendaraan | 2.14.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas Kab.
Pemeliharaan 12 Bulan Dinas, AC dan |Penyediaan 0 Unit Pinran
Barang Komputer Jasa Pemeliharaan, | Operasional  atau g
Milik Daerah Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan  Pajak
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | dan Perizinannya
Daerah Dinas Jumlah Pajak dan STNK 12
Operasional atau bulan
Lapangan Kendaraan
Dinas/Operasional
terproses setiap Tahun,
BBM,
Service Kendaraan Dinas,
Honorarium Supir
2.14.01.2.09.06 Jumlah Peralatan Gedung | Kab.
Pemeliharaan Kantor 6 unit yang Pinran
Peralatan dan Terawat dan Terpelihara g
Mesin Lainnya
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2.14.01.2.09.11 Jumlah Perlengkapan | Kab.
Pemeliharaan/Reha | Gedung 10 unit Kantor Yang | Pinran
bilitasi Terpelihara g
Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
2.14.02 TFR (Angka 2.14.02.2.01 laju pertumbuhan Penduduk |2.14.02.2.01.13 Jumlah Organisasi yang0 | Kab.
PROGRAM Kelahiran Total) ~ 2|@&%aduan dan | (LPP) 0.71 % Sosialisasi tentang | Organisasi Pinran
PENGENDALIAN | TFR(Angka Kelahiran | Sinkronisasi Pemanfaatan Kajian | Mengikuti g
PENDUDUK Total) 2.08 % Kebijakan Dampak Sosialisasi
Pemerintah Kependudukan tentang
Daerah Provinsi Beserta Model Pemanfaatan
dengan Solusi Kajian
Pemerintah Strategis Sebagai Dampak
Daerah Peringatan Dini Kependudukan Beserta
Kabupaten/Kota Dampak Model Solusi Strategis
dalam rangka Kependudukan Sebagai
Pengendalian kepada Peringatan Dini
Kuantitas Pemangku Dampak
Penduduk Kepentingan Kependudukan
kepada
Pemangku
Kepentingan
Jumlah Sosialisasi laju 12
Kecamatan  pertumbuhan
penduduk yang Terlaksana
2.14.02.2.02 Pengendaliaan 12 2.14.02.2.02.02 Jumlah Pengumpulan dan |Kab.
Pemetaan Kecamatan Penyediaan dan | 12 Kecamatan Pengolahan | Pinran
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Pengolahan Data data pelayanan KB/KS/dan |g
Pengendalian Kependudukan PP
Penduduk
Cakupan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.09 Jumlah Laporan 0 Laporan |Kab.
Pembinaan ~ dan | Pembinaan dan Pinran
Pengawasan Pengawasan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem
Sistem Informasi Keluarga
Informasi Keluarga | Jumlah Pembinaan Tribina,
12 Kecamatan
BKB, BKR, BKL, dan
UPPKS,
Pelatihan Kader Keluarga
Balita, Pemberdayaan PKK
2.14.03 Persentase 2.14.03.2.01 Persentase Masyarakat yang |2.14.03.2.01.04 Jumlah Dokumen Promosi | Kab.
PROGRAM kebutuhan ber-KB | Pelaksanaan 98 % Promosi dan KIE 0 Dokumen dan | Pinran
PEMBINAAN 10,54 % | Advokasi, Terpapar isi Pesan Program | Program KKBPK KIE Program Bangga g
KELUARGA yang tidak terpenuhi | Komunikasi, KKBPK Melalui Kencana (Pembangunan
BERENCANA (unmet need) Informasi  dan | (Advokasi dan KIE) Media Massa Cetak | Keluarga, Kependudukan,
(KB) Edukasi  (KIE) dan dan Keluarga Berencana)
Pengendalian Elektronik serta Melalui Media Massa Cetak
Penduduk dan Media Luar dan Elektronik serta Media
KB Ruang Luar Ruang
Sesuai Kearifan Jumlah promosi KB dan
Budaya Lokal KIE 12 bulan
melalui media yang
terlaksana
2.14.03.2.03 Persentase Peserta KB aktif |2.14.03.2.03.02 Jumlah Akseptor yang 240
Pengendalian (PA)  98% Peningkatan Orang
dan Metode Kontrasepsi Jangka | Kompetensi Mengikuti Peningkatan
Pendistribusian | Panjang (MKJP) Pengelola dan Kompetensi Pengelola dan
Kebutuhan Alat Petugas Logistik Alat | Petugas Logistik Alat dan
dan dan Obat Kontrasepsi serta
Obat Kontrasepsi Obat Kontrasepsi Sarana
serta serta Penunjang Pelayanan KB
Pelaksanaan Sarana Penunjang
Pelayanan Pelayanan KB
KB di Daerah
Kabupaten/Kota
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2.14.03.2.03.03 Jumlah Kesertaan 12 Kab.
Peningkatan Kecamatan Pinran
Kesertaan Penggunaan Metode g
Penggunaan Kontrasepsi Jangka
Metode Kontrasepsi | Panjanng (MKJP)
Jangka Jumlah Orang yang0 Orang
Panjang (MKJP) Mengikuti Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
2.14.03.2.03.05 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Kab.
Penyusunan Penyusunan Rencana Pinran
Rencana Kebutuhan Alat dan Obat | g
Kebutuhan Alat dan | Kontrasepsi (Alokon) dan
Obat  Kontrasepsi | Sarana Penunjang
(Alokon) dan | Pelayanan KB
Sarana Jumlah Peningkatan 12
Penunjang Kecamatan
Pelayanan KB pelayanan KB ke
setiap pelosok desa
2.14.03.2.03.06 Jumlah Sarana Penunjang | Kab.
Penyediaan 100 persen Pinran
Sarana Penunjang | Pelayanan KB yang g
Pelayanan KB Tersedia
Jumlah Unit Sarana
Penunjang 0 Unit
Pelayanan KB
2.14.03.2.03.07 Jumlah Orang yang0 Orang | Kab.
Pembinaan Mengikuti Pembinaan Pinran
Pasca Pelayanan Pasca Pelayanan bagi g
bagi Peserta KB
Peserta KB Jumlah pembinaan pasca
12 Kecamatan pelayanan
peserta KB
2.14.03.2.03.08 Jumlah Laporan Hasil 0 Kab.
Pembinaan Laporan Pinran
Pelayanan Keluarga | Pembinaan Pelayanan g
Berencana dan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Kesehatan Reproduksi di
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Termasuk Jaringan dan
Kesehatan Jejaringnya
Termasuk
Jaringan dan
Jejaringnya
Jumlah Pembinaan 12
Kecamatan
Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi  di
Fasilitas
Kesehatan
termasuk jaring
dan jejaringnya
yang
Terlaksana
2.14.03.2.03.10 Jumlah Peningkatan 12 Kab.
Peningkatan Kecamatan Pinran
Kompetensi Tenaga | Kompetensi Tenaga g

Pelayanan Keluarga
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi

Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi yang
Terlaksana
Jumlah Tenaga Pelayanan
0 Orang yang
Mengikuti
Peningkatan Kompetensi
Tenaga Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

2.14.03.2.03.12
Promosi dan
Konseling KB Pasca
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Pasca

Keguguran

Jumlah Orang yang0 Orang
Mengikuti Promosi dan
Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca
Keguguran

Jumlah promosi dan
Kecamatan

12

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH

144




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

konseling KB
pasca persalinan
dan keguguran
Yang Terlaksana
2.14.04 Persentase 2.14.04.2.01 Pembangunan Keluarga12 |2.14.04.2.01.08 Jumlah  Laporan  Hasil
PROGRAM Peningkatan Pelaksanaan Bulan Promosi dan Promosi 1 Laporan dan
PEMBERDAYAA | Kapasitas 68 % | Pembangunan Melalui Pembinaan Sosialisasi Sosialisasi Kelompok
N Sumber Daya | Keluarga Melalui | Ketahanan dan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
DAN Keluarg Pembinaan Kesejahteraan Kegiatan Ketahanan | Kesejahteraan Keluarga
PENINGKATAN Ketahanan dan | Keluarga dan (Menjadi Orang Tua Hebat,
KELUARGA Kesejahteraan Kesejahteraan Generasi Berencana,
SEJAHTERA Keluarga Keluarga Kelanjutusiaan serta
(KS) (Menjadi Orang Tua | Pengelolaan Keuangan
Hebat, Keluarga)
Generasi
Berencana,
Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan
Keuangan
Keluarga)
2.14.04.2.01.13 Jumlah Laporan Hasil 0
Pelaksanaan Laporan
Koordinasi Evaluasi | Koordinasi Evaluasi
Pencapaian IPK Pencapaian iBangga
(Indeks
Pembangunan Keluarga)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.01 Persentase 2.15.01.2.01 Jumlah Dokumen Yang12  |2.15.01.2.01.01 Jumlah Dokumen4 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@f¥ncanaan, Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | Tersusun Tepat Waktu Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pinran
DAERAH daerah Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.15.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.15.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.15.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.15.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
2.15.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian Kab.
Koordinasi dan| 1 Dokumen Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
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2.15.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi Kab.
Evaluasi 1 Dokumen Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
2.15.01.2.02 Jumlah Anggaran Yang17 | 2.15.01.2.02.01 Jumlah Orang yang | Kab.
Administrasi Laporan Penyediaan Menerima 12 Bulan Gaji dan | Pinran
Keuangan Terealisasi Tepat Waktu dan | Gaji dan Tunjangan | Tunjangan ASN g
Perangkat Kinerja Administrasi ASN
Daerah Keuangan Yang Terarah
2.15.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 12 | Semua
Penyediaan Bulan Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.15.01.2.02.03 Jumlah Dokumen14 Laporan | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.15.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Dukumen Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan Hasil Koordinasi
Akhir Tahun SKPD | Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2.15.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 14 Dokumen Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
2.15.01.2.03 Jumlah Jasa Pengelolaan |2.15.01.2.03.06 Jumlah Laporan 4 Dukumen | Kab.
Administrasi Barang 9 unit dan Asset | Penatausahaan Penatausahaan Barang Pinran
Barang Yang Terbayarkan Tepat |Barang Milik Milik
Milik Daerah Waktu Serta Pengelolaan | Daerah pada SKPD | Daerah pada SKPD
pada Barang
Perangkat dan Asset yang Tersusun
Daerah Tepat
Waktu
2.15.01.2.05 Jumlah Pelayanan 61 2.15.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi Pegawai Pengadaan Dinas 69 Pegawai beserta | Pinran
Kepegawaian Administrasi Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat Pegawai daerah beserta
Daerah Yang Terlaksana Atribut
Secara Efektif dan Kelengkapannya
Efesien
2.15.01.2.05.03 Jumlah  Dokumen Hasil | Kab.
Pendataan dan | Koordinasi 1 Ls dan |Pinran
Pengolahan Pelaksanaan Sistem | g
Administrasi Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.15.01.2.05.11 Jumlah Orangyang 30 |Kab.
Bimbingan Pegawai Pinran
Teknis Implementasi | Mengikuti Bimbingan Teknis | g
Peraturan Implementasi Peraturan
PerundangUndanga | Perundang-Undangan
n
2.15.01.2.06 Jumlah Pemenuhan 2.15.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen3 | Kab.
Administrasi Pelayanan 13 Jenis | Penyediaan Gedung Pinran
Umum Administrasi Publik Sesuai | Komponen Instalasi | Instalasi Listrik/Penerangan | g
Perangkat Analisa Kebutuhan Listrik/Penerangan | Bangunan Kantor yang
Daerah Bangunan Kantor Disediakan
2.15.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 50 Buah Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
2.15.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan37 | Kab.
Penyediaan Bacaan Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
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Perundangundanga | Disediakan
n
2.15.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 2 Kegiatan | Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
2.15.01.2.06.09 Jumlah Laporan 12 Bulan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.15.01.2.07 Fasilitas  Umum  Kantor|2.15.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Tersedia 6 Paket Secara|Pengadaan Mesin 10 Unit Lainnya yang | Pinran
Barang Optimal Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Milik Daerah Lainnya
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.15.01.2.08 Jumlah Jasa Pelayanan 2.15.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | Kantor7 Jenis Penyediaan Penyediaan 1 Laporan Jasa | Pinran
Penunjang Yang Terlaksana Sesuali Jasa Surat Menyurat | Surat Menyurat g
Urusan Kebutuhan
Pemerintahan
Daerah
2.15.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Sumber Daya
Daya Air dan Listrik | Air dan Listrik yang
Disediakan
2.15.01.2.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Peralatan dan | Jasa Peralatan dan g
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
2.15.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.15.01.2.09 Fasilitas Umum  Kantor|2.15.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan Kab.
Pemeliharaan Tersedia 6 Paket Secara |Penyediaan Perorangan 14 Unit | Pinran
Barang Optimal Jasa Pemeliharaan, | Dinas atau g
Milik Daerah Biaya Kendaraan Dinas
Penunjang Pemeliharaan, dan | Jabatan yang
Urusan Pajak Dipelihara dan
Pemerintahan Kendaraan dibayarkan
Daerah Perorangan Pajaknya
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
2.15.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 14 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.15.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 0 Unit | Pinran
bilitasi Pendukung Gedung Kantor |g
Sarana dan | atau
Prasarana Bangunan Lainnya yang
Pendukung Gedung | Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau
Bangunan Lainnya
2.15.01.2.13 Jumlah Fasilitas Pelayanan |2.15.01.2.13.02 Jumlah Laporan Hasil Kab.
Penataan Publik 6 Jenis Yang|Fasilitasi Fasilitasi 1 Laporan Pinran
Organisasi Terpakai Sesuai Kebutuhan | Pelayanan Publik Pelayanan Publik dan Tata |g
dan Tata Laksana
Laksana
2.15.02 Kinerja Lalu Lintas0,44 R45§i62.2.02 Jumlah Perlengkapan Jalan | 2.15.02.2.02.02 Jumlah Perlengkapan Jalan | Kab.
PROGRAM Kabupaten Penyediaan Yang 37 Buah Terpakai|Penyediaan di 14 Unit Pinran
PENYELENGGA | Rasio konektivitas 1,3 FEgsiengkapan Sesuai Kebutuhabn Perlengkapan Jalan | Jalan Kabupaten/Kota yang |g
RAAN Kabupaten/Kota Jalan di di Jalan Tersedia
LALU LINTAS Jalan Kabupaten/Kota
DAN Kabupaten/Kota
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ANGKUTAN
JALAN
(LLAJ)
2.15.02.2.02.03 Jumlah  Prasarana Jalan | Kab.
Rehabilitasi dan | yang 150 Unit Terehabilitasi | Pinran
Pemeliharaan dan Terpelihara g
Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.04 Jumlah Perlengkapan Jalan | Kab.
Rehabilitasi  dan | yang 150 Unit Terehabilitasi | Pinran
Pemeliharaan dan Terpelihara g
Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03 Jumlah Terminal 2.15.02.2.03.03 Jumlah Sarana dan Kab.
Pengelolaan Penumpang 1 Jenis | Pengembangan Prasarana 6 Unit | Pinran
Terminal Tife-C Yang Terpakai Sarana dan Terminal yang Dilakukan g
Penumpang Tipe | Sesuai Prasarana Terminal | Pengembangan
C Kebutuhan
2.15.02.2.05 Jumlah Sarana dan 2.15.02.2.05.01 Jumlah Sarana dan Kab.
Penguijian Prasarana 6 Paket | Penyediaan Prasarana 7 Unit | Pinran
Berkala Kendaraan Yang Terpakai | Sarana dan Pengujian Berkala g
Kendaraan Sesuai Prasarana Kendaraan
Bermotor Kebutuhan Penguijian Berkala | Bermotor yang Tersedia
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.04 Jumlah Dokumen Bukti Kab.
Penyediaan Lulus1 Dokumen Pinran
Bukti Lulus Uji Uji Pengujian Berkala g
Penguijian Kendaraan Bermotor
Berkala Kendaraan
Bermotor
2.15.02.2.05.07 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan Prasarana 12 Unit | Pinran
Sarana dan Penguijian Berkala g
Prasarana Penguijian | Kendaraan
Berkala Bermotor yang Terpelihara
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 Jumlah Pelaksanaan 2.15.02.2.06.02 Jumlah Pengadaan, Kab.
Pelaksanaan Manajemen 5 Paket Pengadaan, Pemasangan, 150 Unit Pinran
Manajemen dan | Dan Rekayasa Lalu Lintas | Pemasangan, Perbaikan  dan g
Rekayasa Lalu | Yang Perbaikan dan Pemeliharaan
Lintas  untuk | Terlaksana Sesuai Pemeliharaan Perlengkapan
Jaringan Jalan | Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam
Kabupaten/Kot Jalan dalam rangka | rangka
a Manajemen dan Manajemen dan
Rekayasa Rekayasa Lalu Lintas
Lalu Lintas
2.15.02.2.06.05 Jumlah Laporan Forum Lalu | Kab.
Forum Lalu 1 Laporan Pinran
Lintas dan Angkutan | Lintas dan Angkutan Jalan |g
Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09 Jumlah Tenaga Honorer 2.15.02.2.09.02 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan yang 130 Orang digajidan | Pengendalian dan Pengendalian 1 Laporan | Pinran
Angkutan Umum | Terdaftar sesuai Pengawasan dan Pengawasan |g
untuk Jasa | Kebutuhan Ketersediaan Ketersediaan Angkutan
Angkutan Orang Angkutan Umum Umum untuk Jasa
dan/atau Barang untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Antar Angkutan Orang Barang Antar Kota dalam 1
Kota dalam 1 dan/atau (Satu) Kabupaten/Kota
(Satu) Barang Antar Kota
Daerah dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14 Jumlah Izin Angkutan Orang |2.15.02.2.14.02 Jumlah Laporan Koordinasi | Kab.
Penerbitan 4 Kegiatan Koordinasi dan | 3 Laporan dan Sinkronisasi | Pinran
Izin Dalam Trayek Lintas Daerah | Sinkronisasi Pengawasan g
Penyelenggaraan | Yang Terlaksana sesuai Pengawasan Pelaksanaan Izin
Angkutan Orang | Kebutuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan
dalam Trayek Izin Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Penyelenggaraan Kewenangan
Kabupaten/Kota Angkutan Orang Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) dalam
Daerah Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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2.15.03 Presentase 2.15.03.2.04 Jumlah Penerbitan Izin Yang |2.15.03.2.04.01 Jumlah Dokumen Kab.
PROGRAM Pengelolaan Petbangunan 4 Paket Fasilitasi Pemenuhan 1 Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | Pelabuhan/ dan Melayani Trayek Dalam Pemenuhan Persyaratan g
PELAYARAN Dermaga Penerbitan Izin Kab/Kota Persyaratan Perolehan Izin
Pelabuhan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai
Sungai dan Pelabuhan dan Danau yang
Danau yang Sungaidan Danau | Melayani  Trayek
Melayani yang dalam
Trayek dalam 1 Melayani Trayek 1 Daerah
Daerah dalam 1 Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam
Kewenangan Sistem Pelayanan Perizinan
Kabupaten/Kota Berusaha Terintegrasi
dalam Secara
Sistem Pelayanan Elektronik
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
2.15.03.2.04.02 Jumlah Laporan Koordinasi | Kab.
Koordinasi dan | 2 Laporan dan Sinkronisasi | Pinran
Sinkronisasi Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan
Pelaksanaan Sungai dan Danau yang
|zin Pelabuhan Melayani Trayek dalam 1
Sungai dan Daerah Kabupaten/Kota
Danau yang Kewenangan
Melayani Kabupaten/Kota
Trayek dalam 1
Daerah
Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.03.2.07 Jumlah Penyeberangan dan | 2.15.03.2.07.01 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Penetapan Lintas 1 Rute Penyediaan 2 Dokumen Pinran
Penyeberangan | Pengoperasian Untuk Kapal |Data dan Informasi | Jaringan Lintas g
dan Persetujuan | Yang Jaringan Penyeberangan dan
Pengoperasian | Terlayani Sesuai Kebutuhan |Lintas Disetujuinya
untuk Penyeberangan Pengoperasian
Kapal yang dan  Persetujuan | untuk Kapal yang
Melayani Pengoperasian Melayani
Penyeberangan untuk Kapal yang | Penyeberangan
dalam Melayani dalam
Daerah Penyeberangan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.03.2.07.02 Jumlah Laporan Kab.
Pengendalian dan Pengendalian 2 |Pinran
Pengawasan Laporan dan Pengawasan | g
Jaringan Lintas Jaringan Lintas
Penyeberangan dan | Penyeberangan dan
Persetujuan Disetujuinya Pengoperasian
Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani
untuk Kapal yang | Penyeberangan dalam
Melayani Daerah
Penyeberangan Kabupaten/Kota
dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.03.2.08 Jumlah Izin Usaha 2.15.03.2.08.01 Jumlah Dokumen Kab.
Penerbitan  Izin | Perawatan 4 Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 2 Dokumen Pinran
Usaha Jasa | Kapal Yang Diterbitkan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin |g
terkait  dengan | Sesuai Kebutuhan Persyaratan Usaha Jasa Terkait dengan
Perawatan  dan Perolehan Izin | Perawatan dan Perbaikan
Perbaikan Kapal Usaha Jasa terkait | Kapal dalam Sistem
dengan Perawatan | Pelayanan Perizinan
dan Perbaikan | Berusaha Terintegrasi
Kapal dalam Sistem | Secara Elektronik
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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2.16.01 Persentase 2.16.01.2.01 Tersedianya Dokumen13 2.16.01.2.01.01 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian Peréncanaan, Dokumen Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | Perencanaan,Penga Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan nggaran dan evaluasi Perencanaan Jumlah Dokumen3 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintah daerah | Evaluasi Kinerja | kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH Perangkat Daerah g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.16.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.16.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.16.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.16.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
2.16.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan lkhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.16.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
2.16.01.2.02 Tersusunnya Dokumen 1 2.16.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 38 Kab.
Administrasi Laporan Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan Laporan Keuangan Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat Perangkat ASN Tunjangan ASN
Daerah Daerah
2.16.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.16.01.2.02.03 Jumlah Dokumen1 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.16.01.2.02.04 Jumlah Dokumen | Kab.
Koordinasi Koordinasi 0 Dokumen dan | Pinran
dan Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi | g
Akuntansi SKPD SKPD
2.16.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
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Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.16.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
2.16.01.2.03 Jumlah Laporan Asset 2 2.16.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi Laporan Penyusunan 1 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang tersusun Tepat waktu Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah Kebutuhan
pada Barang Milik Daerah
Perangkat SKPD
Daerah
2.16.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 1 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
2.16.01.2.05 Tersedianya Administrasi12 |2.16.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi Bulan Pengadaan Dinas 0 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat Daerah beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
2.16.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 6 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.16.01.2.05.04 Jumlah Dokumen Hasil 0 | Kab.
Koordinasi  dan | Dokumen Pinran
Pelaksanaan Koordinasi dan g
Sistem Informasi | Pelaksanaaan
Kepegawaian Sistem Informasi
Kepegawaian
2.16.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 0 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
2.16.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti20 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
2.16.01.2.06 Ketersedian Pelayanan 12{2.16.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi Bulan Administrasi Umum | Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum SKPD Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.16.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 30 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
2.16.01.2.06.03 Jumlah  Paket Peralatan | Kab.
Penyediaan Rumah 0 Paket Tangga |Pinran
Peralatan Rumah yang Disediakan g
Tangga
2.16.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan dan 0 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
2.16.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan1 Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH

151




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Perundangundanga | Disediakan
n
2.16.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 0 Paket | Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
2.16.01.2.06.09 Jumlah Laporan 1 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.16.01.2.06.10 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Kab.
Penatausahaan Penatausahaan Arsip Pinran
Arsip Dinamis pada SKPD g
Dinamis pada SKPD
2.16.01.2.07 Tersedianya Sarana dan46 | 2.16.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan unit Pengadaan Dinas 0 Unit Pinran
Barang Prasarana penunjang | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |g
Milik Daerah urusan pemerintah daerah | Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.16.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 0 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
2.16.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 0 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.16.01.2.07.09 Jumlah Unit Gedung Kantor | Kab.
Pengadaan atau 0 Unit Bangunan|Pinran
Gedung Kantor atau | Lainnya yang Disediakan g
Bangunan Lainnya
2.16.01.2.07.10 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana0 Unit Pinran
Sarana dan Gedung Kantor atau g
Prasarana Bangunan
Gedung Kantor atau | Lainnya yang Disediakan
Bangunan Lainnya
2.16.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana0 Unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
2.16.01.2.08 tersedianya jasa penunjang |2.16.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | 12 bulan urusan pemerintah | Penyediaan Penyediaan 0 Laporan Jasa | Pinran
Penunjang daerah Jasa Surat Menyurat | Surat Menyurat g
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2.16.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Sumber Daya
Daya Air dan Listrik | Air dan Listrik yang
Disediakan
2.16.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.16.01.2.09 Tersedianya Barang Milik 2.16.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 1 |Kab.
Pemeliharaan Daerah 44 Unit Penyediaan Unit Pinran
Barang Penunjang Urusan Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Pemerintahan Biaya Lapangan yang
Penunjang Daerah Yang Layak Pakai | Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
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Lapangan
2.16.01.2.09.05 Jumlah Mebel yang Kab.
Pemeliharaan Mebel | Dipelihara0 Unit Pinran
9
2.16.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 20 Unit Lainnya yang |Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 2 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.16.02 Persentase 2.16.02.2.01 JUmlah Informasi Yang di | 2.16.02.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
PROGRAM masyarakat yang Pengelolaan 400 Informasi | Perumusan Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | menjadi sasaran Informasi  dan | Publis Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan g
INFORMASI DAN | penyebaran Komunikasi Bidang Teknis Bidang
KOMUNIKASI informasi public Publik Informasi dan Informasi dan
PUBLIK Pemerintah Komunikasi Komunikasi Publik
Daerah Publik
Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Monitoring Dokumen Pinran
Opini dan Aspirasi Monitoring Opini dan g
Publik Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.03 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
Monitoring Dokumen Pinran
Informasi dan Monitoring Informasi dan g
Penetapan Penetapan Agenda Prioritas
Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah
Komunikasi Daerah
Pemerintah
Daerah
2.16.02.2.01.04 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Konten dan Pengelolaan Konten dan g
Perencanaan Perencanaan Media
Media Komunikasi | Komunikasi Publik
Publik
2.16.02.2.01.05 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Media Komunikasi | Pelaksanaan Pengelolaan |g
Publik Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Jumlah Dokumen Hasil 0 | Kab.
Pelayanan Dokumen Pinran
Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik |g
Jumlah Dokumen Hasil 1
Dokumen
Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.07 Jumlah Layanan Hubungan | Kab.
Layanan 5 Layanan Pinran
Hubungan Media Media g
2.16.02.2.01.08 Jumlah Dokumen | Kab.
Kemitraan dengan | Kemitraan 0  Dokumen | Pinran
Pemangku dengan Pemangku |g
Kepentingan Kepentingan
2.16.02.2.01.09 Jumlah Dokumen Hasil 0 | Kab.
Manajemen Dokumen Pinran
Komunikasi Krisis Pelaksanaan Manajemen |g
Komunikasi Krisis
2.16.02.2.01.10 Jumlah Sumber Daya Kab.
Penguatan Komunikasi 0 Orang Pinran
Kapasitas Sumber | Publik yang Meningkat g
Daya Kapasitasnya
Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.11 Jumlah Dokumen Hasil 0 | Kab.
Penguatan Dokumen Pinran
Tata Kelola Komisi | Penguatan Tata Kelola g
Informasi di Daerah | Komisi
Informasi di Daerah
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2.16.02.2.01.12 Jumlah Dokumen Kab.
Penyelenggaraan Kemitraan 1 Dokumen Pinran
Hubungan dengan Masyarakat, Media |g
Masyarakat, Media | dan Komunitas dalam
dan Mendiseminasikan
Kemitraan Informasi
Komunitas Program atau Kebijakan
2.16.02.2.01.13 Jumlah Sarana dan Kab.
Penyediaan/Pengad | Prasarana 0 Unit| Pinran
aan Pendukung Informasidan | g
Sarana dan Komunikasi Publik
Prasarana Pemerintah
Pendukung Daerah Kabupaten/Kota
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03 Persentase SKPD ~ |2.16.03.2.01 JUmlah SKPD yang 2.16.03.2.01.01 Jumlah Pendaftaran Nama | Kab.
PROGRAM yang100 % Pengelolaan terhubung84 SKPD Pendaftaran 0 Domain Pinran
PENGELOLAAN | memanfaatan e- Nama dengan akses internet Nama Domain Domain Pemerintah g
APLIKASI government Domain yang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
INFORMATIKA Telah diskominfosandi Kabupaten/Kota
Ditetapkan oleh
Pemerintah
Pusat dan
Sub Domain di
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Kab.
Penatalaksanaan Penatalaksanaan Pinran
dan  Pengawasan | dan Pengawasan g
Nama Domain dan | Nama  Domain
Sub Domain dalam | dan Sub Domain
Penyelenggaraan dalam
Pemerintahan Penyelenggaraan
Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03 Jumlah  Sistem Jaringan | Kab.
Penyelenggaraan Intra 84 Unit Pemerintah | Pinran
Sistem Daerah g
Jaringan Intra
Pemerintah
Daerah
2.16.03.2.02 Tersedianya Aplikasi Publik |2.16.03.2.02.01 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
Pengelolaan 29 Alikasi dan |Penatalaksanaan Dokumen Pinran
E-government di | Pemerintahan yang |dan Pengawasan E- | Penatalaksanaan g
Lingkup dimanfaatkan govemment dalam | dan Pengawasan
Pemerintah Penyelenggaraan E-Government
Daerah Pemerintahan dalam
Kabupaten/Kota Daerah Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Sinkronisasi Dokumen Pinran
Pengelolaan Sinkronisasi Pengelolaan g
Rencana Induk dan | Rencana Induk dan
Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Berbasis
Berbasis Elektronik
Elektronik
2.16.03.2.02.03 Jumlah  Pusat  Data | Kab.
Pengelolaan Pemerintahan O Unit Daerah | Pinran
Pusat Data yang Dikelola g
Pemerintahan
Daerah
2.16.03.2.02.04 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
Penyelenggaraan Dokumen Pinran
Sistem Penyelenggaraan Sistem | g
Komunikasi Intra Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah | Pemerintah
Daerah
2.16.03.2.02.05 Jumlah Dokumen Hasil 0 Kab.
Koordinasi  dan | Dokumen Pinran
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi | g
Sistem Keamanan | Sistem Keamanan Informasi
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Informasi
2.16.03.2.02.06 Jumlah Perangkat Daerah | Kab.
Koordinasi dan| 84 Perangkat Pinran
Sinkronisasi  Data | yang MenerapkanDaerah g
dan Koordinasi dan
Informasi Elektronik | Sinkronisasi Data dan

Informasi Elektronik
2.16.03.2.02.07 Jumlah Aplikasi dan Proses | Kab.
Pengembangan Bisnis 0 Unit Pinran
Aplikasi dan Proses | Pemerintahan Berbasis | g
Bisnis Pemerintahan | Elektronik yang
Berbasis Dikembangkan
Elektronik
2.16.03.2.02.08 Jumlah Layanan Publik yang | Kab.
Penyelenggaraan 0 Layanan Pinran
Sistem Terhubung dengan Sistem |g
Penghubung Penghubung Layanan
Layanan Pemerintah Daerah
Pemerintah
2.16.03.2.02.09 Jumlah Dokumen Program | Kab.
Pengembangan dan 0 Dokumen Pinran
Pengelolaan Inovasi yang g
Ekosistem Diimplementasikan
Kabupaten/Kota Sesuai dengan
Cerdas dan Masterplan Smart
Kota Cerdas City
2.16.03.2.02.10 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Kab.
Pengembangan dan | Pelaksanaan Pinran
Pengelolaan Sumber | Pengembangan g
Daya dan Pengelolaan
Teknologi Informasi | Sumber Daya
dan Teknologi
Komunikasi Informasi dan
Pemerintah Komunikasi
Daerah Pemerintah

Daerah

2.16.03.2.02.11

Jumlah Dokumen0 Dokumen

Kab.

Pengelolaan Pengelolaan Government | Pinran
Govemnment Chief | Chief Information Officer g
Information Officer | (GCIO)
(GCIO)
2.16.03.2.02.12 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 0 Dokumen Pinran
Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan g
Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Pengembangan
Ekosistem
SPBE
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01 Persentase 2.17.01.2.01 Persentase tercapainya 100 |2.17.01.2.01.01 Jumlah Dokumen4 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@f¥ncanaan, % Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | perencanaan, Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan penganggaran dan evaluasi | Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintahan Evaluasi Kinerja | kerja perangkat daerah Perangkat Daerah Pinran
DAERAH daerah Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.17.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.17.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.17.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
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Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.17.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
2.17.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.17.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi 10 | Kab.
Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat| Pinran
Kinerja Perangkat Daerah g
Daerah
2.17.01.2.02 Persentase pelaksanaan100 |2.17.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 30 Kab.
Administrasi % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan administrasi keuangan Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat perangkat daerah ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.17.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil12 | Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.17.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 | Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Penguijian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
9
2.17.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.17.01.2.05 Persentase pelaksanaan 2.17.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi kegiatan100 % Pengadaan Dinas 1 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian | Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat Perangkat Daerah yang beserta
Daerah terlaksana Atribut
Kelengkapannya
2.17.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 4 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan ~ Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.17.01.2.05.05 Jumlah Dokumen 12 |Kab.
Monitoring, Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi,dan | g
Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
2.17.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti10 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
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2.17.01.2.06 Persentase pelaksanaan 2.17.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi kegiatan 100 % Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum administrasi umum Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat perangkat daerah Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.17.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan dan 1 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
2.17.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan28 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
2.17.01.2.06.09 Jumlah Laporan 40 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.17.01.2.07 Persentase pengadaan 2.17.01.2.07.01 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan barang 100 % Pengadaan Perorangan 3 Unit Pinran
Barang milik  daerah  yang Kendaraan Dinas atau Kendaraan g
Milik Daerah diadakan sesuai Perorangan Dinas
Penunjang dengan analisa Dinas atau Jabatan yang Disediakan
Urusan kebutuhan Kendaraan Dinas
Pemerintah Jabatan
Daerah
2.17.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 8 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.17.01.2.07.09 Jumlah Unit Gedung Kantor | Kab.
Pengadaan atau 1 Unit Pinran
Gedung Kantor atau | Bangunan Lainnya yang g
Bangunan Lainnya | Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana0 Unit
Pendukung Gedung Kantor
atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
2.17.01.2.08 Persentase kegiatan jasa100 |2.17.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa | % Penyediaan 24 Laporan Pinran
Penunjang penunjang urusan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Urusan pemerintahan daerah yang | Sumber Daya Air dan Listrik yang
Pemerintahan terlaksana Daya Air dan Listrik | Disediakan
Daerah
2.17.01.2.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Peralatan dan | Jasa Peralatan dan g
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
2.17.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.17.01.2.09 Persentase pemeliharaan ~ |2.17.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 7 | Kab.
Pemeliharaan barang 100 % milik Penyediaan Unit Pinran
Barang daerah yang tersedia dan Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah terbayarkan tepat waktu Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.17.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 15 Unit Lainnya yang |Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.17.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 2 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
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Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.17.03 Persentase 2.17.03.2.01 Persentase KSP/USP 2.17.03.2.01.01 Jumlah Koperasi yang Telah | Kab.
PROGRAM Pengawasan dan P@iteriksaan dan | Koperasi 100 % yang Pengawasan 50 Unit Pinran
PENGAWASAN | Pemeriksaan Pengawasan diperiksadan diawasi dalam | Kekuatan, Dilakukan Pengawasan g
DAN koperasi dalam Koperasi, lingkup kabupaten Pinrang | Kesehatan, Kekuatan, Usaha
PEMERIKSAAN | Wilayah Kabupaten | Koperasi Simpan Kemandirian, Kesehatan, Kemandirian,
KOPERASI Pinrang Pinjam/Unit Ketangguhan, Ketangguhan, serta
Simpan serta Akuntabilitas | Akuntabilitas
Pinjam Koperasi Koperasi Koperasi Kewenangan
yang Kewenangan Kabupaten/Kota
Wilayah Kabupaten/Kota
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.02 Jumlah Koperasi yang 50 |Kab.
Pemeriksaan Unit Pinran
Kepatuhan Koperasi | Memenuhi Peraturan g
Terhadap Peraturan | Perundang- Usaha
Perundang- Undangan Kewenangan
Undangan Kabupaten/Kota Kinerja
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.04 Persentase Penilaian 1 Koféras)1 Persentase koperasi |2.17.04.2.01.01 Jumlah Unit Usaha Koperasi | Kab.
PROGRAM Kesehatan Penilaian simpan 100 % pinjam dan |Pelaksanaan 60 Unit yang Pinran
PENILAIAN KSP/USP Kesehatan unit simpan pinjam yang | Penilaian Kesehatan | Telah Dilakukan Penilaian  |g
KESEHATAN koperasi Koperasi dinilai kesehatannya KSP/USP Koperasi | Usaha Kesehatan
KSP/USP dalam Simpan Kewenangan
KOPERASI wilayah Pinjam/Unit Kabupaten/Kota
Kabupaten Pinrang | Simpan Pinjam
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaanya
dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.02 Jumlah Koperasi yang3 Unit | Kab.
Penghargaan Mendapatkan Penghargaan | Pinran
Kesehatan Usaha g
KSP/USP Kesehatan
Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.05 persentase koperasi |2.17.05.2.01 Persentase Pendidikan dan |2.17.05.2.01.01 Jumlah SDM yang | Kab.
PROGRAM yang 100 % Pendidikan dan 100 % Peningkatan Memahami 50  Orang | Pinran
PENDIDIKAN terampil dan berdaya | Latihan Pelatihan Koperasi yang Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian | g
DAN saing Perkoperasian dilaksanakan Pengetahuan
LATIHAN Bagi  Koperasi Perkoperasian serta
PERKOPERASIA yang  Wilayah Kapasitas dan
N Keanggotaan Kompetensi SDM
dalam  Daerah Koperasi
Kabupaten/Kota
2.17.06 persentase 2.17.06.2.01 Persentase ~ Peningkatan | 2.17.06.2.01.01 Jumlah Unit Usaha yang50 | Kab.
PROGRAM peningkatan P@itberdayaan | kuantitas 100 % produk | Pemberdayaan Unit Pinran
PEMBERDAYAA | kuantitas produk dan usaha koperasi Peningkatan Produktif, Bernilai Tambah, |g
N usaha koperasi Perlindungan Produktivitas, Nilai Usaha
DAN Koperasi  yang Tambah, Memiliki Akses Pasar,
PERLINDUNGAN Keanggotaannya Akses Pasar, Akses | Akses
KOPERASI dalam  Daerah Pembiayaan, Pembiayaan, Penguatan
Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan, Penataan
Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi,
Penataan dan
Manajemen, Restrukturisasi Usaha
Standarisasi, dan | Koperasi
Restrukturisasi Kewenangan
Usaha Kabupaten/Kota
Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.07 Persentase 2.17.07.2.01 Persentase pemberdayaan |2.17.07.2.01.01 Jumlah Data Potensi dan Kab.
PROGRAM pemberdayaan Pemberdayaan | usaha 100 % Pendataan 100 Dokumen Pinran
PEMBERDAYAA | usaha 100 % Usaha menengah, usaha kecil dan | Potensi dan Pengembangan Usaha g
N menengah, usaha | Mikro yang usaha mikro Pengembangan Mikro
USAHA kecil dan usaha Dilakukan Usaha Mikro
MENENGAH, mikro Melalui
USAHA KECIL, Pendataan,
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DAN Kemitraan,
USAHA MIKRO Kemudahan
(UMKM) Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan
dan
Koordinasi
dengan
Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.02 Jumlah Unit Usaha yang Kab.
Pemberdayaan Telah 50 Unit Pinran
Melalui Melaksanakan Kemitraan | g
Kemitraan Usaha Usaha Usaha Mikro
Mikro
2.17.07.2.01.04 Jumlah Unit Usaha yang Kab.
Pemberdayaan Telah 50 Unit Pinran
Kelembagaan Menerima Pembinaandan |g
Potensi dan Usaha
Pengembangan Pendampingan Terhadap
Usaha Usaha
Mikro Mikro
2.17.07.2.01.05 Jumlah SDM yang Telah10 | Kab.
Koordinasi dan | Orang Pinran
Sinkronisasi dengan | Melakukan Koordinasidan |g
Para Pemangku Sinkronisasi dengan Para
Kepentingan dalam | Pemangku Kepentingan
Pemberdayaan dalam
Usaha Mikro Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.08 Persentase 2.17.08.2.01 Persentase pengembangan |2.17.08.2.01.01 Jumlah Unit Usaha Mikro Kab.
PROGRAM pengembangan P@fgembangan | usaha 100 % menengah, Fasilitasi yang 50 Unit Pinran
PENGEMBANGA | usaha Usaha usaha kecil dan usaha Usaha Mikro Terfasilitasi dalam ~ Usaha | g
N menengah, Mikro dengan mikro dalam wilayah Menjadi Usaha Pengembangan
UMKM usaha kecil dan Orientasi kab.Pinrang Kecil dalam Produksi dan
usaha mikro Peningkatan Pengembangan Pengolahan,
dalam wilayah Skala Usaha Produksi dan Pemasaran, SDM,
kab.Pinrang Menjadi Pengolahan, serta Desain dan
Usaha Kecil Pemasaran, SDM, Teknologi
serta
Desain dan
Teknologi
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01 Persentase 2.18.01.2.01 Jumlah Dokumen 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.01 Jumlah Dokumen0 Dokumen | Semua
PROGRAM Ketercapaian Peréncanaan, Perencanaan dan Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG Perencanaan dan Penganggaran, | Penganggaran Yang Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN Evaluasi dan Disusun Perencanaan Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN | Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH Daerah Perangkat Daerah g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.18.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.18.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.18.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.18.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
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DPASKPD
2.18.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian6 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.18.01.2.02 Persentase Ketercapaian100 | 2.18.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 36 Kab.
Administrasi % Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan Pelayanan Administrasi Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat Keuangan. ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.18.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 7 | Semua
Penyediaan item Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.18.01.2.02.03 Jumlah Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan 18 Jasa |Kab/K
Penatausahaan dan | dan  Pengujian/Verifikasi | ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.18.01.2.02.04 Jumlah Dokumen |Kab.
Koordinasi Koordinasi 12 Laporan dan | Pinran
dan Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi | g
Akuntansi SKPD SKPD
2.18.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.18.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 4 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
Semesteran SKPD
2.18.01.2.03 Persentase Penyusunan 2.18.01.2.03.05 Kab.
Administrasi Laporan 100 % SKPD Rekonsiliasi  dan Pinran
Barang Penyusunan g
Milik Daerah Laporan  Barang
pada Milik Daerah pada
Perangkat SKPD
Daerah
2.18.01.2.05 Persentase Aparatur Yang | 2.18.01.2.05.02 Jumlah  Paket  Pakaian | Kab.
Administrasi Disiplin 100 % Pengadaan Dinas 137 Pasang beserta | Pinran
Kepegawaian Mematuhi Aturan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat Kepegawaian dan beserta
Daerah Persentase  Aparatur Atribut
Yang Kelengkapannya
Meningkat Kecakapan dan
Keterampilannya
2.18.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 8 Kegiatan dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan ~ Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
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2.18.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti6 Bimtek Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
2.18.01.2.06 Jumlah Sub Kegiatan 3 paket | 2.18.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi Administrasi Umum Yang Penyediaan Instalasi1 Paket Pinran
Umum Terlaksana Sesuai Analisa | Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat Kebutuhan Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.18.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 8 Jenis Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Barang
Kantor Disediakan
2.18.01.2.06.09 Jumlah Laporan 55 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.18.01.2.07 persentase pengadaan 2.18.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang | Kab.
Pengadaan barang 70 % Pengadaan 5 Jenis Pinran
Barang Mebel Disediakan Barang |g
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.18.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan 5 Jenis Pinran
Peralatan dan Mesin | Mesin Lainnya yang Barang |g
Lainnya Disediakan
2.18.01.2.07.09 Jumlah  Unit Gedung |Kab.
Pengadaan Kantor 2 Paket atau |Pinran
Gedung Kantor atau | Bangunan Lainnya yang |g
Bangunan Lainnya | pekerjaan Disediakan
2.18.01.2.08 Persentase Jasa Umum 2.18.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa | Kantor 100 % Penyediaan 4 Rekening Pinran
Penunjang Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Urusan Sumber Daya Air dan Listrik yang
Pemerintahan Daya Air dan Listrik | Disediakan
Daerah
2.18.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa 5 Jenis Pinran
Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor g
Umum yang
Kantor Disediakan
2.18.01.2.09 Jumlah Pemeliharaan 3 2.18.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 4 | Kab.
Pemeliharaan Kendaraan Penyediaan Kendaraan Operasional | Pinran
Barang Barang Milik DaerahDinas | Jasa Pemeliharaan, | atau Lapangan Dinas g
Milik Daerah Penunjang Urusan Biaya yang Dipelihara dan
Penunjang Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, Pajak | dibayarkan ~ Pajak
Urusan Sesuai Analisa Kebutuhan | dan dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.18.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 4 Jenis Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara Barang g
Mesin Lainnya
2.18.01.2.09.11 Jumlah  Sarana  dan |Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 3 Paket |Pinran
bilitasi Pendukung Gedung Kantor |g
Sarana dan | pekerjaan atau Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Pendukung Dipelihara/Direhabilitasi
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
2.18.02 Meningkatnya 2.18.02.2.02 Jumlah Potensi Investasi 2.18.02.2.02.02 Jumlah Peta Potensi
PROGRAM Investasi 2357 | Pembuatan Peta 1 Paket Penyediaan Investasi 2 Dokumen dan
PENGEMBANGA | Investasi iklim | Potensi Investasi | Daerah Pekerjaan | Peta Potensi dan Peluang Usaha
N penanaman modal | Kabupaten/Kota Peluang Kabupaten/Kota
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IKLIM Usaha
PENANAMAN Kabupaten/Kota
MODAL
2.18.03 Jumlah Investasi| 2.18.03.2.01 Jumlah Penyelenggaraan 2.18.03.2.01.01 Jumlah Peraturan Daerah 2
PROGRAM PMDN 2900 | Penyelenggaraan 6 Kegiatan Penyusunan Dokumen yang Mengatur
PROMOSI Perizinan dan PMA | Promosi Promosi Penanaman Modal | Strategi Promosi Promosi
PENANAMAN Penanaman Yang Menjadi Kewenangan | Penanaman Modal | Penanaman Modal
MODAL Modal yang Daerah Kewenangan
Menjadi Kabupaten/Kota
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02 Jumlah Dokumen0 Dokumen
Pelaksanaan Hasil Kegiatan
Kegiatan Promosi Promosi
Penanaman Modal | Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen 4
Dokumen/pameran
Hasil Kegiatan
Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
2.18.04 Persentase 2.18.04.2.01 Persentase Peningkatan 2.18.04.2.01.01 Jumlah Pelaku Usaha yang
PROGRAM Peningkatan 4 P8layanan Kualitas100 % Penyediaan 0 Pelaku
PELAYANAN Investasi di Perizinan dan Pengelolaan Perizinan Pelayanan Terpadu | Mendapatkan Pelayanan
PENANAMAN Kabupaten Pinrang | Non Penanaman Perizinan dan Usaha
MODAL Perizinan Secara | Modal Yang Akuntabel Nonperizinan Terpadu Perizinan dan Non
Terpadu  Satu Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Sistem
Pintu  dibidang Pelayanan Pelayanan Perizinan
Penanaman Perizinan Berusaha | Berusaha Terintegrasi
Modal yang Terintegrasi Secara | Secara Elektronik
Menjadi Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang
Kewenangan 1800 Non
Daerah Mendapatkan Pelayanan
Kabupaten/ Kota Usaha

Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan Berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang

2900 pelaku

Mendapatkan Pelayanan
usaha

Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan Berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan

Berusaha

Terintegrasi

Secara Elektronik

2.18.04.2.01.02
Pemantauan
Pemenuhan
Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan
Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari
5 Kegiatan

Pelaku Usaha yang

Mendapat Usaha

Pemantauan Pemenuhan

Komitmen Perizinan

Berusaha dan Non

Perizinan

Penanaman Modal
2.18.04.2.01.03 Jumlah Orang yang
Penyediaan Memperoleh 0 Orang

Layanan Konsultasi
dan

Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan

Layanan Konsultasi dan
Terkelolanya Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan

Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

2.18.04.2.01.04
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif

Jumlah Kegiatan Usaha dari
0 Kegiatan

Pelaku Usaha yang Usaha

Melakukan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penetapan

Pemberian Fasilitas/Insentif
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Daerah

Daerah

2.18.05 Meningkatnya 2.18.05.2.01 Meningkatnya Pengendalian | 2.18.05.2.01.01 Jumlah Kegiatan Usaha dari
PROGRAM 2.042.064.013.975 | Pengendalian 10 Kegiatan Koordinasi dan 3 Kegiatan
PENGENDALIAN | PMDN pelaksanaan | Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman | Sinkronisasi Pelaku Usaha yangUsaha.
PELAKSANAAN | penanaman modal | Penanaman Modal Pemantauan Melakukan Koordinasi dan
PENANAMAN Modal yang Pelaksanaan Sinkronisasi Pemantauan
MODAL Menjadi Penanaman Modal | Pelaksanaan Penanaman
Kewenangan Modal
Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.02 Jumlah Pelaku Usaha yang
Koordinasi dan 70 Pelaku
Sinkronisasi Mendapatkan Pembinaan
Pembinaan Usaha
Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal
Modal
2.18.05.2.01.03 Jumlah Kegiatan Usaha dari
Koordinasi dan | 70 Kegiatan
Sinkronisasi Pelaku Usaha yangUsaha
Pengawasan Melakukan Koordinasi dan
Pelaksanaan Sinkronisasi Pengawasan
Penanaman Modal
2.18.06 Persentase 2.18.06.2.01 Persentase Data dan 2.18.06.2.01.01 Jumlah Data dan Informasi
PROGRAM penyediaan  data | Pengelolaan Informasi100 % Pengolahan, 12 Dokumen
PENGELOLAAN | dan 90 % informasi | Data dan | Perizinan dan Nonperizinan | Penyajian dan Perizinan dan Non Perizinan
DATA perizinan dan non | Informasi Yang Pemanfaatan Berbasis Sistem Pelayanan
DAN SISTEM perizinan  provinsi | Perizinan  dan | Terintegrasi Pada Data dan Informasi | Perizinan Berusaha
INFORMASI kabupaten Non  Perizinan | Tingkat/Daerah Perizinan dan Non | Terintegrasi Secara
PENANAMAN lkota yang Terintegrasi | Kabupaten/Kota Perizinan Elektronik yang Diolah,
MODAL pada Berbasis Sistem Dikaji dan Dimanfaatkan
Tingkat Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01 Persentase 2.19.01.2.01 Persentase Ketercapaian100 | 2.19.01.2.01.01 Jumlah Dokumen3 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@¥ncanaan, % Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | Pelayanan Penunjang Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan Urusan Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintahan Evaluasi Kinerja | Daerah Perangkat Daerah Pinran
DAERAH daerah Perangkat g
KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.19.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
2.19.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
2.19.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
2.19.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
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2.19.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian3 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.19.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
2.19.01.2.02 Nilai Laporan Kinerja 2.19.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 65 Kab.
Administrasi Instansi 81 Nilai Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan Pemerintah Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat ASN Tunjangan ASN
Daerah
2.19.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 5 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
2.19.01.2.02.03 Jumlah Dokumen5 Dokumen | Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/K
Penatausahaan dan | Pengujian/Verifikasi ota
Penguijian/Verifikasi | Keuangan SKPD Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.19.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
2.19.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 3 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Pinran
Triwulanan/ Koordinasi Penyusunan g
Semesteran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
2.19.01.2.03 Nilai Laporan Kinerja 2.19.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi Instansi 81 Nilai Penyusunan 1 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang Pemerintah Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah Kebutuhan
pada Barang Milik Daerah
Perangkat SKPD
Daerah
2.19.01.2.03.04 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Pembinaan, Laporan Pinran
Pengawasan, dan Pembinaan, Pengawasan, |g
Pengendalian dan
Barang Milik Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD | Daerah pada SKPD
2.19.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 2 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
219.01.2.05 Nilai Laporan Kinerja 2.19.01.2.05.02 Jumlah  Paket  Pakaian | Kab.
Administrasi Instansi 81 Nilai Pengadaan Dinas 65 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian Pemerintah Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
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2.19.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 5 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
2.19.01.2.05.04 Jumlah Dokumen Hasil 5 Kab.
Koordinasi  dan | Dokumen Pinran
Pelaksanaan Koordinasi dan g
Sistem Informasi | Pelaksanaaan
Kepegawaian Sistem Informasi
Kepegawaian
2.19.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 5 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
2.19.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti20 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
2.19.01.2.06 Nilai Hasil Evaluasi 2.19.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen Kab.
Administrasi Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja | Penyediaan Instalasi4 Paket Pinran
Umum Instansi Pemerintah Komponen Instalasi | Listrik/Penerangan g
Perangkat Listrik/Penerangan | Bangunan
Daerah Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
2.19.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 5 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
2.19.01.2.06.05 Jumlah  Paket  Barang|Kab.
Penyediaan Cetakan dan 4 Paket|Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang | g
Penggandaan Disediakan
2.19.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan15 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
2.19.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 6 Paket | Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
2.19.01.2.06.09 Jumlah Laporan 150 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
2.19.01.2.06.10 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
Penatausahaan Penatausahaan Arsip Pinran
Arsip Dinamis pada SKPD g
Dinamis pada SKPD
2.19.01.2.07 Jumlah Pengadaan Barang |2.19.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan Milik 3 Buah Daerah | Pengadaan Dinas 4 Unit Pinran
Barang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah Operasional atau yang
Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
2.19.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang 3 | Kab.
Pengadaan Unit Pinran
Mebel Disediakan g
2.19.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 7 Unit Lainnya yang | Pinran
Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Lainnya
2.19.01.2.08 Nilai Hasil Evaluasi 2.19.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja | Penyediaan Penyediaan 15 Laporan | Pinran
Penunjang Instansi Pemerintah Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat g
Urusan
Pemerintahan
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Daerah
2.19.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 12 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber | g
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik | Disediakan
2.19.01.2.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 3 Laporan Pinran
Jasa Peralatandan | Jasa Peralatan dan g
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
2.19.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 4 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
2.19.01.2.09 Nilai Hasil Evaluasi 2.19.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas 5 |Kab.
Pemeliharaan Akuntabilitas 81 Nilai Kinerja | Penyediaan Unit Pinran
Barang Instansi Pemerintah Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
2.19.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 15 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
2.19.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 2 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.19.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 2 Unit| Pinran
bilitasi Gedung Kantor atau g
Sarana dan Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
2.19.02 Tingkat partisipasi | 2.19.02.2.01 Jumlah Dokumen Data 1 2.19.02.2.01.01 Jumlah Pemuda Pelopor35 | Kab.
PROGRAM pemuda 90 % Penyadaran, Laporan Koordinasi, Orang Pinran
PENGEMBANGA | dalam organisasi Pemberdayaan, | Potensi Kepemudaan Yang | Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota dari g
N kepemudaan dan dan termutakhirkan Penyelenggaraan Seluruh
KAPASITAS organisasi sosial Pengembangan Peningkatan Kecamatan yang
DAYA kemasyarakatan Pemuda dan Kapasitas Daya | Ditingkatkan
SAING Kepemudaan Saing Pemuda | Kapasitas Daya Saingnya
KEPEMUDAAN Terhadap Pelopor
Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan
Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.02 Jumlah Wirausaha Pemuda | Kab.
Koordinasi, 60 Orang Pinran
Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota dari g
Penyelenggaraan Seluruh
Peningkatan Kecamatan yang
Kapasitas Daya Ditingkatkan
Saing Wira Usaha Kapasitas Daya Saingnya
Pemula
2.19.02.2.01.03 Jumlah Pemuda Kader 35 |Kab.
Koordinasi, Orang Pinran
Sinkronisasi dan Kabupaten/Kota dari seluruh | g
Penyelenggaraan Kecamatan yang

Peningkatan
Kapasitas Daya
Saing Pemuda
Kader

Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saingnya
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Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.04 Jumlah Pemuda Terpenuhi | Kab.
Pemenuhan 70 Orang Pinran
Hak Setiap Pemuda | Haknya Melalui g
Melalui Perlindungan
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pemuda, Pengembangan Diri,
Advokasi, Akses Penggunaan Prasarana dan
Pengembangan Diri, | Sarana Tanpa Diskiriminatif,
Penggunaan Partisipasi Pemuda dalam
Prasarana dan Proses Perencanaan,
Sarana Tanpa Pelaksanaan Evaluasi dan
Diskiriminatif, Pengambilan Keputusan
Partisipasi Pemuda | Program Strategis
dalam Kepemudaan
Proses
Perencanaan,
Pelaksanaan
Evaluasi dan
Pengambilan
Keputusan
Program Strategis
Kepemudaan
2.19.02.2.01.07 Jumlah Pemuda yang Kab.
Pemberian Berjasa 40 Orang Pinran
Penghargaan dan/atau Berprestasi g
Pemuda dan Penerima
Organisasi Pemuda | Penghargaan
yang
Berjasa dan/atau
Berprestasi
2.19.02.2.01.09 Jumlah Pemuda Kader 70 | Kab.
Penyelenggaraan Orang Pinran
Seleksi dan Kabupaten/Kota yang g
Pelatihan Pasukan | Diseleksi sebagai
Pengibar Bendera Pasukan Pengibar
Bendera dan Diberikan
Pelatihan
2.19.02.2.02 Persentase Cakupan 2.19.02.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil10 | Kab.
Pemberdayaan | pembinaan 70 % organisasi | Peningkatan Dokumen Pinran
dan kepemudaan Kapasitas Pemuda | Peningkatan Kapasitas g
Pengembangan dan Organisasi Kepemudaan
Organisasi Organisasi
Kepemudaan Kepemudaan
Tingkat Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03 Jumlah prestasi 2.19.03.2.01 Jumlah Atlet yang dibina 2.19.03.2.01.03 Jumlah Sarana dan Kab.
PROGRAM olahraga24 Cabor Pembinaandan | dan 50 Atlet Koordinasi, Prasarana 4 Unit | Pinran
PENGEMBANGA Pengembangan | dikembankan Sinkronisasi dan Olahraga Kabupaten/Kota | g
N Olahraga Pelaksanaan yang
KAPASITAS Pendidikan Penyediaan Tersedia dan
DAYA pada Jenjang Sarana dan Termanfaatkan
SAING Pendidikan Prasarana
KEOLAHRAGAA yang Olahraga
N Menjadi Kabupaten/Kota
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02 Jumlah Kejuaraan dan 2.19.03.2.02.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
Penyelenggaraan | Pekan2 Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kejuaraan | Pinran
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kejuaraan Multi Event dan Single g
Olahraga Kabupaten/Kota Olahraga Multi Event | Event
Tingkat Daerah dan Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.02 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Kab.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pinran
Kejuaraan dan Kejuaraan dan g
Pekan Olahraga Pekan Olahraga
Tingkat Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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2.19.03.2.02.03 Jumlah Pesertayang 60 |Kab.
Partisipasi dan |Orang Pinran
Keikutsertaan dalam | Berpartisipasi dalam g
Penyelenggaraan Kegiatan
Kejuaraan Penyelenggaraan Kejuaraan
2.19.03.2.03 Jumlah Cabor yang dibina 5 |2.19.03.2.03.01 Jumlah Atlet Daerah yang | Kab.
Pembinaan dan | Atlet/Cabor dan | Seleksi Atlet 50 Orang Pinran
Pengembangan | dikembankan Daerah Diseleksi g
Olahraga
Prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi
2.19.03.2.03.02 Jumlah Pemusatan Latihan | Kab.
Pemusatan 10 Pelatda Pinran
Latihan Daerah, limu | Daerah yang g
Pengetahuan dan Berkualitas berdasarkan
Teknologi llmu
Keolahragaan (Sport | Pengetahuan dan Teknologi
Science) Keolahragaaan (Sport
Science)
2.19.03.2.03.04 Jumlah Olahragawan 25 | Kab.
Pemberian Orang Pinran
Penghargaan Berprestasi g
Olahraga Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Menerima
Penghargaan
2.19.03.2.03.05 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
Koordinasi dan 1 Dokumen Pinran
Sinkronisasi Sektoral Olahraga yang g
Penyediaan Tersedia dan
Data dan Informasi | Termanfaatkan
Sektoral
Olahraga
2.19.03.2.05 Persentase Pembinaan dan |2.19.03.2.05.03 Jumlah Penyediaan dan 6 |Kab.
Pembinaan dan 65 % Penyediaan, Unit Pinran
Pengembangan | Pengembangan Olahraga | Pengembangan dan | Pemanfaatan Saranadan | g
Olahraga Rekreasi Pemeliharaan Prasarana
Rekreasi Sarana dan Olahraga Rekreasi yang
Prasarana Olahraga | Memadai
Rekreasi
2.19.03.2.05.04 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pengembangan dokumen Pinran
Olahraga Penyelenggaraan Olahraga |g
Wisata, Tantangan | Wisata, Tantangan dan
dan Petualangan
Petualangan Jumlah Dokumen Hasil 1
Dokumen
Penyelenggaraan Olahraga
Wisata, Tantangan dan
Petualangan
2.19.03.2.05.05 Jumlah Dokumen Hasil 2 | Kab.
Pemanfaatan Dokumen Pinran
Olahraga Tradisional | Penyelenggaraan Olahraga |g
dalam Tradisional di Masyarakat
Masyarakat
2.19.04 Persentase 2.19.04.2.01 Jumlah  Organisasi 14 |2.19.04.2.01.01 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
PROGRAM keterpenuhan prinsip | Pembinaan dan | organisasi  Kepramukaan | Koordinasi dan 1 Dokumen Pinran
PENGEMBANGA | 100 %  dasar | Pengembangan | Yang Dibina Sinkronisasi Kepramukaan Berbasis g
N kepramukaan Organisasi Penyediaan Elektronik yang Tersedia
KAPASITAS Kepramukaan Data dan Informasi | dan
KEPRAMUKAAN Kepramukaan Termanfaatkan
Berbasis
Elektronik
2.19.04.2.01.02 Jumlah Organisasi 4 Kab.
Peningkatan Organisasi Pinran
Kapasitas Kepramukaan Tingkat g
Organisasi Daerah yang Meningkat
Kepramukaan Kapasitasnya
Tingkat
Daerah
2.19.04.2.01.03 Jumlah SDM Kepramukaan | Kab.
Pengembangan 40 Orang Pinran
Kapasitas Tingkat Daerah yang g
SDM Kepramukaan | Meningkat
Tingkat Kapasitasnya
Daerah
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2.19.04.2.01.05 Jumlah Laporan Kegiatan | Kab.
Penyelenggaraan 3 Laporan Pinran
Kegiatan Kepramukaan Tingkat g
Kepramukaan Daerah
Tingkat
Daerah
2.19.04.2.01.06 Jumlah Prasarana dan Kab.
Penyediaan Sarana3 Unit Pinran
Prasarana dan Kepramukaan g
Sarana Kabupaten/Kota yang
Kepramukaan Tersedia dan
Tingkat Termanfaatkan
Daerah
2.19.04.2.01.08 Jumlah Organisasi yang4 Kab.
Partisipasi  dan | Organisasi Pinran
Keikutsertaan Berpartisipasi dalam g
dalam  Kegiatan | Kegiatan Kepramukaan
Kepramukaan
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 Terpenuhinya 2.20.02.2.01 Jumlah Data statistik 2.20.02.2.01.01 jumlah data /informasi 10 | Kab.
PROGRAM Ketersediaan Penyelenggaraan | Sektoral 45 SKPD Koordinasi dan | item pembangunan | Pinran
PENYELENGGA | Dokumen Statistik | Statistik Sektoral | terintegrasi Sinkronisasi daerah yang tersedia |g
RAAN Sektoral di Pengumpulan, dalam bentuk buku
STATISTIK Pemerintah Lingkup Daerah Pengolahan, Jumlah Dokumen
SEKTORAL Kabupaten Pinrang | Kabupaten/Kota Analisis dan Koordinasi 1 Kegiatan dan
Diseminasi Sinkronisasi
Data Statistik Pengumpulan, Pengolahan,
Sektoral Analisis dan Diseminasi
Data
Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02 Jumlah SDM yang Kab.
Peningkatan Meningkat 0 Orang | Pinran
Kapasitas SDM | Kapasitasnya dalam g
Pemerintah Peningkatan
Daerah dalam Mutu Statistik Daerah yang
Peningkatan Terintegrasi
Mutu Statistik
Daerah yang
Terintegrasi
2.20.02.2.01.03 Jumlah Metadata Statistk | Kab.
Membangun 45 Dokumen Pinran
Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun g
Sektoral Jumlah Meta Data Statistik
45 SKPD
Sektoral yang
tersedia  dalam
aplikasi
2.20.02.2.01.04 Jumlah Perangkat Daerah | Kab.
Peningkatan yang 0 Orang Pinran
Kapasitas Mendapat Pelatihan Statistik | g
Kelembagaan Sektoral dari BPS
Statistik Sektoral
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 persentase  SKPD |2.21.02.2.01 Jumlah SKPD yang Memiliki |2.21.02.2.01.01 Jumlah Kebijakan Tata Kab.
PROGRAM pengguna 100 % |Penyelenggaraan 45 SKPD sistem | Penetapan Kelola 0 Dokumen Pinran
PENYELENGGA | layanan tingkat | Persandian untuk | Keamanan data dan Kebijakan Tata Keamanan Informasi dan g
RAAN kematangan Pengamanan Informasi Kelola Jaring Komunikasi Sandi
PERSANDIAN keamanan informasi | Informasi Keamanan Informasi | Pemerintah Daerah
UNTUK Pemerintah dan Kabupaten/Kota yang
PENGAMANAN Daerah Jaring Komunikasi | Ditetapkan
INFORMASI Kabupaten/Kota Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.02 Jumlah Laporan Analisis 0 | Kab.
Pelaksanaan Laporan Pinran
Analisis Kebutuhan | Kebutuhan dan Pengelolaan | g
dan Sumber Daya Keamanan
Pengelolaan Sumber | Informasi Pemerintah
Daya Daerah
Keamanan Informasi | Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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2.21.02.2.01.03 Jumlah Laporan Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Laporan | Pinran
Keamanan Informasi | Keamanan Informasi g
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Kabupaten/Kota Elektronik dan Non
Berbasis Elektronik
Elektronik dan Non
Elektronik
2.21.02.2.01.04 Jumlah Perangkat Daerah 0 | Kab.
Penyediaan Perangkat yang  Telah | Pinran
Layanan Keamanan | Menggunakan Daerah g
Informasi Layanan Keamanan
Pemerintah Informasi
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 Persentase 2.22.02.2.01 Meningkatnya Jumlah benda |2.22.02.2.01.01 Jumlah Objek Pemajuan 0 | Kab.
PROGRAM terlestarikannnya Pengelolaan 47 Benda Pelindungan, Objek Pinran
PENGEMBANGA | 100 % cagar budaya | Kebudayaan dan situs budaya yang Pengembangan, Kebudayaan yang g
N yang dipelihara/ dilestarikan Pemanfaatan Objek | Dilakukan
KEBUDAYAAN Masyarakat Pemajuan Pelindungan,
Pelakunya Kebudayaan Pengembangan,
dalam  Daerah Pemanfaatan
Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pemajuan 1
Objek
Kebudayaan yang
Dilakukan
Pelindungan,
Pengembangan,
Pemanfaatan
2.22.02.2.01.02 Jumlah Peserta Pembinaan | Kab.
Pembinaan 200 Orang Pinran
Sumber Daya Sumber Daya Manusia, g
Manusia, Lembaga, dan Pranata
Lembaga, dan Kebudayaan
Pranata
Kebudayaan
2.22.02.2.02 Meningkatnya persentase | 2.22.02.2.02.01 Jumlah Objek Pemajuan Kab.
Pelestarian kesenian 80 % daerah dan | Pelindungan, Tradisi31 Objek Pinran
Kesenian nilai budaya kearifan lokal | Pengembangan, Budaya yang g
Tradisional yang | kebudayaan yang Pemanfaatan Objek | Dilakukan
Masyarakat dimanfaatkan Pemajuan Tradisi Pelindungan,
Pelakunya dalam Budaya Pengembangan
Daerah dan Pemanfaatan
Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03 Meningkatnya Cakupan 2.22.02.2.03.02 Jumlah Sumber Daya Kab.
Pembinaan SDM 100 % Pembinaan Manusia,60 Orang Pinran
Lembaga kebudayaan Sumber Daya Lembaga, dan g
Adat yang Manusia, Pranata Adat yang
Penganutnya Lembaga, dan Dibina
dalam Pranata Adat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.03 Persentase 2.22.03.2.01 Meningkatnya Persentase80 |2.22.03.2.01.01 Jumlah Sumber Daya Kab.
PROGRAM Partisipasi Kelompok | Pembinaan % Peningkatan Manusia 200 Orang Pinran
PENGEMBANGA 80 % Kesenian yang | Kelompok Kesenian dan Pendidikan dan Kesenian Tradisional yang | g
N masyarakat terhadap | Masyarakat Kebudayaan yang Pelatihan Mendapat Pendidikan dan
KESENIAN kegiatan Pelakunya difasilitasi/ dibina dan Sumber Daya Pelatihan (Ditingkatkan
TRADISIONAL Kesenian Tradisional | dalam dikembangkan Manusia Kompetensinya)
Daerah Kesenian Tradisional
Kabupaten/Kota
2.22.06 Prosentase 2.22.06.2.01 Meningkatnya Jumlah 2.22.06.2.01.01 Jumlah Koleksi Museum Kab.
PROGRAM Pengelolaan, 100 % | Pengelolaan koleksi 16 Koleksi Pelindungan, yang 1 Unit Pinran
PENGELOLAAN | pengamanan, Museum museum Pengembangan, dan | Dilakukan Pelindungan, g
PERMUSEUMAN | pengembangan Kabupaten/Kota Pemanfataan Pengembangan, dan
dan Koleksi Secara Pemanfataan
pemanfaatan Terpadu Koleksi Secara Terpadu
koleksi museum
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01 Presentase 2.23.01.2.01 Persentase dokumen 100 % | 2.23.01.2.01.01 Jumlah dokumen 2 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian Perencanaan, perencanaan,pengan Penyusunan perencanaan yang tersusun | Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | ggaran dan evaluasi Dokumen sesuai aturan dan ota
URUSAN penunjang  urusan | dan perangkat kerja Perencanaan tepat waktu Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintah daerah | Evaluasi Kinerja | daerah yang tersedia Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Perangkat g
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KABUPATEN/KO Daerah
TA
2.23.01.2.01.02 Jumlah dokumen RKA- Kab.
Koordinasi dan |SKPD1 Dokumen Pinran
Penyusunan yang tersusun sesuai aturan | g
Dokumen  RKA- | dan tepat waktu
SKPD
2.23.01.2.01.03 Jumlah Dokumen perubahan | Kab.
Koordinasi dan 1 Dokumen Pinran
Penyusunan RKA-SKPD yang terusun g
Dokumen sesuai aturan dan
Perubahan RKA- tepat waktu
SKPD
2.23.01.2.01.04 Jumlah dokumen DPA- Semua
Koordinasi dan | SKPD1 Dokumen Kab/K
Penyusunan  DPA-| yang tersusun sesuai aturan | ota
SKPD dan tepat waktu Kab.
Pinran
9
2.23.01.2.01.05 Jumlah Dokumen perubahan | Kab.
Koordinasi dan 1 Dokumen Pinran
Penyusunan DPA-SKPD yang terusun g
Perubahan sesuai aturan dan
DPA- SKPD tepat waktu
2.23.01.2.01.06 Jumlah laporan capaian | Kab.
Koordinasi dan| kinerja 3 Laporan dan |Pinran
Penyusunan realisasi  kinerja  yang |g
Laporan tersusun  sesuai  aturan
Capaian Kinerja dan | dann tepat waktu
Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
2.23.01.2.01.07 Jumlah dokumen evaluasi | Kab.
Evaluasi 2 Dokumen Pinran
Kinerja Perangkat kinerja g
Daerah perangkat
daerah  yang
tersusun sesuai
aturandan tepat
waktu
2.23.01.2.02 Persentase ketercapaian100 |2.23.01.2.02.01 Jumlah gaji dan tunjangan | Kab.
Administrasi % Penyediaan ASN 12 Bulan yang | Pinran
Keuangan pemenuhan Gaji dan Tunjangan | terbayarkan seacara tepat | g
Perangkat administrasi  keuangan ASN waktu
Daerah perangkat daerah
2.23.01.2.02.02 Jumlah ATK yang tersedia | Semua
Penyediaan 12 Bulan sesuai | Kab/K
Administrasi analisa kebutuhan ota
Pelaksanaan Jumlah Cetak penggandaan | Kab.
Tugas ASN 12 Bulan Pinran
yang tersedia sesuaii 9
analisa
kebutuhan
Jumlah iuran jaminan30 Non
kesehatan Non ASN yang
ASN
terbayarkan secara tepat
waktu
Jumlah makan minum 12
Bulan
Rapat/Tamu yang
tersedia sesuai
analisa kebutuhan
2.23.01.2.02.03 Jumlah jasa administrasi Semua
Pelaksanaan 19 jasa Kab/K
Penatausahaan dan | keuangan yang terbayarkan |ota
Penguijian/Verifikasi | secara tepat waktu Kab.
Keuangan SKPD Pinran
9
2.23.01.2.02.05 Jumlah laporan keuangan |Kab.
Koordinasi dan akhir 1 Laporan tahun yang | Pinran
Penyusunan tersusun secara akurat dan | g
Laporan Keuangan | tepat waktu
Akhir Tahun SKPD
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2.23.01.2.02.07 Jumlah laporan keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan semesteran tersusun ota
Laporan Keuangan | secara akurat dan Kab.
Bulanan/ tepat waktu Pinran
Triwulanan/ g
Semesteran
SKPD
2.23.01.2.03 Persentase ketercapaian100 |2.23.01.2.03.01 Jumlah laporan RKBU- Kab.
Administrasi % Penyusunan SKPD 1 Laporanyang |Pinran
Barang pemenuhan Perencanaan tersusun secara akuratdan |g
Milik Daerah administrasi  barang Kebutuhan tepat waktu
pada milik daerah pada Barang Milik Daerah
Perangkat perangkat daerah SKPD
Daerah
2.23.01.2.03.05 Jumlah jasa pengurus Kab.
Rekonsiliasi  dan | barang  2jasadan Pinran
Penyusunan asset yang terbayarkan g
Laporan  Barang | secara tepat waktu
Milik Daerah pada | Jumlah laporan barang dan
SKPD 1 Laporan asset
yang tersusun secara
akurat dan tepat waktu
2.23.01.2.05 Persentase ketercapaian100 |2.23.01.2.05.02 Jumlah baju batik layanan | Kab.
Administrasi % Pengadaan 66 Baju Pinran
Kepegawaian pemenuhan administrasi | Pakaian Dinas yang diadakan sesuai g
Perangkat kepegawaian perangkat | beserta analisa
Daerah daerah Atribut kebutuhan
Kelengkapannya Jumlah Pakaian olah raga
yang 66 pasang diadakan
sesuai analisa kebutuhan
2.23.01.2.05.03 Jumlah dokumen pendataan | Kab.
Pendataan dan 4 Dokumen Pinran
Pengolahan dan pengolahan | g
Administrasi administrasi  kepegawaian
Kepegawaian yang tersusun
sesuai aturan dan
tepat waktu
2.23.01.2.05.11 Jumlah ASN yang mengikuti | Kab.
Bimbingan 15 ASN Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan g
Peraturan Teknis dan
PerundangUndanga | Implementasi
n peraturan
perundang-
undangan
2.23.01.2.06 Persentase pemenuhan 2.23.01.2.06.01 Jumlah komponen instalasi | Kab.
Administrasi layanan 100 % Penyediaan 12 Bulan Pinran
Umum administrasi umum Komponen Instalasi | listrik yang tersedia g
Perangkat perangkat daerah Listrik/Penerangan | sesuai aturan dan
Daerah Bangunan Kantor tepat waktu
2.23.01.2.06.02 Jumlah peralatandan 12 | Kab.
Penyediaan Bulan Pinran
Peralatan dan perlengkapan g
Perlengkapan kantor yang
Kantor diadakan sesuai
analisa
kebutuhan
2.23.01.2.06.06 Jumlah  bahan bacaan |Kab.
Penyediaan [surat 12 Bulan kabar | Pinran
Bahan Bacaandan | bulletin  yang  tersedia |g
Peraturan sesuai analisa kebutuhan
Perundangundanga
n
2.23.01.2.06.07 Jumlah pengadaan bahan1 | Kab.
Penyediaan Paket Pinran
Bahan/Material material pameran yang g
diadakan sesuai analisa
kebutuhan
2.23.01.2.06.09 Jumlah kegiatan yang 20 | Semua
Penyelenggaraan kegiatan Kab/K
Rapat terkoordinasika ota
Koordinasi dan n sesuai analisa Kab.
Konsultasi kebutuhan Pinran
SKPD secara  efektif g
dan efesien
BAB Il PRIORITAS BELANJA DAERAH 172




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

2.23.01.2.07 Persentase pemenuhan |2.23.01.2.07.06 Jumlah pengadaan Kab.
Pengadaan sarana dan 50 % prasarana | Pengadaan peralatan4 unit Pinran
Barang penunjang urusan | Peralatan dan Mesin | kantor yang diadakan g
Milik Daerah pemerintah daerah yang | Lainnya sesuai anlisa kebutuhan
Penunjang diadakan sesuai analisa
Urusan kebutuhan
Pemerintah
Daerah
2.23.01.2.08 Persentase pemenuhan 2.23.01.2.08.01 Jumlah surat yang 200 surat | Kab.
Penyediaan Jasa | jasa 100 % Penyediaan terdistribusikan secara tepat | Pinran
Penunjang penunjang urusan Jasa Surat Menyurat | waktu g
Urusan pemerintah daerah yang
Pemerintahan terpenuhi
Daerah
2.23.01.2.08.02 Jumlah iuran  rekening | Kab.
Penyediaan telepon 12 Bulan yang | Pinran
Jasa Komunikasi, terbayarkan secara tepat g
Sumber waktu
Daya Air dan Listrik | Jumlah iuran TV kabel yang
12 Bulan
terbayarkan secara tepat
waktu
Jumlah rekening listrik yang
12 Bulan
terbayarkan secara tepat
waktu
2.23.01.2.08.04 Jumlah bahan pembersih Kab.
Penyediaan yang 12 Bulan Pinran
Jasa Pelayanan diadakan sesuai analisa g
Umum kebutuhan
Kantor Jumlah  iuran  retribusi
sampah 12 Bulan yang
terbayarkan secara tepat
waktu
Jumlah jasa Front office
yang 2jasa
terbayarkan secara tepat
waktu Jumlah jasa
pembersih yang 4
jasa
terbayarkan secara tepat
waktu
2.23.01.2.09 Persentase Barang Milik 2.23.01.2.09.01 Jumlah BBM ,Oli ,Suku | Kab.
Pemeliharaan Daerah 100 % Penyediaan cadang 12 Bulan dan |Pinran
Barang Penunjang Urusan Jasa Pemeliharaan, | service kendaraan mobil |g
Milik Daerah Pemerintah Biaya Dinas /Operasional yang
Penunjang Daerah Pemeliharaan, dan | tersedia sesuai analisa
Urusan Pajak kebutuhan
Pemerintahan Kendaraan Jumlah jasa sopir
Daerah Perorangan kendaraan 1 jasa mobil
Dinas atau dinas yang terbayarak
Kendaraan Dinas secara tepat waktu
Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas
7 unit
loperasional yang laik jalan
2.23.01.2.09.06 Jumlah jasa pemeliharaan | Kab.
Pemeliharaan 12 Bulan Pinran
Peralatan dan peralatan kantor yang g
Mesin Lainnya terbayarkan secara
tepat waktu
2.23.02 Indeks 2.23.02.2.01 Persentase perpustakaan | 2.23.02.2.01.01 Jumlah bahan pustaka 200 | Kab.
PROGRAM Pembangunan Pengelolaan yang 45 % memiliki | Pengembangan dan | Eksamplar yang direstorasi | Pinran
PEMBINAAN Literasi 34 % Perpustakaan pengunjung Pemeliharaan Jumlah judul bahan80 Buah |9
PERPUSTAKAAN | Masyarakat Tingkat Layanan pustaka yang
Daerah Perpustakaan dialihmediaka
Kabupaten/Kota Elektronik n dalam
bentuk digital
2.23.02.2.01.02 Jumlah pengunjung 5000 | Kab.
Pengembangan pemustaka Pinran
Perpustakaan di perpustakaan dititik g
Tingkat layanan
Daerah Terpeliharanyan
Kabupaten/Kota aplikasi 1 Unit
pengolahan
perpustakaan
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2.23.02.2.01.03 Jumlah pengadaan bahan | Kab.
Pengembangan 100 Eksamplar pustaka Pinran
Kekhasan koleksi budaya nusantara | g
Koleksi dan koleksi konten lokal
Perpustakaan yang diadakan sesuai
Daerah Tingkat analisa kebutuhan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.04 Jumlah perpustakaan 12 | Kab.
Pembinaan Perpustakaan sekolah Pinran
Pempustakaan pada | yang dibina sekolah dan g9
Satuan diasistensi tentang
Pendidikan Dasar di | pengelolaan perpustakaan
Seluruh yang sesuai standar
Wilayah perpustakaan
Kabupaten/Kota Terlaksananya Lomba12
Sesuai dengan Perpustakaan
Standar Perpustakaan
Nasional Sekolah/Desa
Perpustakaan
2.23.02.2.01.06 Jumlah peserta bimbingan | Kab.
Peningkatan 30 peserta Pinran
Kapasitas Tenaga | teknis tenaga perpustakaan |g
Perpustakaan dan | /pustakawan
Pustakawan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.08 Jumlah pengadaan 2000 | Kab.
Pengembangan Eksamplar Pinran
Bahan bahan g
Pustaka pustaka
(buku Umum
Juntuk
perpustakaan
umum
daerah
2.23.02.2.01.09 Jumlah bahan pustaka 2000 | Kab.
Pengelolaan  dan | Eksamplar yang terkelola Pinran
Pengembangan g
Bahan Pustaka
2.23.02.2.01.10 Jumlah data perpustakaan | Kab.
Penyusunan 1 Database Pinran
Data dan Informasi | yang tersedia g
Perpustakaan,
Tenaga
Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02 Nilai Tingkat Kegemaran 2.23.02.2.02.01 Jumlah jasa petugas 12 Kab.
Pembudayaan 73.15 Nilai Sosiaisasi Budaya |Bulan Pinran
Gemar Membaca Baca dan Literasi |layanan  perpustakaan |g
Membaca pada Satuan | yang terbayarkan secara
Tingkat Pendidikan Dasar | tepat
Daerah dan Pendidikan waktu
Kabupaten/Kota Khusus serta Jumlah kunjungan |ayanan
Masyarakat 80 Kunjungan perpustakaan
keliling dititik layanan
2.23.02.2.02.02 Jumlah taman baca yang Kab.
Pembangunan dan | diadakan 1 unit Pinran
Pemeliharaan sesuai analisa kebutuhan  |g
Sarana Jumlah taman baca yang
Perpustakaan di direhab 1 unit sesuai
Tempat- analisa kebutuhan
Tempat Umum yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.03 Jumlah peserta lomba 50 Kab.
Pemberian Siswa Pinran
Penghargaan bercerita Tingkat SD SD g
Gerakan sekabupaten Pinrang
Budaya Gemar Terlasananya survey nilai 1
Membaca

kegiatan tingkat kegemaran
membaca
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2.23.02.2.02.04 Jumlah Perpustakaan 2 |Kab.
Pengembangan Perpustakaan Desa | Pinran
Literasi Replikasi yang Desa |g
Berbasis Inklusi diberikan bimbingan teknis
Sosial SPP dan TIK
Jumlah  Perpustakaan 8
Perpustakaan Desa yang
dibina Desa
sebagai  pusat
berkegiatan
masyarakat
2.23.02.2.02.05 Terlaksananya Ekspo 1 | Kab.
Pemilihan kegiatan Pinran
Duta Baca Tingkat | perpustakaan g
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.03 Persentase naskah |2.23.03.2.01 Persentase Naskah Kuno 2.23.03.2.01.02 Jumlah naskah kuno yang | Kab.
PROGRAM kuno dan5 % Pelestarian yang 5 % dilestarikan | Pengembangan, 10 Naskah Pinran
PELESTARIAN | koleksi budaya etnis | Naskah Pengolahan dan dialihmediakan dalamkuno | g
KOLEKSI nusantara Kuno Milik Pengalihmediaan bentuk elektronik
NASIONAL yang Daerah Naskah Jumlah naskah kuno yang 5
DAN NASKAH dikembangkan Kabupaten/Kota Kuno yang Dimiliki | Naskah  ditelusuri  dan
KUNO dan dilestarikan oleh ditemukan Kuno
Masyarakat untuk
Dilestarikan dan
Didayagunakan
2.23.03.2.02 Jumlah Naskah Kuno yang | 2.23.03.2.02.02 Jumlah bahan pustaka 10 | Kab.
Pengembangan 50 Pengolahan dan | Eksamplar Pinran
Koleksi Budaya | dialihmediakan dalam Penyiangan Koleksi | koleksi budaya g
Etnis Eksamplar Budaya Etnis nusantara yang
Nusantara yang | bentuk elektronik Nusantara terkelola
Ditemukan oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 Tingkat ketersediaan |2.24.02.2.01 Persentase arsip dinamis 2.24.02.2.01.01 Jumlah arsip yang Kab.
PROGRAM arsip 80 % Pengelolaan yang 75 % terkelola | Penciptaan  dan | diklasifikasi 8500 Arsip Pinran
PENGELOLAAN | sebagai bahan Arsip Penggunaan Arsip | sesuai dengan pola g
ARSIP akuntabilitas Dinamis Daerah Dinamis klasifikasi arsip
kinerja Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01.02 Jumlah data arsipyang 1 | Kab.
Pemeliharaan dan Depot terpelihara Pinran
Penyusutan Arsip keamananya dari
Dinamis arsip hama dan
serangga
2.24.02.2.01.03 Jumlah arsip OPD/Desa15 | Kab.
Pengawasan Lembaga Pinran
Arsip Dinamis /kelurahan (Lembaga g
Kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota Pemrintah )yang diawasi
pelaksanaan
pengelolaan/penat
aan secara
prosedural dan
sistematis
2.24.02.2.02 Persentase arsip statis yang |2.24.02.2.02.01 Jumlah data arsip OPD dan | Kab.
Pengelolaan 50 % terkelola | Pengumpulan dan 10 Lembar Pinran
Arsip Penyampaian sekolah yang dikumpulkan | g
Statis Daerah Salinan Arsip
Kabupaten/Kota Otentik Naskah Asli
Arsip
Terjaga kepada
ANRI
2.24.02.2.02.02 Jumlah dokumen/arsip 10 | Kab.
Akuisisi, Lembar statis yang diakusisi | Pinran
Pengolahan, Arsip g
Preservasi, dan
Akses Arsip Statis
2.24.02.2.03 Presentase data arsip yang |2.24.02.2.03.01 Jumlah daftar arsip Kab.
Pengelolaan 23 % dimasukan dalam | Penyediaan dimasukan 1 Daftar Pinran
Simpul JIKN dan SIKN Informasi, Akses dan | dalam JIKN Arsip |9
Jaringan Layanan Kearsipan | Jumlah sarana layanan 2
Informasi Tingkat Sarana
Kearsipan Dagrah informasi kearsipan
Nasional Kabupaten/Kota yang diadakan sesuai
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Tingkat Melalui JIKN analisa kebutuhan
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Jumlah OPD/Desa 15 Kab.
Pemberdayaan Lembaga Pinran
Kapasitas /Kelurahan(Lembaga g
Unit Kearsipan dan Pemerintah
Lembaga Kearsipan | Pemerintah)yang
Daerah diasistensi dan
Kabupaten/Kota dibina tentang tata
kelola arsip yang
sesuai standar
kearsipan
2.24.03 Tingkat keberadaan |2.24.03.2.01 Tingkat kesesuaian kegiatan | 2.24.03.2.01.01 Jumlah OPD/Desa 15 Kab.
PROGRAM arsip sebagai 37 % | Pemusnahan 5 % pemusnahan arsip | Penilaian, Lembaga Pinran
PERLINDUNGAN | bahan Arsip dengan NSPK Penetapan dan /Kelurahan(Lembaga g
DAN pertanggungjawaba | Dilingkungan Pelaksanaan Pemerintah
PENYELAMATAN | n  setiap  aspek | Pemerintah Pemusnahan Arsip | Pemerintah)yang
ARSIP kehidupan Daerah yang dimonev  untuk
Kabupaten/Kota Memiliki Retensi di | penilaian  arsip
yang Bawah yang akan
Menmiliki Retensi 10 (Sepuluh) Tahun | dimusnahkan
di
Bawah 10
(Sepuluh)
Tahun
2.24.03.2.01.02 Jumlah data arsip 15 Kab.
Pelaksanaan Lembaga Pinran
Pemusnahan Arsip | OPD/Desa/Kelurahan g
yang yang Pemerintah memiliki
Memiliki Retensi di | retensi dibawah 10 Tahun
Bawah yang harus dimusnahkan
10 Tahun Jumlah Peraturan Bupati
2 Perbup
(Perbup)tentang
kearsipan  yang
terusun  sesuai
aturan
perundang-
undangan  yang
berlaku
2.24.03.2.04 Tingkat kesesuaian kegiatan |2.24.03.2.04.01 Jumlah arsip yang 100879 |Kab.
Autentikasi Arsip 100 % Penilaian dan | Arsip disahkan(Autentifikasi | Pinran
Statis autentifikasi dan alih Penetapan arsip)sesuai dengan aturan | g
dan Arsip Hasil | media yang sesuai NSPK | Autentisitas  Arsip | dan ketentuan yang berlaku
Alih Statis Sesuai
Media Persyaratan
Kabupaten/Kota Penjaminan
Keabsahan Arsip
2.24.03.2.04.02 Jumlah arsip yang 40000 |Kab.
Penilaian dan | Arsip Pinran
Penetapan Hasil | dialihmediakan g
Alih Media Sesuai | dalam bentuk
Persyaratan elektronik
Penjaminan
Keabsahan
Arsip
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01 Persentase 3.25.01.2.01 Dokumen DPA yang disusun | 3.25.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM ketercapaian P@f¥ncanaan, 1 dokumen tepat waktu Penyusunan Perencanaan Perangkat Kab/K
PENUNJANG pelayanan Penganggaran, | Dokumen LKIP, IKM, LPPD, | Dokumen Daerah ota
URUSAN penunjang  urusan | dan Perencanaan Kab.
PEMERINTAHAN | pemerintah daerah | Evaluasi Kinerja PK 4 dokumen. Dokumen Perangkat Daerah Pinran
DAERAH Perangkat RKA yang disusun 1 g
KABUPATEN/KO Daerah dokumen
TA Jumlah dokumen 2 dokumen
perencanaan yang disusun
3.25.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan |Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
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3.25.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
3.25.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen DPA-|Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
3.25.01.2.01.05 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan g
Perubahan Hasil
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD
3.25.01.2.01.06 Jumlah Laporan Capaian4 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar g
Laporan Realisasi
Capaian Kinerja dan | Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Hasil Koordinasi
Realisasi Kinerja Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3.25.01.2.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi2 | Kab.
Evaluasi Laporan Pinran
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah | g
Daerah
3.25.01.2.02 Jumlah Laporan Keuangan | 3.25.01.2.02.01 Jumlah Orang yang 47 Kab.
Administrasi 17 laporan Penyediaan Orang/bulan Pinran
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Gaji dan Tunjangan | Menerima Gaji dan g
Perangkat Semesteran SKPD dan ASN Tunjangan ASN
Daerah Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
3.25.01.2.02.02 Jumlah Dokumen Hasil 4 Semua
Penyediaan Dokumen Kab/K
Administrasi Penyediaan Administrasi ota
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN Kab.
Tugas ASN Pinran
9
3.25.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 12 |Semua
Pelaksanaan Dokumen Kab/K
Penatausahaan dan | Penatausahaan dan ota
Penguijian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi Kab.
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pinran
9
3.25.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Laporan Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan
Akhir Tahun SKPD | Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
SKPD
3.25.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 17 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
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3.25.01.2.03 Jumlah Laporan |3.25.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi Rekonsiliasi 1 dokumen dan | Penyusunan 1 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang Penyusunan Laporan | Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah Barang Milik Daerah pada | Kebutuhan
pada SKPD Barang Milik Daerah
Perangkat SKPD
Daerah
3.25.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 1 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
3.25.01.2.05 Jumlah Paket Pakaian Dinas | 3.25.01.2.05.02 Jumlah  Paket Pakaian | Kab.
Administrasi 60 paket beserta Atribut| Pengadaan Dinas 60 Paket beserta|Pinran
Kepegawaian Kelengkapan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan g
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapannya
3.25.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 3 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian tertatanya data administrasi
3 laporan
kepegawaain
3.25.01.2.05.05 Jumlah Dokumen Kab.
Monitoring, Monitoring, 1 Dokumen Pinran
Evaluasi, dan Evaluasi, dan Penilaian g
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja Pegawai
3.25.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti20 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
3.25.01.2.06 Jumlah Laporan 1 laporan | 3.25.01.2.06.01 Jumlah alat kemponen Kab.
Administrasi Penyelenggaraan Rapat Penyediaan istalasi 3 Jenis listrik Pinran
Umum Koordinasi dan Konsultasi | Komponen Instalasi | jumlah Paket Komponen g
Perangkat SKPD Listrik/Penerangan | |nstalasiO Paket
Daerah Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor yang Disediakan
3.25.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 1 Paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang | g
Perlengkapan Disediakan
Kantor
3.25.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan1 Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaan dan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n
3.25.01.2.06.07 bahan dan material pameran | Kab.
Penyediaan 3 jenis Pinran
Bahan/Material g
3.25.01.2.06.09 Jumlah Laporan 1 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Pinran
SKPD g
3.25.01.2.07 Jumlah Unit Sarana dan 3.25.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Prasarana6 unit Pengadaan Mesin 6 Unit Lainnya yang | Pinran
Barang Pendukung Gedung Kantor | Peralatan dan Mesin | Disediakan g
Milik Daerah atau Lainnya
Penunjang Bangunan Lainnya yang
Urusan Disediakan
Pemerintah
Daerah
3.25.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana4 Unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
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Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
3.25.01.2.08 Jumlah Laporan Penyediaan | 3.25.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan Jasa | 1 laporan Penyediaan 1 Laporan Pinran
Penunjang Jasa Komunikasi, Sumber | Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Urusan Daya Air dan Listrik yang Sumber Daya
Pemerintahan Disediakan Daya Air dan Listrik | Air dan Listrik yang
Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Disediakan
36 rekening
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3.25.01.2.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 1 Laporan Pinran
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan g
Umum Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
3.25.01.2.09 Jumlah Peralatan dan Mesin | 3.25.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan Dinas47 | Kab.
Pemeliharaan 15 unit Lainnya yang |Penyediaan Unit Pinran
Barang Dipelihara Jasa Pemeliharaan, | Operasional atau g
Milik Daerah Biaya Lapangan yang
Penunjang Pemeliharaan, Pajak | Dipelihara dan
Urusan dan dibayarkan Pajak dan
Pemerintahan Perizinan Kendaraan | Perizinannya
Daerah Dinas
Operasional atau
Lapangan
3.25.01.2.09.05 Jumlah Mebel yang Kab.
Pemeliharaan Mebel | Dipelihara10 Unit Pinran
9
3.25.01.2.09.06 Jumlah Peralatan dan Mesin | Kab.
Pemeliharaan 20 Unit Lainnya yang|Pinran
Peralatan dan Dipelihara g
Mesin Lainnya
3.25.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 15 Unit | Pinran
bilitasi Pendukung Gedung Kantor |g
Sarana dan | atau
Prasarana Bangunan Lainnya yang
Pendukung Dipelihara/Direhabilitasi
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
3.25.03 Volume Produksi 3.25.03.2.01 Jumlah laporan data dan4 | 3.25.03.2.01.01 Jumlah Data dan Informasi | Kab.
PROGRAM Perikanan 15672 | Pengelolaan laporan Penyediaan 4 Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | Ton Tangkap Penangkapan informasi Data dan Informasi | Sumber Daya lkan di g
PERIKANAN lkan di sumberdaya ikan Sumber Perairan
TANGKAP Wilayah Sungai, | yang tersedia Daya lkan Darat dalam Satu
Danau, Waduk, Kabupaten/Kota yang
Rawa, dan Tersedia
Genangan  Air
Lainnya  yang
Dapat
Diusahakan
dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.02 Jumlah Prasarana Usaha | Kab.
Penyediaan Perikanan 7 Unit Tangkap | Pinran
Prasarana Usaha yang Tersedia g
Perikanan
Tangkap
3.25.03.2.01.03 Jumlah Sarana Usaha Kab.
Penjaminan Perikanan70 Unit Pinran
Ketersediaan Tangkap yang Terjamin dan | g
Sarana Usaha Tersedia
Perikanan Tangkap
3.25.03.2.02 Jumlah Nelayan Kecil yang | 3.25.03.2.02.01 Jumlah Nelayan Kecil yang | Kab.
Pemberdayaan | 10 kelompok Meningkat Pengembangan 120 Orang Pinran
Nelayan Kecil Kapasitasnya Kapasitas Meningkat Kapasitasnya g
dalam Nelayan Kecil
Daerah
Kabupaten/Kota
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3.25.03.2.02.02 Jumlah Kelompok Nelayan
Pelaksanaan 10 Kelompok
Fasilitasi Kecil yang Difasilitasi
Pembentukan dan Pembentukan dan
Pengembangan Pengembangan
Kelembagaan Kelembagaannya
Nelayan Kecil
3.25.03.2.03 Jumlah Layanan dalam 3.25.03.2.03.02 Jumlah Layanan dalam Kab.
Pengelolaan dan | rangka 1 Layanan Pelayanan rangka1 Layanan Pinran
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Tempat | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tempat | g
Tempat Pelelangan lkan (TPI) Tempat Pelelangan lkan (TPI)
Pelelangan Pelelangan lkan
lkan (TPI) (TPI)
3.25.04 Volume Produksi 3.25.04.2.01 Jumlah Rekomendasi 3.25.04.2.01.02 Jumlah Rekomendasi 10 Kab.
PROGRAM Perikanan 71828 | Penerbitan  Izin | Perizinan6 izin Pelayanan Rekomendasi Pinran
PENGELOLAAN | Ton Budidaya Usaha Perikanan | Berusaha Perikanan Bidang | Penerbitan Izin Perizinan Berusaha g
PERIKANAN di Bidang Pembudidayaan lkan yang | Usaha Perikanan Bidang
BUDIDAYA Pembudidayaan | Usahanya, Lokasi, Perikanan Bidang Pembudidayaan
lkan yang | dan/atau Manfaat atau Pembudidayaan lkan yang
Usahanya dalam | Dampak  Negatifnya lkan yang Usahanya,
1 (Satu) Daerah | dalam 1 (Satu) Daerah Usahanya, Lokasi, | Lokasi, dan/atau
Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota yang dan/atau Manfaat atau
Menggunakan Teknologi Manfaat atau Dampak
Sederhana, Semi Intensif, | Dampak Negatifnya
dan Negatifnya dalam 1 | dalam 1 (Satu)
Intensif, serta Tidak (Satu) Daerah | Daerah
Menggunakan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Modal Asing dan/atau yang yang
Tenaga Menggunakan Menggunakan Teknologi
Kerja Asing yang Diterbitkan | Teknologi Sederhana, Semi
Sederhana, Semi Intensif,  dan
Intensif, dan Intensif, | Intensif,  serta
serta Tidak
Tidak Menggunakan | Menggunakan Modal
Modal Asing dan/atau Tenaga
Asing dan/atau Kerja Asing yang
Tenaga Diterbitkan
Kerja Asing
3.25.04.2.02 Jumlah Kelompok Pembudi | 3.25.04.2.02.01 Jumlah Kelompok Pembudi | Kab.
Pemberdayaan | 10 kelompok Pengembangan 12 Kelompok Pinran
Pembudi Daya Daya lkan Kecil Kapasitas Daya lkan Kecil yang g
lkan yang Mengikuti Pembudi Daya lkan | Mengikuti Pengembangan
Kecil Pembentukan Kecil Kapasitas
dan
Pengembangan
Kelembagaan
3.25.04.2.02.02 Jumlah Kelompok Pembudi
Pelaksanaan 10 Kelompok
Fasilitasi Daya lkan Kecil
Pembentukan dan | yang Mengikuti
Pengembangan Pembentukan
Kelembagaan dan
Pembudi Pengembangan
Daya lkan Kecil Kelembagaan
3.25.04.2.02.04 Jumlah Kelompok Usaha 15 | Kab.
Pemberian Kelompok yang | Pinran
Pendampingan, Memperoleh g
Kemudahanan Pendampingan,
Akses limu Kemudahanan
Pengetahuan, Akses llmu
Teknologi dan Pengetahuan,
Informasi, serta Teknologi dan
Penyelenggaraan Informasi, Serta
Pendidikan dan Penyelenggaraan
Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
3.25.04.2.04 Luas Lahan untuk 1 dokumen | 3.25.04.2.04.01 Jumlah Data dan Informasi
Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Penyediaan 4 Dokumen
Pembudidayaan | Darat yang Direncanakan, |Data dan Informasi | Pembudidayaan Ikan dalam
lkan Dikembangkan, Pembudidayaan 1
Dimanfaatkan dan lkan dalam (Satu) Daerah
Dilindungi 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.02 Jumlah Prasarana
Penyediaan Pembudidayaan 2 Unit
Prasarana lkan dalam 1 (Satu) Daerah
Pembudidayaan Kabupaten/Kota

lkan dalam 1 (Satu)
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Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.03 Jumlah Sarana Kab.
Penjaminan Pembudidayaan 5 Unit| Pinran
Ketersediaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah |g
Sarana Kabupaten/Kota
Pembudidayaan
lkan dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.04 Jumlah Hasil Ikan dan 1 Kab.
Pengelolaan Dokumen Pinran
Kesehatan lkan Lingkungan Budidaya dalam | g
dan Lingkungan 1 (Satu) Daerah
Budidaya dalam Kabupaten/Kota yang Teruji
1 (Satu) Daerah Melalui Pengelolaan
Kabupaten/Kota Kesehatan lkan
3.25.04.2.04.05 Jumlah Pembudidaya yang | Kab.
Pembinaan  dan 3 Orang Pinran
Pemantauan Memperoleh Pembinaan g
Pembudidayaan dan
lkan di Pemantauan
Darat Pembudidayaan
lkan di Darat
3.25.04.2.04.06 Luas Lahan untuk
Perencanaan, Pembudidayaan 10 Ha
Pengembangan, lkan di Darat yang
Pemanfaatan dan Direncanakan,
Perlindungan Lahan | Dikembangkan,
untuk Dimanfaatkan dan
Pembudidayaan Dilindungi
lkan di
Darat
3.25.04.2.04.07 Jumlah Pembudidaya lkan | Kab.
Perencanaan, dan | yang 10 Orang Pinran
Pengembangan Mengikuti Perencanaan, g
Pemanfaatan Air dan
untuk Pengembangan
Pembudidayaan Pemanfaatan
lkan di Air untuk
Darat Pembudidayaan Ikan
di Darat
3.25.06 Volume produksi | 3.25.06.2.01 Jumlah tanda daftar 3.25.06.2.01.01 Jumlah laporan data dan 4
PROGRAM hasil olahan 1235 | Penerbitan pengolahan9 Izin hasil Penyediaan laporan informasi usaha
PENGOLAHAN | Ton perikanan | Tanda Daftar perikanan bagi usaha mikro | Data dan Informasi | dan  pemasaran  yang
DAN konsumsi Usaha dan kecil yang Usaha tersedia
PEMASARAN Pengolahan Hasil | diterbitkankro dan kec Pemasaran dan
HASIL Perikanan bagi Pengolahan
PERIKANAN Usaha Hasil Perikanan
Skala Mikro dan dalam 1
Kecil (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.06.2.02 Jumlah kelompok usaha 8 |3.25.06.2.02.01 Jumlah Poklashar yang 8
Pembinaan Mutu | Kelompok pengolah dan | Pelaksanaan kelompok mendapat
dan Keamanan | pemasar yang dibina Bimbingan dan | bimbingan dan penerapan
Hasil Penerapan persyaratan  pengolahan
Perikanan bagi Persyaratan  atau | dan pemasaran
Usaha Standar pada
Pengolahan dan Usaha Pengolahan
Pemasaran Skala dan Pemasaran
Mikro dan Kecil Skala Mikro dan
Kecil
3.25.06.2.03 Jumlah jenis bahan baku 3.25.06.2.03.02 Jumlah Pelaku Usaha 22 | Kab.
Penyediaan dan | industri 8 Jenis Pemberian Pelaku Pinran
Penyaluran pengolahan ikan yang Fasilitas bagi Pelaku | Perikanan Skala Mikro dan | g
Bahan diadakan Usaha Usaha
Baku Industri Perikanan Skala Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Pengolahan lkan Mikro dan Kabupaten/Kota yang
dalam 1 (Satu) Kecil dalam 1 (Satu) | Terfasilitasi
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 Kunjungan 3.26.02.2.01 Jumlah daya Tarik wisata 6 |3.26.02.2.01.01 Jumlah Lokasi Daya Tarik | Kab.
PROGRAM Wisatawan  75.000 |Gemgelolaan lokasi baru yang dikelola | Penetapan Wisata 3 Lokasi Pinran
PENINGKATAN Daya wisata Daya Tarik Wisata | Kabupaten/Kota g
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DAYA Tarik Wisata Kabupaten/Kota
TARIK Kabupaten/Kota
DESTINASI
PARIWISATA
3.26.02.2.01.02 Jumlah Dokumen4 Dokumen | Kab.
Perencanaan Perencanaan Pinran
Pengembangan Pengembangan g
Daya Tarik Daya Tarik Wisata
Wisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.01.03 Jumlah Lokasi Daya Tarik | Kab.
Pengembangan Wisata4 Lokasi Pinran
Daya Tarik Kabupaten/Kota Sesuai g
Wisata dengan
Kabupaten/Kota Tahapan Pengembangan
(Rintisan, Berkembang,
Pemantapan, Revitalisasi)
3.26.02.2.01.04 Jumlah Dokumen3 Dokumen | Kab.
Monitoring dan | Rekomendasi Peningkatan | Pinran
Evaluasi Pengembangan Daya Tarik |g
Pengelolaan Wisata Kabupaten/Kota
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02 Jumlah pengelolaan 4 3.26.02.2.02.01 Tersedianya Dokumen 7 Kab.
Pengelolaan kawasan Penetapan Dokumen Pinran
Kawasan kawasan strategis strategis | Kawasan Strategis | Penetapan Kawasan g
Strategis pariwisata yang Pariwisata Strategis
Pariwisata diunggulkan Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.02 Tersedianya Dokumen 7 Kab.
Perencanaan Dokumen Pinran
Kawasan Strategis | Perencanaan Kawasan g
Pariwisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.03 Jumlah Kawasan Pariwisata | Kab.
Pengembangan 7 Kawasan Pinran
Kawasan Strategis g
Strategis Pariwisata | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
3.26.02.2.02.04 Jumlah Sarana dan Kab.
Pengadaan/Pemelih | Prasarana yang 1 Unit Pinran
araan Tersedia dan Terpelihara g
[Rehabilitasi Sarana | dalam
dan Pengelolaan Kawasan
Prasarana dalam Strategis
Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/Kota
Kawasan
Wisata Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.05 Jumlah Dokumen Hasil 3 | Kab.
Monitoring dan |Dokumen Pinran
Evaluasi Monitoring dan Evaluasi g
Pengelolaan Pengelolaan Kawasan
Kawasan Strategis | Strategis Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.06 Jumlah Laporan Hasil 1 | Kab.
Pemberdayaan Laporan Pinran
Masyarakat ~dalam | Pemberdayaan
Pengelolaan Masyarakat ~ dalam
Kawasan Strategis | Pengelolaan
Pariwisata Kawasan
Kabupaten/Kota Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.07 Jumlah Lokasi yang Kab.
Penerapan Menerapkan 7 Lokasi Pinran
Destinasi Pariwisata | Destinasi Pariwisata g

Berkelanjutan dalam

Berkelanjutan dalam

Pengelolaan Pengelolaan Kawasan
Kawasan Strategis

Strategis Pariwisata | Pariwisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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3.26.02.2.03 Jumlah Kawasan Destinasi | 3.26.02.2.03.01 Jumlah Destinasi Pariwisata | Kab.
Pengelolaan 6 Kawasan Penetapan 7 Lokasi Pinran
Destinasi Pariwisata yang dikelola Destinasi Pariwisata | Kabupaten/Kota yang g
Pariwisata Jumlah kawasan destinasi | Kabupaten/Kota Ditetapkan
Kabupaten/Kota 6 kawasan
pariwsata yang dikelola
3.26.02.2.03.02 Jumlah Dokumen7 Dokumen | Kab.
Perencanaan Perencanaan Destinasi Pinran
Destinasi Pariwisata | Pariwisata Kabupaten/Kota |g
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.03 Jumlah Destinasi Pariwisata | Kab.
Pengembangan 7 Lokasi Pinran
Destinasi Kabupaten/Kota yang g
Pariwisata Dikembangkan Sesuai
Kabupaten/Kota dengan
Tahapan Pengembangan
(Rintisan, Berkembang,
Pemantapan, Revitalisasi)
3.26.02.2.03.04 Jumlah Sarana dan Kab.
Pengadaan/Pemelih | Prasarana 8 Unit | Pinran
araan Pengelolaan Destinasi g
IRehabilitasi Sarana | Pariwisata
dan Kabupaten/Kota yang
Prasarana dalam Tersedia dan Terpelihara
Pengelolaan
Destinasi
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04 Jumlah pengajuan tanda | 3.26.02.2.04.02 Jumlah Penerbitan Tanda Kab.
Penetapan daftar 26 jasa usaha |Penerbitan 22 Dokumen Pinran
Tanda Daftar pariwisata yang | Tanda Daftar Usaha | Daftar Usaha Pariwisata g
Usaha ditindaklanjuti Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
3.26.03 Kontribusi sektor 3.26.03.2.01 Jumlah Destinasi Wisata4 | 3.26.03.2.01.01 Jumlah Dokumen Hasil 2 | Kab.
PROGRAM pariwisata 1,72% | Pemasaran Destinasi Penguatan Dokumen Pinran
PEMASARAN terhadap PDRB Pariwisata yang Promosi Melalui Penguatan Promosi Melalui |g
PARIWISATA Kabupaten Dalam dan Luar | terpublikasikan di Media Media Cetak,
Negeri Daya dalam dan di luar Cetak, Elektronik, | Elektronik,  dan
Tarik, negeri dan Media Lainnya | Media  Lainnya
Destinasi dan Baik Dalam dan | Baik Dalam dan
Kawasan Luar Negeri Luar Negeri
Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02 Jumlah Laporan Kegiatan Kab.
Fasilitasi  Kegiatan 2 Laporan Pinran
Pemasaran Pemasaran Pariwisata Baik |g
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Dalam dan
Luar Negeri
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.03 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Data dan Pelaksanaan
Penyebaran Penyediaan Data
Informasi Pariwisata | dan  Penyebaran
Kabupaten/Kota, Informasi
Baik Pariwisata
Dalam dan Luar Kabupaten/Kota,
Negeri Baik Dalam dan Luar Negeri
3.26.04 Persentase Zona |3.26.04.2.01 Jumlah prasarana Zona 1 3.26.04.2.01.01 Jumlah penyediaan sarana | Kab.
PROGRAM Ekonomi Kreatif Penyediaan Zona Kreatif yang tersedia | Pengembangan dan | dan 1 Unit prasarana kota | Pinran
PENGEMBANGA Prasarana Kreatif Revitalisasi kreatif g
N (Zona Prasarana Kota
EKONOMI Kreatif/Ruang Kreatif
KREATIF Kreatif/Kota
MELALUI Kreatif) sebagai
PEMANFAATAN Ruang
DAN Berekspresi,
PERLINDUNGAN Berpromosi dan
HAK Berinteraksi bagi
KEKAYAAN Insan
INTELEKTUAL Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
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3.26.05 Persentase Tenaga | 3.26.05.2.01 Jumlah Peningkatan SDM | 3.26.05.2.01.01 Jumlah SDM Pariwisata dan | Kab.
PROGRAM kerja 100 % Pelaksanaan 2 Kegiatan Pengembangan 40 Orang Pinran
PENGEMBANGA | pariwisata yang Peningkatan Pariwisata  dan Kompetensi Ekonomi Kreatif g
N SUMBER dibina memiliki Kapasitas Ekonomi  Kreatif SDM Pariwisata dan | Tingkat Dasar yang
DAYA kompetensi SDM Sumber  Daya| Tingkat  Dasar Ekonomi Kreatif Dikembangkan
PARIWISATA pariwisata Manusia yang terlaksana Tingkat Kompetensinya
DAN Pariwisata dan Dasar
EKONOMI Ekonomi Kreatif
KREATIF Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.02 Jumlah Orang yang Kab.
Peningkatan Peran | Mengikuti40 Orang Pinran
Serta Masyarakat | Peningkatan Peran Serta | g
dalam Masyarakat dalam
Pengembangan Pengembangan Kemitraan
Kemitraan Pariwisata
Pariwisata
3.26.05.2.01.04 Jumlah Orang yang Kab.
Sertifikasi Mengikuti40 Orang Pinran
Kompetensi bagi Fasilitasi Sertifikasi g
Tenaga Kompetensi bagi
Kerja Bidang Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata Pariwisata
3.26.05.2.01.06 Jumlah SDM Ekonomi Kab.
Fasilitasi Kreatif40 Orang Pinran
Pengembangan yang Mengikuti Fasilitasi g
Kompetensi Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Sumber Daya Manusia
Manusia Ekonomi
Ekonomi Kreatif Kreatif
3.26.05.2.01.07 Jumlah Rekomendasi Hasil | Kab.
Monitoring dan 3 Dokumen Pinran
Evaluasi Monitoring dan Evaluasi g
Pengembangan Pengembangan Sumber
Sumber Daya Pariwisata dan
Daya Pariwisata dan | Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.02 Pelatihan pengembangan 1 |3.26.05.2.02.01 Jumlah Orang yang Kab.
Pengembangan | Pelatihan kompetensi sdm | Pelatihan, Mengikuti40 Orang Pinran
Kapasitas Pelaku | pariwisata Bimbingan Teknis, | Pelatihan, Bimbingan g
Ekonomi Kreatif dan Teknis,
Pendampingan dan Pendampingan
Ekonomi Ekonomi
Kreatif Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01 Persentase 3.27.01.2.01 Nilai Reformasi Birokrasi 3.27.01.2.01.01 Jumlah Dokumen2 Dokumen | Semua
PROGRAM kebutuhan layanan | Perencanaan, (RB) 74 Poin Penyusunan Perencanaan Kab/K
PENUNJANG 100 % administrasi| Penganggaran, | Presentase ketercapaian100 | Dokumen Perangkat Daerah ota
URUSAN perkantoran yang dan % Perencanaan Jumlah Dokumen3 Dokumen | Kab.
PEMERINTAHAN | terpenuhi Evaluasi Kinerja | Perencanaan dan Evaluasi | Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Pinran
DAERAH Persentase Perangkat Kinerja Perangkat Daerah Daerah g
KABUPATEN/KO ketercapaian Daerah
TA 100 %
pelayanan
penunjang urusan
Pemerintahan
Daerah
3.27.01.2.01.02 Jumlah  Dokumen  RKA-|Kab.
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Pinran
Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi g
Dokumen Penyusunan
RKA-SKPD Dokumen RKASKPD
3.27.01.2.01.03 Jumlah Dokumen Kab.
Koordinasi dan | Perubahan 1 Dokumen | Pinran
Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan g
Dokumen Hasil
Perubahan RKA- Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen
Perubahan
RKASKPD
3.27.01.2.01.04 Jumlah  Dokumen  DPA-| Semua
Koordinasi dan| SKPD 1 Dokumen dan | Kab/K
Penyusunan  DPA-| Laporan Hasil Koordinasi ota
SKPD Penyusunan Kab.
Dokumen DPASKPD Pinran
9
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3.27.01.2.01.05
Koordinasi
Penyusunan
Perubahan
DPA- SKPD

dan

Jumlah Dokumen
Perubahan 1 Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPASKPD

Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.01.06
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar

Realisasi Kinerja
SKPD

dan

Jumlah Laporan Capaian
5 Laporan

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan Capaian
6 Dokumen

Kinerja dan lkhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Kab.
Pinran

3.27.01.2.01.07
Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi2
Laporan
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi5
Laporan
Kinerja Perangkat Daerah

Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.02
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Jumlah jasa administrasi 9
Paket

keuangan yang terbayarkan
tepat waktu

Presentase ketercapaian100
%

pelayanan urusan
pemeritahan daerah

3.27.01.2.02.01
Penyediaan

Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah gaji dan 12 Bulan
tunjangan

ASN  yang
dibayarkan

sesuai

ketentuan

dan tepat

waktu

Jumlah Orang yang 55
Orang/bulan

Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 132
Orang

Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.02.02
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 5
Dokumen

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 12
Laporan

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Semua

Kab/K
ota
Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.02.03
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen1 Dokumen
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen5 Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Dokumen
Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD

12

Semua

Kab/K
ota
Kab.
Pinran

9
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3.27.01.2.02.05 Jumlah Laporan Keuangan | Kab.
Koordinasi dan 1 Dokumen Pinran
Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan g
Laporan Keuangan | Laporan Hasil Koordinasi
Akhir Tahun SKPD | Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
1 Laporan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
3.27.01.2.02.07 Jumlah Laporan Keuangan | Semua
Koordinasi  dan 1 Laporan Kab/K
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ ota
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD dan Kab.
Bulanan/ Laporan Koordinasi Pinran
Triwulanan/ Penyusunan Laporan g
Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan
ISemesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
12 Laporan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
3.27.01.2.03 Jumlah Laporan Barang Milik | 3.27.01.2.03.01 Jumlah Rencana Kebutuhan | Kab.
Administrasi 4 laporan Penyusunan 1 Dokumen Barang Milik | Pinran
Barang Daerah pada Perangkat Perencanaan Daerah SKPD g
Milik Daerah Daerah yang tersedia Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan
pada Prensentase Barang Milik Daerah 2 Laporan
Perangkat ketercapaian 100 % |SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Dagerah pelayanan  Administrasi
barang Milik Daerah
3.27.01.2.03.05 Jumlah Laporan | Kab.
Rekonsiliasi  dan | Rekonsiliasi 1 Laporan dan | Pinran
Penyusunan Penyusunan Laporan |g
Laporan  Barang | Barang Milik Daerah pada
Milik Daerah pada SKPD
SKPD Jumlah Laporan
Rekonsiliasi 5 Laporan dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD
3.27.01.2.03.06 Jumlah Laporan 1 Laporan | Kab.
Penatausahaan Penatausahaan Barang Pinran
Barang Milik Milik g
Daerah pada SKPD | Daerah pada SKPD
3.27.01.2.03.07 Jumlah Dokumen Hasil 1 | Kab.
Pemanfaatan Laporan Pinran
Barang Milik Daerah | Pemanfaatan Barang Milik | g
SKPD Daerah SKPD
3.27.01.2.05 Jumlah Administrasi 12 bulan | 3.27.01.2.05.02 Jumlah Paket Pakaian Dinas | Kab.
Administrasi Kepegawaian daerah yang | Pengadaan 55 Paket Pinran
Kepegawaian terlaksana Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | g
Perangkat Persentase sumberdaya100 | beserta Jumlah  Paket Pakaian
Daerah % Atribut Dinas 200 Orang beserta
aparatur yang mencapai Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
nilai
SKP baik
3.27.01.2.05.03 Jumlah Dokumen | Kab.
Pendataan dan | Pendataan 3 Dokumen dan | Pinran
Pengolahan Pengolahan  Administrasi | g
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Jumlah Dokumen
Pendataan 4 Dokumen dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
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3.27.01.2.05.05 Jumlah Dokumen5 Dokumen | Kab.
Monitoring, Monitoring, Evaluasi, dan Pinran
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |g
Penilaian Jumlah Dokumen 12
Kinerja Pegawai Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
3.27.01.2.05.11 Jumlah Orang yang Kab.
Bimbingan Mengikuti20 Orang Pinran
Teknis Implementasi | Bimbingan Teknis g
Peraturan Implementasi
PerundangUndanga | Peraturan Perundang-
n Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti25 Orang
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
3.27.01.2.06 persentase kebutuhan 3.27.01.2.06.01 Jumlah Paket Komponen10 | Kab.
Administrasi layanan100 % Penyediaan Paket Pinran
Umum administrasi perkantoran Komponen Instalasi | Instalasi Listrik/Penerangan |g
Perangkat yang Listrik/Penerangan | Bangunan Kantor yang
Daerah terpenuhi Bangunan Kantor Disediakan
Presentase Ketercapaian100 Jumlah Paket Komponen12
% paket
Pelayanan Administrasi Instalasi Listrik/Penerangan
Umum Bangunan Kantor yang
Disediakan
3.27.01.2.06.02 Jumlah Paket Peralatan dan | Kab.
Penyediaan 8 paket Pinran
Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang |g
Perlengkapan Disediakan
Kantor Jumlah Paket Peralatan dan
10 Paket
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
3.27.01.2.06.05 Jumlah  Paket Barang |Kab.
Penyediaan Cetakan 6 paket dan |Pinran
Barang Cetakan dan | Penggandaan yang |g
Penggandaan Disediakan
Jumlah  Paket  Barang
Cetakan 10 Paket dan
Penggandaan yang
Disediakan
3.27.01.2.06.06 Jumlah Dokumen Bahan17 | Kab.
Penyediaan Dokumen Pinran
Bahan Bacaandan | Bacaan dan Peraturan g
Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundangundanga | Disediakan
n Jumlah Dokumen Bahan43
Dokumen
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
3.27.01.2.06.07 Jumlah Paket | Kab.
Penyediaan Bahan/Material 1  Paket| Pinran
Bahan/Material yang Disediakan g
3.27.01.2.06.09 Jumlah Laporan 20 Laporan | Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Kab/K
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ota
Koordinasi dan SKPD Kab.
Konsultasi Jumlah Laporan 21 Laporan | Pinran
SKPD Penyelenggaraan Rapat g
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
3.27.01.2.07 Jumlah pengadaan barang | 3.27.01.2.07.02 Jumlah Unit Kendaraan Kab.
Pengadaan yang 10 unit tersedia | Pengadaan Dinas 2 Unit Pinran
Barang Presentase Ketercapaian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | g
Milik Daerah Barang 100 % Operasional atau yang
Penunjang Milik Daerah Penunjang Lapangan Disediakan
Urusan Urusan
Pemerintah Daerah yang terlaksana
Daerah

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH

187




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

3.27.01.2.07.05 Jumlah Paket Mebel yang3 | Kab.
Pengadaan paket Pinran
Mebel Disediakan g
Jumlah Paket Mebel yang4
Unit
Disediakan
3.27.01.2.07.06 Jumlah Unit Peralatan dan | Kab.
Pengadaan Mesin 2 Unit Pinran
Peralatan dan Mesin | Lainnya yang Disediakan g
Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin 4 Unit Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin 12 unit
Lainnya yang Disediakan
3.27.01.2.07.11 Jumlah Unit Sarana dan Kab.
Pengadaan Prasarana6 unit Pinran
Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor |g
Prasarana atau
Pendukung Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
3.27.01.2.08 Jumlah Jasa Penunjang |3.27.01.2.08.01 Jumlah Laporan | Kab.
Penyediaan Jasa | urusan 3 Paket | Penyediaan Penyediaan 5 Laporan Jasa | Pinran
Penunjang pemerintahan daerah yang | Jasa Surat Menyurat | Surat Menyurat g
Urusan tersedia Jumlah Laporan Penyediaan
Pemerintahan Presentase ketercapaian100 12 Laporan
Dagerah % Jasa Surat Menyurat
penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah
3.27.01.2.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan | Kab.
Penyediaan 5 Laporan Pinran
Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber |g
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik | Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
3.27.01.2.08.04 Jumlah iuran kebersihan Kab.
Penyediaan yang 12 bulan terbayarkan | Pinran
Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan |9
Umum umum 4 Orang kantor yang
Kantor terbayarkan
tepat waktu
Jumlah Laporan Penyediaan
3 Laporan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
12 Laporan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
jumlah paket penyediaan
alat 3 Paket kebersihan
kantor
3.27.01.2.09 Jumlah pemeliharaan 3.27.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan Kab.
Pemeliharaan Barang3 Paket Penyediaan Perorangan 18 Unit | Pinran
Barang Milik Daerah penunjang Jasa Pemeliharaan, | Dinas atau g
Milik Daerah urusan pemerintahan Biaya Kendaraan Dinas
Penunjang daerah yang Pemeliharaan, dan | Jabatan yang
Urusan terpelihara Pajak Dipelihara dan
Pemerintahan Presentase Ketercapaian100 | Kendaraan dibayarkan
Daerah % Perorangan Pajaknya
pemeliharaan Dinas atau
barang milik Kendaraan Dinas
daerah penunjang Jabatan
urusan
pemerintahan
daerah
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3.27.01.2.09.02
Penyediaan

Jasa Pemeliharaan,
Biaya

Pemeliharaan, Pajak
dan

Perizinan Kendaraan
Dinas

Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas21
unit

Operasional atau
Lapangan yang

Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.09.06
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
18 Unit Lainnya yang
Dipelihara

Kab.
Pinran

9

3.27.01.2.09.09 Jumlah Gedung Kantor dan | Kab.
Pemeliharaan/Reha 1 Unit Pinran
bilitasi Bangunan Lainnya yang g
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan
6 unit
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3.27.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Kab.
Pemeliharaan/Reha | Prasarana 12 unit | Pinran
bilitasi Gedung Kantor atau g
Sarana dan Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
3.27.02 Presentase 3.27.02.2.01 Persentase  Peningkatan |3.27.02.2.01.01 Jumlah Pengawasan 5 Kab.
PROGRAM Meningkatnya 9 Pengawasan Produksi 1 % Tanaman |Pengawasan Laporan Pinran
PENYEDIAAN Produksi/Produk Penggunaan Hortikultura Utama (cabe |Penggunaan Sarana | Penggunaan Sarana g
DAN tivitas nilai Sarana merah) per tahun (%) Pendukung Pendukung Pertanian
PENGEMBANGA | tambah dan Pertanian Presentase Meningkatnya | Pertanian  Sesuai| Sesuai dengan
N daya saing Mutu dan 25 % Niali dengan Komoditas, | Komoditas, Teknologi
SARANA komoditas Tambah Teknologi dan dan Spesifik Lokasi
PERTANIAN pleternakan dan Spesifik Jumlah Pengawasan 12
perkebunan Lokasi Laporan
pertahun Penggunaan Sarana
Produksi  pertanian Pendukung Pertanian
tanaman 2149 Ton Sesuai dengan
hortikultura  utama Komoditas, Teknologi
(cabe merah) per dan Spesifik Lokasi
tahun (Ton) Meningkatnya Mutu dan
Nilai 25 %
Tambah
3.27.02.2.01.02 Jumlah Pendampingan 12 | Kab.
Pendampingan Laporan Pinran
Penggunaan Penggunaan Sarana g
Sarana Pendukung | Pendukung Pertanian
Pertanian
3.27.02.2.02 Presentase meningkatnya2 |3.27.02.2.02.01 Jumlah SDG
Pengelolaan % Penjaminan Hewan/Tanaman yang 7
Sumber produktivitas tanaman Kemurnian dan VUB
Daya  Genetk | perkebunan unggulan Kelestarian Dilakukan Pelestarian dan
(SDG) Hewan, SDG Pemurnian
Tumbuhan, dan Hewan/Tanaman
Mikro
Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.02 Jumlah Pelaksanaan 5
Peningkatan Dokumen
Kualitas SDG Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman
3.27.02.2.02.03 Jumlah Pemanfaatan SDG
Pemanfaatan 5 Dokumen
SDG Hewan/Tanaman
Hewan/Tanaman
3.27.02.2.03 Presentase meningkatnya |3.27.02.2.03.01 Jumlah Pengawasan Mutu
Peningkatan mutu dan 90 % peredaran | Pengawasan 5 Laporan
Mutu dan benih/bibi  temak  dan | Mutu Benih/Bibit Benih/Bibit Ternak, Bahan
Peredaran tanaman pakan ternak Ternak, Pakan/Pakan/Tanam
Benih/Bibit Bahan Pakan/Pakan | an Skala Kecil
Temak dan [Tanaman Skala
Tanaman Kecil

BAB lll PRIORITAS BELANJA DAERAH

189




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Pakan Ternak

serta
Pakan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.03.02 Jumlah Pengawasan Bahan
Pengawasan 3 Laporan
Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit
Pakan/Pakan, Hijauan Pakan Ternak yang
Benih/Bibit Beredar
Hijauan Pakan
Ternak
3.27.02.2.05 Presentase meningkatnya |3.27.02.2.05.05 Jumlah Benih/Bibit Ternak
Pengendalian jumliah 50 % ternak layak | Pengendalian dan  0Ton
dan bibit yang dibudidayakan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang
Pengawasan Benih/Bibit Temak | Tersedia
Penyediaan dan dan Jumlah Benih/Bibit Temak
Peredaran Hijauan Pakan dan  25Ton
Benih/Bibit Temak Hijauan Pakan Temak yang
Temak, dan Tersedia
Hijauan
Pakan Ternak
dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.06 Jumlah Pengawasan
Pengawasan Produksi5 Laporan
Produksi Benih/Bibit | Benih/Bibit Terak dan HPT,
Temak dan HPT, | Bahan Pakan/Pakan
Bahan
Pakan/Pakan
3.27.03 Presentase 3.27.03.2.01 Meningkatnya kualitas 3.27.03.2.01.01 Lahan Pertanian Pangan1 | Kab.
PROGRAM Meningkatnya Pengembangan |15 %  prasarana, Pengelolaan Dokumen Pinran
PENYEDIAAN 9 % Prasarana sarana, kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, g
DAN produktivitas Pertanian komoditi  peternakan Pangan Kawasan
PENGEMBANGA | nilai  tambah dan Berkelanjutan/LP2B, | Pertanian Pangan
N dan daya perkebunan Kawasan Pertanian | Berkelanjutan/KP2B dan
PRASARANA saing Produksi Tanaman Pangan | Pangan Lahan Cadangan
PERTANIAN komoditas 671262 Ton Berkelanjutan/KP2B | Pertanian Pangan
peternakan Utama (Padi) (Ton) dan Berkelanjutan/LCP
dan Lahan Cadangan 2B yang Dikelola
perkebunan Pertanian
Produktivitas Pangan
pertanian 6,26 Berkelanjutan/LCP2
Ton/Ha  tanaman B
pangan utama
(Padi) per hektar per
tahun
(Ton/Ha)
3.27.03.2.01.02 Peta Lahan Pertanian Kab.
Penyusunan Pangan 1 Dokumen Pinran
Peta Lahan Berkelanjutan/LP2B g
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/LP2B
3.27.03.2.01.03 Jumlah Koordinasidan 12 | Kab.
Koordinasi dan | Laporan Pinran
Sinkronisasi Sinkronisasi Prasarana g
Prasarana Pendukung Pertanian
Pendukung Lainnya
Pertanian
Lainnya
3.27.03.2.01.04 Masterplan Pengembangan
Penyusunan 2 Dokumen
Masterplan Prasarana, Sarana,
Pengembangan Kawasan dan
Prasarana, Sarana, | Komoditas
Kawasan dan Perkebunan
Komoditas
Perkebunan
3.27.03.2.02 Presentaase Meningkatnya | 3.27.03.2.02.01 Jumlah  Jaringan lIrigasi | Kab.
Pembangunan 5% Pembangunan, Tingkat 60 unit Usaha Tani | Pinran
Prasarana Prasarana Pertanian sektor | Rehabilitasi dan| (JITUT)Yang Terbangun g
Pertanian Peternakan dan Perkebunan | Pemeliharaan Jumlah Jaringan Irigasi
Produksi Tanaman Palawija | Jaringan Usaha Tani 5 Unit yang

109787 Ton
(Jagung, Kedelai, Kacang
Tanah, Kacang Hijau, Ubi

Irigasi Usaha Tani

Dibangun, Direhabilitasi ,
dan Dipelihara
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Kayu, Ubi Jalar) (Ton)

Jumlah Jaringan Irigasi
Usaha Tani 60 unit yang
Dibangun, Direhabilitasi ,
dan Dipelihara

3.27.03.2.02.02 Jumlah Embung Pertanian | Kab.
Pembangunan, yang 8 unit Pinran
Rehabilitasi dan | Dibangun, Direhabilitasi dan | g
Pemeliharaan Dipelihara
Embung Jumlah Embung Pertanian
Pertanian yang 10 Unit
Dibangun, Direhabilitasi dan
Dipelihara
3.27.03.2.02.03 Jalan Usaha Tani yang Kab.
Pembangunan, Dibangun, 10 Unit Pinran
Rehabilitasi dan | Direhabilitasi dan Dipelihara | g
Pemeliharaan Jalan | jumlah Jalan Usaha Tani
Usaha Tani yang 122 unit
Dibangun, Direhabilitasi dan
Dipelihara
3.27.03.2.02.04 Jumlah DAM Parit yang|Kab.
Pembangunan, Dibangun, 10 unit | Pinran
Rehabilitasi Direhabilitasi dan Dipelihara | g
dan Pemeliharaan
DAM
Parit
3.27.03.2.02.06 Jumlah Pintu Air yang |Kab.
Pembangunan, Dibangun, 1 unit | Pinran
Rehabilitasi dan | Direhabilitasi dan Dipelihara | g
Pemeliharaan Pintu
Air
3.27.03.2.02.07 Jumlah Rumah Potong
Pembangunan, Hewan 1 Unit
Rehabilitasi ~ dan | yang Dibangun,
Pemeliharaan Direhabilitasi dan Dipelihara
Rumah Potong
Hewan
3.27.03.2.02.08 Jumlah Balai Penyuluh di10 | Kab.
Pembangunan, unit Pinran
Rehabilitasi dan | Kecamatan serta Sarana g
Pemeliharaan Balai | Pendukungnya yang
Penyuluh di | Dibangun, Direhabilitasi dan
Kecamatan  serta | Dipelihara
Sarana
Pendukungnya
3.27.03.2.02.09 Jumlah Prasarana Pertanian | Kab.
Pembangunan, 5 Unit Pinran
Rehabilitasi dan Lainnya yang Dibangun, g

Pemeliharaan
Prasarana
Pertanian Lainnya

Direhabilitasi dan Dipelihara

Jumlah Prasarana Pertanian
45 unit

Lainnya yang Dibangun,

Direhabilitasi dan Dipelihara

3.27.04
PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN
HEWAN

DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

prosentase
menurunnya jumlah
kasus penyakit
hewan menular
strategis (hpms) 4%
pertahun

3.27.04.2.01
Penjaminan
Kesehatan
Hewan,
Penutupan dan
Pembukaan
Daerah Wabah
Penyakit Hewan
Menular Dalam
daerah
Kabupaten/Kota

Presentase  menurunnya
prevalance 2 % penyakit
Helminthiasis dan
Brucellosis

3.27.04.2.01.01
Pengendalian dan
Penanggulangan
Penyakit

Hewan dan
Zoonosis

Jumlah ketersediaan vaksin
2 paket ST19
dan antrax yang tersedia

Jumlah Wilayah
Pengendalian 0 Laporan
dan Penanggulangan
Penyakit ~ Hewan  dan
Zoonosis

Jumlah Wilayah
Pengendalian 5 Laporan
dan Penanggulangan
Penyakit

Hewan dan Zoonosis
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3.27.04.2.01.02
Pembebasan
Penyakit Hewan
Menular dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah ketersediaan vaksin
Al 2 paket dan Obat
Vitamin Ternak

Jumlah Wilayah yang 0
Laporan

Mengalami Penurunan
Kasus

Penyakit Hewan Menular
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Wilayah yang 10
Laporan

Mengalami Penurunan
Kasus

Penyakit Hewan Menular
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.02
Pengawasan
Pemasukan dan
Pengeluaran
Hewan dan
Produk Hewan
Daerah

Presentase Meningkatnya20
%
Kesejahteraan pada Hewan

3.27.04.2.02.01
Penilaian

Risiko Penyakit
Hewan dan
Keamanan Produk
Hewan

Jumlah Penilaian Risiko 5
Laporan

Penyakit Hewan dan
Keamanan Produk Hewan

Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02.02 Jumlah Pengawasan atas
Pengawasan atas 3 Laporan
Penerapan Penerapan
Persyaratan Teknis | Persyaratan Teknis
untuk Pemasukan untuk Pemasukan
dan/atau dan/atau
Pengeluaran Hewan | Pengeluaran Hewan dan
dan Produk Hewan | Produk Hewan
3.27.04.2.03 Jumlah ketersediaan jasa |3.27.04.2.03.01 Jumlah ketersedian 5 Paket
Pengelolaan 12 bulan pelayanan petugas | Penyediaan obat/bahan kimia dan
Pelayanan Jasa | peternakan dan kesehatan | Pelayanan Jasa bahan material
Laboratorium dan | hewan Laboratorium laboratorium
Jasa Jumlah Pelayanan Jasa 0
Medik Veteriner Laporan
dalam Laboratorium
Daerah Jumlah Pelayanan Jasa 4
Kabupaten/Kota Laporan
Laboratorium
Jumlah Pelayanan Jasa5
Laporan Laboratorium
3.27.04.2.03.02 Jumlah ketersediaan jasa
Penyediaan 12 bulan
Pelayanan Jasa pelayanan medik veteriner
Medik Jumlah Pelayanan Jasa
Veteriner Medik 0 Laporan Veteriner
Jumlah Pelayanan Jasa
Medik 10 Laporan Veteriner
3.27.04.2.04 Peningkatan Kualitas 3.27.04.2.04.01 Jumlah pemeriksaan ante
Penerapan dan| Produk 40 % Hewan Pendampingan Unit 2200 ekor
Pengawasan Usaha mortem dan post mortem
Persyaratan Hewan dan Produk | yang dilaksanakan
Teknis Hewan Jumlah Pendampingan Unit
Kesehatan 0 Laporan
Masyarakat Usaha Hewan dan Produk
Veteriner Hewan

Jumlah Pendampingan Unit
1 Laporan

Usaha Hewan dan Produk

Hewan
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3.27.05 Jumlah PDRB4345113 Ragieh.2.01 Persentase fasilitasi 3.27.05.2.01.01 Jumlah Anggota kelompok | Kab.
PROGRAM Pertanian Komoditi | Pengendalian pengendalian 100 % Pengendalian 90 Orang Pinran
PENGENDALIAN | Tanaman Pangan dan dan penanggulangan Organisme tani yang ikut g
DAN dan Penanggulangan | Bencana Pengganggu pendampingan
PENANGGULAN | Komoditi Bencana Tersedianya sarana Tumbuhan pengendalian
GAN Tanaman Pertanian pengendalian 100 % (OPT) Tanaman hama terpadu
BENCANA Hortikultura Kabupaten/Kota | serangan hama OPT Pangan, tanaman
PERTANIAN (Rp. Hortikultura, dan perkebunan
000.000,-) Perkebunan Jumlah luasan
presentase 4 % pengendalian 107313 Ha
menuru dan penanggulangan
nnya bencana sesuai dengan
seranga analisis
n hama kebutuhan
dan opt Jumlah Luas Serangan0 Ha
tanaman Organisme Pengganggu
perkebu Tumbuhan (OPT) Tanaman
nan Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
Jumlah Luas Serangan10
Ha
Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
3.27.05.2.01.02 Jumlah Area Terdampak Kab.
Penanganan 107313 Ha Pinran
Dampak Perubahan | Perubahan Iklim (DPI) g
Iklim Tanaman Pangan,
(DPI) Tanaman Hortikultura, dan
Pangan, Perkebunan yang
Hortikultura, dan Ditangani
Perkebunan
3.27.05.2.01.05 Jumlah Penanggulangan | Kab.
Penanggulangan Pasca 1 Laporan Pinran
Pasca Bencana Alam Bidang g
Bencana Alam Tanaman Pangan,
Bidang Hortikultura,
Tanaman Pangan, | Perkebunan, Peternakan
Hortikultura, dan
Perkebunan, Kesehatan Hewan
Peternakan dan
Kesehatan
Hewan
3.27.06 Nilai Tukar Petani 3.27.06.2.01 Persentase jumlah uslan izin | 3.27.06.2.01.01 Standar Pelayanan Publik | Kab.
PROGRAM (NTP)108 % Penerbitan Izin | yang 100 % terselesaikan | Penyusunan 12 Dokumen Pinran
PERIZINAN Usaha Pertanian | (%) Standar Pelayanan | Pemberian Izin Usaha g
USAHA yang Kegiatan Publik Pertanian
PERTANIAN Usahanya dalam Pemberian Izin
Daerah Usaha
Kabupaten/Kota Pertanian
3.27.06.2.01.02 Jumlah Penilaian Kelayakan | Kab.
Penilaian 12 Dokumen dan | Pinran
Kelayakan dan Pemberian
Pemberian Pertimbangan Teknis Izin
Pertimbangan Usaha Pertanian
Teknis Izin
Usaha Pertanian
3.27.06.2.01.03 Jumlah Izin Usaha | Kab.
Pembinaan dan | Pertanian 12 Laporan yang | Pinran
Pengawasan Dibina dan Diawasi g
Penerapan Izin
Usaha Pertanian
3.27.07 Meningkatnya 3.27.07.2.01 Persentase pelaksanaan100 |3.27.07.2.01.01 Jumlah Kelembagaan Kab.
PROGRAM Sumber Daya Pelaksanaan % Peningkatan Penyuluhan 12 unit| Pinran
PENYULUHAN Petani Perkebunan | Penyuluhan penyuluhan terhadap jumlah | Kapasitas Pertanian di Kecamatan |g
PERTANIAN dan Pertanian kelompoktani per tahun (%) | Kelembagaan dan Desa yang
Peternakan Presentase  meningkatnya | Penyuluhan Ditingkatkan
Persentase jumlah 30 % cakupan |Pertanian di Kapasitasnya
kelompoktani binaan kelompok tani Kecamatan dan

penerima bantuan
(%)

Desa
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3.27.07.2.01.02 Jumlah Kelembagaan Petani | Kab.
Pengembangan di 30 kip Pinran
Kapasitas Kecamatan dan Desayang |g
Kelembagaan Petani | Ditingkatkan Kapasitasnya
di Kecamatan dan| Jumlah Kelembagaan Petani
Desa di 420 unit
Kecamatan dan Desa yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
3.27.07.2.01.03 Jumlah Sarana dan | Kab.
Penyediaan ~ dan | Prasarana 12 unit | Pinran
Pemanfaatan Penyuluhan Pertanian g
Sarana dan
Prasarana
Penyuluhan
Pertanian
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05 Persentase 3.29.05.2.01 Persentase perusahaan 100 |3.29.05.2.01.01 Jumlah Prosedur dan 1 Kab.
PROGRAM perusahaan P@fatausahaan | % Penetapan Dokumen Pinran
PENGELOLAAN | pemanfaatan panas |lzin pemanfaatan langsung Prosedur dan Pesyaratan g
ENERGIBARU | bumi yang memiliki | Pemanfaatan panas bumi yang Persyaratan IzinPemanfaatan
TERBARUKAN izin di | Langsung Panas | memiliki izin di Izin Pemanfaatan Langsung Panas
Kabupaten/Kota Bumi dalam Kabupaten/Kota Langsung Bumi dalam
Daerah Panas Bumi dalam | Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 Persentase 3.30.02.2.01 Persentase pelaku usaha |3.30.02.2.01.01 Jumlah Rekomendasi 3 Kab.
PROGRAM perusahaan Penerbitan yang 100 % memperoleh |Fasilitasi Dokumen Pinran
PERIZINAN DAN | perdaganga Izin Pengelolaan | izin sesuai dengan | Pemenuhan Pemenuhan Komitmen g
PENDAFTARAN | n yang Pasar ketentuan (IUPP/SIUP | Komitmen Perolehan
PERUSAHAAN menmiliki Rakyat, Pusat pusat pembelanjaan dan Perolehan Perizinan  Pasar
dokumentasi Perbelanjaan, IUTM/IUTS/SIUP toko Perizinan ~ Pasar | Rakyat,  Pusat
perizinan dan Izin swalayan) Rakyat, Pusat | Perbelanjaan,
yang sesuai Usaha Toko Perbelanjaan, dan | dan Toko
dengan Swalayan Toko Swalayan | Swalayan Melalui
aturan yang Melalui Sistem | Sistem
berlaku Pelayanan Pelayanan
Perizinan Perizinan
Berusaha Berusaha Terintegrasi
Terintegrasi Secara | Secara
Elektronik Elektronik
3.30.02.2.02 Persentase Gudang yang 3.30.02.2.02.01 Jumlah Dokumen Tanda7 | Semua
Penerbitan telah  256% Fasilitasi Dokumen Kab/K
Tanda Daftar memiliki izin sesuai aturan | Penerbitan Tanda Daftar Gudang ota
Gudang Daftar
Gudang
3.30.03 Persentase Pasar |3.30.03.2.01 Persentase pemenuhan 3.30.03.2.01.01 Jumlah Sarana Distribusi Semua
PROGRAM Rakyat ber-SNI Pembangunan sarana  86.76 % Penyediaan 7 Unit Kab/K
PENINGKATAN dan perdagangan sesuai analisa | Sarana Distribusi Perdagangan ota
SARANA Pengelolaan kebutuhan Perdagangan
DISTRIBUSI Sarana
PERDAGANGAN Distribusi
Perdagangan
3.30.03.2.02 Persentase pasar rakyat 3.30.03.2.02.01 Jumlah Dokumen Hasil 1 Kab.
Pembinaan yang 95.83 % Pembinaan dan | Dokumen Pinran
Terhadap dikelola dengan standar Pengendalian Pembinaan  da